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Dasar Perseroan Terbatas 

Undang-Urulang Perseroan Terbatlls menempatkan profesi notaris dalam kedrulukan 
yang sangat penting untuk Jahir dan eksistensinya suabJ Perseroan Terbatas. Setiap 
perubahao anggaran dasar harus ditetapkao berdasarkao hasil keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham (RUPS) yang wajib dituangkan dalam benluk akla notaris. Dalam 
undang-undang tersebut telah diatur mengenai jangka waktu proses pelaksanaan 
perubahan anggaran dasar perseroan. DaJam tesis ini akta notruis dalam rangka 
penyesuaian dan perubahan data perseroan yang hendak diajukan pennohonannya 
kepada Menteri akhirnya menjadi lewat betas waktu. Hal ini terjadi akibat adanya 
kela1aian dari pihak: Notaris dan dihentikannya Sistem Administrasi Badan Hukum 
(SABH). Akta yang lewat batlls waktu berarti relah cacat hukum, akao tetapi 
perbuatan hukum untuk menguhah anggaran dasar oleh para pihak tidak menjadi 
bau!l. Oleh karena itu akla yang Ielah lewat batas waktu diperlukao keputusan RUPS 
mengenai penegasan kembali atas hasH keputusan RUPS sebelumnya yang kemudian 
dituangkan dalam suatu akta notaris. Berda.sarkan akta penegasan ini selanjutnya 
notaris mengajukan permohonan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik lndonesia melalui sistem. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifilt yuridis normatif dan 
temyata dari basil penelitian penuJis terdapat bebempa permasalahan yang dapat 
mengakibatkan tidak terpenuhinya jangka wakla pelaksanaan perubahan anggaran 
dasar sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 
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Title : The Role of Notary in the Amendment Process to the 

Artides of Assooiation of Limited Liability Company 

Limited Liability Company Law putll the profession of a No1l!ry in a very important 
position for the establishment and existence of a Limited l.iability Company. Every 
amendment tQ the articles of assoclatfon must be based <ln the result of the resolution 
of the General Meeting of Shareholders (GMS) which must be setout in the form of a 
notarial deed. In such law, has been stipulated the period for the implementation 
process of amendment to the articles of association of a company. In this thesis, 
notarial deed in 1he framework of adjustment and amendment to the articles of 
association which is intended to be submitted for its application to the Minister has 
finally berome expired. This is due to the presence of negligence from the part of the 
Noll!ry and the stnppage of Legal Entity Administtation System [Sisrem Administr.lsi 
Badan Hukum (SABH)]. The expired deed means it has a legal defect; however, the 
legal act to amend the articles of association by the parties does not become void. 
Therefore. the expired deed requires a resolution of the OMS regarding the re­
a:ffinnation over the result of the resolution of the previous OMS which then will be 
set out in a Notarial deed. Based on this deed of affinnatioll,c then. the Notary will 
submit the application for the approval and or the notice to the Minister of Law and 
Human Rights of the Repub1ic oflndonesia through the system. This research utilizes 
library research method with normative juridical characteristic and evidently finm the 
result of the research, there are several issues which oould cause the non-fulfillment 
of the period for the implementation of the amendment to the articles of association as 
stated in the statutory regulations. 

Keyword: Deed of Affirmation~ Amendment 1JJ the Articles of Association of a 
Limited Liability Company 
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1.1. Latar Belalwtg Masalah 

BABI 
PENDAHULUAN 

Perangkat hukum merupakan salah satu perangkat yang sangat penting di 

dalam perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang semakin pesal Hukum, 

dalam hal ini adalah undang-undang akan herfungsi untuk meogatur lalu lintas 

usaha sehiagga timbul sualu ketertiban dalam dunia usaha 

Perubahan sosial merupabn suatu dinamika dari suatu masyarakat yang 

dapat dikatakan ciri yang tetap dari setiap masy-&akat. Peruhahan tidak selamanya 

mengbasilkan keadaan-keadaan yang positif. Dalam hal ini hukum berperan untuk 

menjanrin hahwa perubahan-perubahan tersebut le!jadi secara tertib dan reratur. 

Jadi dengan adanya hukum dibarnpkan dapat mengubah masyaruat setta 

mendukung perebangunan. 

Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha kegiatan ekonoml yang 

paling dinainati pada saat ini. Hampir rata-rata setiap orang yang memiliki modal 

menengah ke atas memilih berinvestasi atau melakukan bisnis dengan bentuk 

badan hukum Perseroan Terbatas. Tanggung jawab pemegang saham pada 

Perseroan Terbatas banya sebatas besamya saham yang dimiliki, serungga apabila 

teijadi sesualu pada Perseroan Terbatas tersebut harta kekayaan pribadi si 

pemegang saham aman. 

Selama ini Perseroan Terbatas telab diatur dalam Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1995 ten!ang Perseroan Terbatas (UU No. I Tabun 1995), yang 

menggantikan peraturan perundang-undangan yang herasal dari jaman kolonial 

seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dalam 

perkombangannya, substansi undang-undang tersebut dipandang tidak lagi 

memenuru perkembungan hukum dan kebutahan Illl)l,-yaraket karena keadaan 

ekonoml serta kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi yang sudah 

berkembang hegitu pesalnya kbususnya pada era globalisasi.1 Untuk itu pada 

tanggall6 Agustus 2007, Pemerintab Ielah mengesahkan Undang-Undang Nomor 

1 lndonesia (a), Undang~Undang Perseroan TerbatCIS, No. 40 Tahun 2007, LN No. Hl6, 
TLN No. 4756, Pellielasan Umum (Jakarta' PT. Tatanusa, 2007), hal. 2. 

I 

Universitas Indonesia 
Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



2 

40 Tahun 2007 renting Perseroan Terbatas (UU No. 40 Tahun 2007 atau UUP1) 

untuk menggantikan Undang-Undang No. I Tahun 1995. 

Tujuan pembaharuan pengaturan UU No. 40 Tahun 2007 adalah untuk 

menciptakan hukum yang kondusif bagi pemhangunan nasional. Hukom yang 

kondusifbagi pembangunan sedikitnya mengandung 5 (lima) kualiUIS: "stability", 

"predictabiJity'', "fhlmess», "education" dan kemampuan profesi hukum yang 

meningkat. StabiliU>s dan kemampuan (stability) mernmalkan adalah prasyarat 

untuk fungsinya sistem ekonomi. Dengan adanya kepastian hukum dan 

perlindungan hukum, mal<a diluu:apkan dapat teroipta penegakan hukum (fuimess) 

sehingga sa1ah satu fungsi dan peran hukum untuk mcncapai kesejahternan 

masyarakat dapat berjalan dan juga merupakan usaha pemerintab (aducation) 

menuju unifika.<U hukum? 

Undang-Undang lentang per.seroan terba!as di berbagai Negara dari Civil 

Law maupun Common Law berisikan substansi yang serupa. > UU No. 40 'fahun 

2007 sndah memuat usaha pemerintab untuk melakukan perubahan. Pada sistem 

yang kita pakai selama ini, yaitu sistem Civil Law, kemudian berkembang pada 

penernpan bal-bal yang bermanll!at dan dianggap akan mendorong pada arab 

perkembangan dan tujuan pembangunan ekonomi yang baik dikemudian hari 

untuk mengadopsi ketentuan-ketentuan dari sistem hukum Common Law ke 

dalam UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini dapat diterima karena dapat mendorong 

dan membangkitkan gaitab menunjang pembangunan ekonomi mendatlng. De1am 

hal ini juga meugingal di dalam pembentukan hukum baru perlu diperbatikan 

ketentuan yang memenuhi nilai filosofis yang bertumpu pada rasa keadilan, 

kejujuran, kebenarnn, kepatutan, serta nilai sosiologis sesuai nilai badaya (legal 

culture} yang berlaku di dalam masyarakat, juga nilai yuridis berdasarkan 

2 Erman Rajagukguk. Peranan Hukum Dalam Pembangunan Pada Era Globalisasi : 
Jmplilwsirrya Bagi Pendidt1:an Hukum Di lmi011esia (Pidato pengukuhan diucaphm pada 11pacem: 
penerimaan jabalan Guru Besar dalam bidang Jtukum pada Falr.uJtas HuJ:um Un~itas 
Indonesia, Jakarta4 Jasmari 1997, (Jakarta: Fakuttas Hukum Uni¥enitas Indonesia. 1997), hal 1{)-
11. 

1 /hid 
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ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam masyarakat, juga nilai yuridis 

berdasruken ketentuan undang-undang yang berlaku di dalam sistem hukum kita. 

Selain itu adanya era globalisasi yang sudah berlangaung selama ini dan ke 

depan.4 

Berdasarkan uraian di alas, pemerintah telah menyempumakan UU No. 40 

Tahun 2007 yang telah diakomodasi dari berbagai ketentuan baru, perbaikan, 

penyempurnaan, maupun mempertahanken kerentuan lama yang dinilai masih 

relevan.5 

Pengerdan Perseroan Terbatas adalah suatu perusabaan dalam bentuk 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan 

perjanjian para pendirinya untuk melakukan kegiatan usaha deogan modal dasar, 

dimana modal dasar tersebut terbagi dalam saharo-saham, deogan memenuhi 

persyaralan yang ditetapkan dalam undang-undang yang terkait dan peraturan 

perundang-undangan laionya. 7 

Seperti telah diUiaikan sebehunnya bahwa Perseroao Terbatas merupakan 

bentuk usaba kegialan ekonomi yang paling diminati saat ini, kareoa 

pertanggungjawabannya yang bersifat terbatas. 8 Perseroan Terbatas juga 

memberikan kemudahan bagi pemilik (pemegang saham) nya untuk mengalillkan 

perusabaannya kepada (setiap orang) dengan cara menjual selumb saham yang 

dimilikinya pnda perusahaan (pembeli) tersebul9 

Pasal7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menya!alam bahwa: 

"Perseroan didirikao oleh 2 ( dua} orang atau lebih dengan akta notaris 
yang dibuat dalarn bahasa Indonesia». 

Berdasarkan hal tersebut, peranan notaris mutlak diperlukan oleh karena 

undang-uadang mensyaratkan bahwa pendirian dae perubaban Anggaran Dasar 

Perseroan Terbatas hams dibuat dengan akta notaris.'0 Apabila akta pendirian 

Perseman TerbalaS tersebut cacat, maku dapat menjadi alasan bagi pibak yang 

4 Ibid., bal. 17. 
5 Indonesia (a)., cp.cit. haL 3. 
1 Ibid., ps. 1 butir I. 
1 Ibid, ps. 3. 
9 Ahmad Yani dan Gunawan Widj.aja. Perseroan Terbatru (Jakarta: ~a Grafindo 

Persada, 1999), lml. 1. 
10 indonesia (a)., ap.cil.,ps. 7 dan ps. 21 ayat (4). 
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berkepentingan untnk meminta pembubaran Perseroan Terbatas tersebut melalui 

Pengadilan Negeri. 11 

Cacat hukum yang dimsksud di sini dapat disebabkan karena lidak 

terpenuhlnya syaral formil maupnn materiil. Syarat formil yang dimaksud adalab 

adanya persyaratan babwa untuk pendirian suatu Perseroan Terbatas barus 

dituangkan dalarn akta notaris berbabasa Indonesia, sedangkan syarat materiil 

lidak terpenuhl apabila diantaranya terdapat cacat hukum pada pemyataan 

kehendak dari pem peadirinya, serta syarat sab lainnya untnk suatu peljanjian 

berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Anggaran dasar 

merupakan bagian dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang memnat atu:ran 

main dalam perseroan dan menentukan setiap bak dan kewajiban dari pibak-pibak 

dalarn anggaran dasar baik perseroan itu sendiri, pemegang sabam, pengurus 

(Direksi maupun Dewan Kornisaris) perseroan. 

Dengan diperolebnya pengesaban dmi Menteri yang berarli muJai 

berlakunya anggaran danar secara menyelnntb terhadap semua pihak, baik pibak 

pendiri maupnn pibak keriga lainnya yang berkepenlingan dengan perseroan, 

maka praklis anggaran dasar perseroan telab menjadi nndang-undang bagi para 

pembuatnya. Walaupun demikian secara hietarkis anggaran dasar tidak dapat 

menyirnpang dari keteatnan pemturan pernndang-undangan yang mendanarinya 

yaitu UU No. 40 Tabnn 2007 Tentang Perseroaa Terbatas. 

Undang-undang tentang Perseroan Terbatas secara tidak langsung 

menempalkan profesi Notaris dalarn kedudnkan yang penling untuk labirnya dan 

eksisreDSinya suatu Perseroaa Terbatas. Dalam hubungannya dengan akta Notaris, 

konsiderans, batang tubuh, panjelasan umum ataupun penjelasan pasal demi pasal 

dmi Undang-Undang Perseroaa Terbatas tidak ditemukaa rwnusan tentang 

Notaris, akta notaris; cacatnya akta pendirian Perseroan Terbatas dan 

pertanggungjawaban notaris. Akta Notaris yang diwajibkan dalam Undang­

Undang Perseroan Terbatas terdiri alas akta pendirian dan akta pembaban 

anggaran dasar. 

Perubaban anggaran dasar dari perseroan yang belum berbadan hukum 

dilakukau dengaa akta perubaban yang merupakan akta partij atau akta pihak. 

II Jbid., ps. 146 ayat (l) butif b. 

Untversitas Indonesia Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



5 

Sementarn itu perubahan anggarnn dasar dari perseroan yang teblh berbadan 

hukum dapat dilakukan berdasark.an besil lreputusan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS). Kemudian dari basil lreputusan tersebut akan dituangkl!n dalam 

berita acara ntpal dalam hentak notartil (relaas akta) atau dapat pula berupa berita 

acara di bawah tangan. Berdasark.an kewenangan Direksi atau kuasa yang 

diberikan RUPS, basil keputusan yang dibuat dalam bentak berita aca:ca di bawah 

tangan akan di bawa ke Notaris untak dibuatkan akta Pemyataan Keputusan Rapat 

(PKR). 

Unluk melakakan perubahan angganm dasar perseroan pamegang saham 

dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS (ciroular 

resolution). Pengambilan lreputusan seperti ini dilakakan tanpa diadakan RUPS 

secara fisik, telapi keputusan tersebut diambil dengan cara mengirimkan secara 

tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul 

tersebut disetujui secara tertulis oleh selurub pemegang saham." 

Hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggarnn dasar tersebut, 

kemudian hams diajukan permohonan persetujuan atau pemberitabuan kepada 

Menteri melalui sistem. Dalam UU no. 40 Tahun 2007 diatur juga tentang tala 

cara untak memenubi tuntutan masyarakat untak memperoleh layanan yang cepat, 

an tara lain.: n 

I. pen!l"iuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan huknm; 

2. pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubaban anggaran 

3. penyampaian peroberitabuan dan penerimaan pemberitabuan peruhahan 

anggarnn dasar dan/atau pemberitabuan dan penerimaan pemberitabuan 

perubahan data lainnya, yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi 

sistem administrnsi badan hukum secara elektronik di samping tetap 

dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadann tertentu. 

Era keterbukaan arus informasi dan teknologi tampaknya berpengaruh 

juga terlladap tala eara permohonan pengesahan alas pendirian Perseroan Terllatas 

12 Ibid .. penjelasan ps_9l_ 
13 ibid. penjelasan umum 
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dan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas. Pada saat ini berdasarlcan 

Peratumn Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. M.HH-02.AH.OI.Ol Tahun 2009 tentang Tat.a Cara Pengajuan Pennohonan 

Pengesahan Badan Hukum Perseroan, Persetujuan Peruhahan Anggaran Dasar, 

Penyampaian Pemberitahuan Peruhahan Anggaran Dasar, dan Peruhahan Data 

Perseroan, dilakukan seeara otumatis yang disebut Sistem Administrasi Badan 

Hukum yang sekarang dikenal dengan singkatan SABH. 

Di dukung dengan penerapan sistem online dalam pelukumaan tahapan 

pennohonan pengesaban akta pendirian, persetujuan atau pemberitahnan 

peruhahan anggaran dasar Perseroan Terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia, kemudian diberlakukan UU No. 40 Tahnn 

2007 tentang Perseroan Terbatas yang di dalamnya mengatur dengan tegas 

ketentuan mengenai jangka waktn dalam proses pengajuan permohonan tersebut 

Sebelumnya dalam rangka pengajuan permohonan baik pengesahan akta 

pendirian Perseroan T erbatas maupun perubahan anggaran dasar Perseroan 

Terbatas dilakakan seeara manna!. Sistern Administrasi Badan Hukum ini yang 

dulu dikenal dengan singkatan SISMINBAKUM Ielah berlaku seeara efektif sejak 

tanggal 01 Maret 2001, dengan demikian pennohonan pengesaban akta pendirian 

Perseroan Terbatas, pemobanan persetujuan akta perubahan anggaran dasar dan 

penyampaiao pemberitahuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas 

yang diajukan seeara manna! telab ditutup. 

Dalarn pe1aksanaan ketentuan mengenal jangka waktu, untuk mengajukan 

pennohonan pengesaban, persetujuan atau pemberi!ahuan kepada Menteri banyak 

terdapat kendala-kendala, baik yang berasal dari sistem maupnn yang berasal dari 

masalab lainnya sehingga ketentuan jangka waktn >..ring tidak dapat terpenuhi. 

Berdasarkan sural pemberi!ahuan dari Tim Restrukturisasi Sistern 

Administrnsi Badan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Repub1ik Indonesia babwa sejak 

tanggal 16 Janueri 20G9, Sistem Administrnsi Badan Hukum tersebut dihentikan 

selurab sistem dan pe1ayanannya. Hal tersebut le!jadi karena adanya somasi dari 

pihak tim pembela PT. Sarana Rekat.ama Dinamika (SRD) sebngai pihak 

penyelenggara SISMINBAKUM kepada pihak Tim Re>1rukturisasi Departemen 
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Hukwn dan Hak Asasi Manusia untuk tidak mengunakan barang silaan sebagai 

tindak lanjut alas perselisiban hukwn yang sedang terjadi. 

Dengan herhentinya sistem rnenjadi kendala utama dalarn penerapan 

ketentuan mengenai jangka waktu untuk proses pengajuan pengesahan, 

persetujuan atau pemheritahuan kepada Menleri. Akihalnya akta-akta yang Ielah 

dibuat maupun sedang dalam proses pengajuan menjadi terhambat dan lewat baJas 

waktu. 

Berdasarkan hal tersebut di alas, penulis akan menganalisa mengenai 

jangka waktu, kbususnya untuk pengajuan persetujuan atau pemberitahuan 

perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terhatas, sebagaimana yang telab 

diatur dalam ketentuan Pasal21 ayat (5) dan (7) UU No. 40 Tabun 2007 yaitu: 

!. adanya ketentuan rnengenai jangka waktu 30 (tigapulub) bari sejak tanggal 

keputusan Rapa! Umum Pernegang Saharn (RUPS) untuk dinyatakannya 

dalam suatu akta notaris terhadap peruhahan anggaran dasar yang tidak dimuat 

dalam herita acara rapat yang dibuat oleh notaris dan; 

2. adanya ketentuan mengenai jangka waktu 30 (tigapulub) hari sejak tanggal 

akta notaris, tmtuk melakukan permohonan persetujuan perubahan anggaran 

dasar yang telab dinyatakan dalam akta notaris. 

Hal tersebut di atas sangat berkaitan pula dengau Pasal 23 UU No. 40 

Tahun 2007, yaitu mulai berlakunya perubahan anggaran dasar perseroau sejak 

diterbitkannya Keputusan Menteri persetujuan peruhahan anggaran dasar atau 

S<;jak tanggal diterbitkannya sural pemberitabuan perubahan anggaran dasar olah 

Mentari. 

Ketentuan dalam UU No. 40 Tabun 2007 telah jelas mengatur mengenai 

adanya jangka waktu dimaksud, narnun yang menjadi permasalahan di sini adalab 

mengenai faktor-faktor kendala dalam penerapan dati ketentuan tersebut dan 

solusi terhadap akta-akta yang menjadi lewat hatas waktu. Hal ini dibabas oleh 

penulis mengingat hanyaknya kendata yang mungkin terjadi selama proses 

dinyatakannya dalam suatu akta notaris alas peruhahan anggaran dasar yang tidak 

dimuat dalam herita acam rapat yang dibuat olah Notaris dan juga selama proses 

permohonan persetujuan atas peruhahan anggaran dasar yang telab dinyatakan 

dalam akta notaris tersebut. 
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1.2.l'okok l'ermasalahan 

Berdasarkan pemaparan peda bagian Jatar belakang yang telah diuraikan di 

aw, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

I. Apa kendalanya sebubungan dengan proses perubahan anggamn dasar 

Perseroan berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas? 

2. Bagahnana peran notaris dalam menyelesaikan masalah akta perubahan 

anggamn dasar yang telah melampaui baw waktu? 

1.3. Metodel'enelilian 

Tesis merupakan suatu karya ilmiah yang harus dijelaskan secara logis dan 

sistematis berdasarkan fakta·fakm yang dapat diparcaya, sebingga sebelum 

dimulainya penyusWJan dan penulisan dibutubkan adanya penelitian. Penyusunau 

dan penulisan tesis yang dilalrukan oleh penulis yaitu dengan melalrukan 

penelitian dan pangamatan beik dengan earn, bentuk-bentuk dan batasan sebingga 

tesis ini menjadi sebnah karya ilmiah. 

Metode Penelitian merupakan kegiatan guna rnemperoleb data yang 

sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan dengan earn penyusunan usul, 

menguraikan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis data dan peoyusunan 

laporan secara rinci. 14 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunao tesis ini merupakan 

metode penelitian hukum normatif yang mengkaji keteotuao perundang-undangao 

yang berlaku mengenai Perseroao Terbatas dan peraturao meogeoai jabatan 

ootaris sebagai salah satu unsur penting dalam pelaksansan perubahan anggamn 

dasar perseroan. Adapun tipe penelitian yang dilak:ukan, dati bentuknya 

merupakan deskriptif-eksplanatoris, yaitu mengacu kepeda peraturao-pernturao 

tertulis dan hukum positif serta bahan-bahan hukum lainnya yang disajikan 

dengan menerangkan~ memperkual atau menguji dan bertujuan untuk mencari 

hubungan-hubungan yang ada diantara variable yang diteliti atau mengnji ada 

tidaknya hubungan tersebut 

14 Sri Mamudji, Et..a.L, Melode Penelitian Dan.Penulisan Jl'tlirum. Ct:L L (Jakarta; Bruhm 
Penetbit :Fakultas Hukum Universitas Indonesia,. 2005), bal. 3. 
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Dengan demikian objek yang diarutlisa adalah norma hukum dengan 

mengkaji pasal-pasal pernndang-undangan Perseroan Terbatas mengenai 

perubahan anggaran dasar yang dihubnngkan dengan peugatunln jangka waktu 

pengl\iuan permohonan penle!ujuan atau pemberitahuan kepeda Menteri dan cara 

penyelesaian masalah akta notarls yang telah melampeui hatas waktu yang 

ditentukan oleb pernturan pernndasg-undangan, dikaitkan dengan aspek kepastian 

hukum. 

Penelilian ini 1ermasuk penelidan kepustakann yang dilalrukan dengan 

pendekatan yuridis normatif. Dengan mempergunakan metode studi kepustakaan 

yang meoggunakan dala sekunder." Data selamder yaitu data yaug diperuleh dati 

suatu sumher melalui kegiatan studi dokumen yang sudah dikumpulkan oleh 

pihak Jain. Data sekunder yang berupe : 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini., antara lain : 

I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 

2. Undang-Undang Nomor 30 tahuo 2004 tentang Jabatan Notaris. 

3. Undang-UndangNomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. 

4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 

5. Peraturan Menteri Huknm dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. M.02.HT.OJ.IO Tahun 2007 tentang Tala Cara Pengumuman 

Perseroan Terbatas Dalam Tambahan llerita Negara Republik Indonesia. 

6. Pernturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. M.HH-<H.AH.Ol.OI Tahuo 2009 tentang Perubahan Alas 

Permenknmbam No. M-02-HT -01.01 Tahun 2007 tentang Tala Cara 

Pengumuman Perseroan Teibatas Dalam Tarnbahan llerita Negara 

Republik Indonesia. 

7. Perntumn Menteri Hukwn dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. M.HH-02.AH.OI.Ol Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengajuan 

Permohonan Pengesaban Badan Hukum Perseroan. Persetujuan Perubahan 

15 Ibid., hal. S2, 
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Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberiil!huan Perubahan Anggaran 

Dasar, dan Perubahan Data Perseroan. 

8. Pemturan Menteri Hulrum dan Hale Asasi Manusia Republik Indonesia 

No. M.HH-03.AH.Ol.Ol Tahun2009tentangDaftarPer:;eroan. 

b) Bahan Hulrum Sekunder 

Bahan-bahan hukum yang diperguuakan untuk mencari landasan teoritis 

dan memberi penjelasan mengenai bahau hukum primer, yang terdiri dari buku­

buku ilmu hukum, jurnai, makalah-makalah, akripsi, tesis dan tulisan-tulisan yang 

herhubuugan dengan permasalahan di alas. 

c) Bahan Hulrum Tersier 

Bahan-bahan yang memberikan petunjuk manpun penjelasau terhadap 

bahan hulrum primer dan sekunder seperti; ahstrak, daftar referensi, buku 

pegangan, bibliografi, kamus, huku peoduan, penerbitan pemerintah, dan 

Ensiklopedia 

Data yang diperoleh dari penelitian melalui studi dokamen atau bahan 

pustaka tersebut selanjutnya dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hal ini 

dilakukan untuk menelaah sistematika perundang-undangan. Dalarn hal ini penulis 

tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara 

teknis, akan tetapi yang ditelaahnya adalah pengertian-pengertian desar dari 

sistem hulrum yang terdapet di dalam perundang-undangan tersebut. 16 

Analisis yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memperoleh 

kesimpulan terbadap masalah yang diteliti mengenai proses pelaksanaan 

pengajuan permohonan penyesnaian atau perubahan anggaran dasar yang 

dihubungkan dengan pengaturnn jangka walctu dan penyelesaian masalah maupun 

akibat hulrum akta notaris yang menjacli lewat batas walctu karena adaoya kendala 

dalam pelaksunaannya 

1.4, Sistemalika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penyusunan dan memahaminya, maka dalarn 

penulisan tesis ini penulis menyusunnya secara sistematis dan berurutan. Sistem 

penulisan tesis ini terdiri dari beberapa bah, dan masing-masing bab mempunyai 

16 Ibid., hal. 252. 
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sub-sub bab sebagai bagian pembabasan dari bah tersebuL Adapun sistematika 

penulisan tesis ini adalah: 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bah I ini penulis mengemukakan tentang latar belakang 

permasalahan, pokok permasalabao penulisan, bagaimana cara/metode yang 

digunakan untuk. mengumpulkan data sebagai bahan penulisan tesis, serta 

meringkas garis besar tentang pokok-pokok pembabasan dari masing-masing bab 

di dalam sistematika penulisan. 

BAB 2 : ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN 

ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS 

Pada Bah 2 ini penulis mengemukakan fonnalitas dan proses dalam sistem 

adrninistrasi yang harus dilewati untuk pengajuan permohonan akta perubahan 

anggaran dasar Perseroan terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia dan sumber-sumber yang dalam praktek sering menjadi 

kendala proses dinyatakannya dalam suatu akta notaris terhadap perubahan 

anggaran dasar yang tidak dimuat dalarn berita aeara nipat yang dibual oleh 

notaris, dan selama proses permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar 

yang telah dinyatakan dalam akta notaris, membahas mengenai perlu tidaknya 

diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menegaskan kembali terhadap 

keputusan sebehnnnya dalam mengajukan permohonan kembali kepada Menteri 

terhadap akta perubahan anggaran dasar yang tidak dapal diproses akibal Ielah 

melampaui jangka waktu yang ditentukan dalam perundang-undangan, serta solusi 

Notaris untuk mengantisipasi permasaJahanjangka waktu tersebut. 

BAB 3: PENUTUP 

Pada Bah 3 ini penulis memberikan kesimpulan dari pembahasan 

rnengenai permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Kemudian penulis 

mernberikan beberapa saran yang kiranya mampu menyelesaikan kendala-kendala 

yang mengakibatk:an tidak terpenuhinya jangka waktu permohonan pengajuan 

akta perubahan yang Ielah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. 
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BAB2 
ANALISIS PERAN NOTARIS DALAM PROSES PERUBAHAN 

ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS 

2.1. Perseroan Terbatas Berdasarloln UU No. 40 Talmn 2007 

2.1.1. Pengertian Perseroan Terbata' 

Pada jaman Hindia Belanda Pf1Seroan Terbatas dikenal dengan nama 

"Na.amloze Vennootscap" (NV). Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk 

dari badan usaha yang d!kenal di Indonesia. Bentuk-bentuk badan usaha selain 

Perseroan Terbatas, terdapat pula yang dikenal dalam sistem hukum dagang 

Indonesia diantarnnya adalah Perseroan Firma (Fa) dan Perseroan Komanditer (CV 

yaitu Comrnanditaire Vennotschap}. Bentuk-bentuk badan usah.a in! diatur dalarn 

buku kesatu Bah Ill bagiao ke I Kitah Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan 

llll!Sih ada bentuk usaha lain yang diatur dalam Kitah Undang-Undang Hulrum 

Perdata (KUH Perdata) yang biasa disebut Maatschap atau persekutuan (perdata). 

Kata "Perseroan"' dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi 

usaha, sedangkan "perseroan terbatas" adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau 

badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia, 17 

Kata ''Terbatas" mengandung pengertian bahwa tauggung jawab para 

pemegang saham dalam Perseroan T erbatas hanya terbatas kepada jumlah saham 

yang dimilikinya. 

Dalam Bah I Ketentuan Umum UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Pasal l menyebutkan bahwa yang dimaksud Perseroan Terbatas adalah 

badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasatkan perjanjian, 

melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham 

dan meruenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-u.ndang ini serta peraturan 

pelol<sanaannya. 

11 LG. Rai Widjaya. Hukum Peru.saftaan Perseroan Ter/Jal(l:$, Cet. 4 (Jakarta : Megapoin,. 
2062), haLl. 
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Berdasarkan pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa unsur~unsur suatu 

Perseroan Terbatas adalah : " 

a. badan hukum; 

b. persekutuan modal; 

c. didirikan berdasarkan perjanjian; 

d. melakukan kegiatan usaha; 

e. modal dasar terl>agi alas saham. 

Perseroan Terbatas sebagai badan hukum ini dinyatak.an dengan tegas dalam 

UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007. Hal ini becbeda dengan Kitab 

Uodang-Undang Hokum Dagang atau KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu 

Perseroan mernpakan badan huk:um. 

Perseroan Terbatas disebut sebagai badan hukum karena teJah memenuhi ciri-

ciri dari badan hukum~ yaitu : 19 

a. adanya harta kekayaan yang terpisah; 

b. mempunyai tujuan tertentu; 

c. mempunyai kepentingan sendiri; 

d. ada organisasi yang teratur. 

Ciri yang pertama dari Perseroan adalah adanya harta kekayaan yang terpisah, 

hal ini mengandung pengertian bahwa Perseroan mempunyai harta kekayaan yang 

terpisah dari barta para pemegang sahamnya yang di dapat dari pemasukan para 

pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditemputkan dan modal yaog 

disetor. Kekayaan yang terpisah itu membawa akibat sebagai berilrut: 20 

I. Kreditur pribadi dari para pesero dan atau para pengurusnya tidak rnempunyai 

hak untuk menuntut barta kekayaao bad an hukum itu; 

It Prof. Dr. H. S. Sasttawidjaja dan RID Mantili, SH, Peueroon Terbalas Menurot TiJJCl 
Undang~Undrmg Jilid J, CetJ (Bru;dung: Altrmni, 2008), bal. 14. 

' 9 Riduru; Syallrani, Seluk-&tuk dan Asas-Asar Hu!wm Perdata, CeL 1, (Bandung: Alumni, 
2000), bal. 6!. 

20 Agus Budiarto, Seri Hukum Perusahaan: Kedw:iukan Hukum dan Tanggung Jawob Pendiri 
Perseroan Terbalas, Cet l (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002), haL 30. 
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2. Para pesero dan juga para pengurusnya secara pribadi tidak dapat menagih 

piutang badan hukum dari pihak ketiga; 

3. Kompansasi antara hutang pribadi dan hutang badan hokum tidak 

diperkenankun; 

4. Hubungan hukum, baik parikatan maupun proses-proses antara paru pesero 

dan atau para penguruanya dengan badan hukum dapat saja tetjadi seperti 

halnya antara badan hukum dengan pihak ketiga; 

5. Pada kepailitan, hanya paru kreditur badan hukum itu saja yang dapat 

menuntut harta kekayaan yang terpisah itu. 

Ciri yang kedua darl Perseroan adalah mernpunyai tujuan tertentu. Tujuan 

terrentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalarn anggaran dasarnya dan 

sebagaimana tercantum dalarn Pasal 9 ayat I huruf c UU No. 4ll Tahun 2007 yang 

menyebutkan bahwa untuk memparoleh pengesahan status badan hukum maka harus 

mengisi format isfan yang memuat sekurang~kurangnya maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan paraturan parondang-undangan yang 

berlaku. 

Ciri yang ketiga dari Perseroan adalah mempunyai kepentingan tersendiri, 

adalah hak-hak subyektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang 

merupakan kepentingan yang dilindungi hakum dan dapat menuntut serta 

mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga. 

Ciri keempal dari Perseroan adalah badan hukum mempunyai organisasi yang 

teratur, demikian pula dengan Perseroan mempunyai anggaran dasar yang teflli!P"t 

dalam akta pendiriannya yang menandakan adanya organisasi yang teratur. 

Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 dalarn mendirikan Perseroan terbatas 

disyaratkan para pendiri tersebut memllilci modal dasar yang cukup yaitu paling 

sedikit Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah) dan besamya modal dasar inilah 

yang seriag dipakai sebagai kriteria agaa suatu Perseroan dapat dlgo!ongkan ke dalam 

kategori perusahan kecil, menengah atau basar. Sesuai ketentuan Pasal 33 UU No. 4ll 

Tahun 2007 bahwa minima! 25% (duapuluh lima person) dari modal dasar harus 

Untversitas Indonesia 
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ditempatkan dan disetor penuh ke kas Perseroan terbatas yang dibuktikan dengan 

bukti penyetoran yang sah. 

Sebagaimana dikemukakan di atas, pada dasamya Perseroan terbatas sebagai 

badan hukum tclah dibentuk berdasarkan perjanjian antara dua orang alau lahih 

sehingga mempunyai lebih dari satu pemegang sabam. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan 'orang' adalah orang perseorangan baik warga negam Indonesia maupun 

asing atau badan hukum lndnnesia atau asing.21 

Perseroan terhatas juga harus dibentuk karena adanya maksud dan tujuan serta 

kegiatan usaha tertentu, hal ini sesuai dengun Pasall8 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa 

rnaksud dan tujuan Perseroan harus dirinci secara jelas di dalam anggaran dasar 

Perseroan yang tunduk pada pereturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak 

boleh bertentangan dengan ketertiban umum danlatau kesusilaan. 

Maksud dan tujuan Perseroan yang dicontumkan dalom anggaran dasar 

memiliki dua aspek, yaitu sebagai sumber kewenangan bertindak bagi Perseroan dan 

menjadi pembatasan dari ruang lingkup kewenangun bertindak Perseroan yang 

bersangkutan selain dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan anggaran 

dasar.22 

2.1.2. Kedudukan Hukum Perseroan Terbalas 

Berdasarkan kepada Undang-Undang Perseroan T erbata.' (UUPT) bahwa 

status badan hukum suatu Perseroan, baru diperoleh setelah akta pendiriannya 

disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

Pengesahan tersebut merupakan satu~satunya syarat mernperoleh status badan hukum 

bagi Perseroan. 

Sejak dimulainya persiapan-persiapan untuk mendirikan suatu Perseroan 

sampai dengan mendapatkun pengesahan sebagai bedan hukum kedudakan dan 

tanggung jawab para pendiri atau para pemegang saham senantiasa berubah. Pada 

21 lndonesia(a), cp.cit..., peojelasan ps. 7 ayat 1, 
zz Jamin Ointing, Hulwm Perseroan Terimtas (UU No. 40 taJnm 2007), Cet. 1 (Bandwtg: 

Citra Aditya Bakti, 2007). hal. 17. 
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tahap persiapan dalam rangka pendirian Perseroan, para pendiri Perseroan masih 

berillnggung jawab seeara prihadi atas segala perbuatan hukum yang telab 

dilakukunnya karena Perseroan belum berdiri. Tanggung jawab alas akibat perbuatan 

hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya akan menjadi 

tanggung jawab prihadi dari para pendiri Perseroan, kecuali perbuatan hukum 

ternebut dicanturnkan atau dilekatkan pada akta pendirian Perscroan, maka Perscroan 

akan terikat pada hak dan kewajiban yang timbul akibat dari pcrbuatan hukum yang 

dilakukan oleh para pendiri Perneroan.23 Apabila hal ini tidak dilakukan maka 

perbuatan hukum dari para pendiri Perseroan tersebut tidak menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi Perneroan. 24 Dengan demikian dapat dlkatakan babwa selama status 

Perseroan sebagai hadllr! hukum belum diperoleh, Perseroan yang bersangkutan tidak 

barbeda dengllr! firma, pernekuman kumanditer atau pernekutuan perdata. 

Pada tahap setelab akta pendirian telab dibuat oleh Notaris tetapi belum 

disahkan sebagai badan hukum, kedudukan para pendiri Perseroan adalah sebagai 

pemegang saham.25 Dalam hal ini para pemegllr!g saham tidak bertanggung jawab 

secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat oleh Perseroant tidak dapat 

diberlakukan karena Perseroan be1um berbadan hukum.16 Pada prlnsipnya bahwa 

sebelurn PerSeroan mendapat status sebagai badan hukum~ maka semua tindak:an, baik 

pemegung saham, Direksi maupun anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab 

seeara prihadi. Hal ini terjadi jika tindakan atan perbuatan hukum rernebut dilakukan 

tanpa persetujuan dari seluruh pemegllr!g saham dalam Rapat Umum Pemegang 

Sabam (RUPS) yang wajib dihadiri oleh seluruh pemegllr!g saham setelah Perseroan 

berdiri. 21 

Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya 

Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.28 SeJ~jutnya 

dalam Pasal 3 ayat (2) butir a UU No. 40 Tahun 2007 menyatakun bahwa sebelum 

13 Indonesia(a)., op,cit. ps. 12 ayat (1), {2), {3}. 
:N Ibid., ps. 12 <l)'ffi (4}. 
ll lbitL, ps. 7 ayat {2). 
:u. ibid., ps. 3 ayat (1}. 
21 Jamtn Ointing., op,cit., hal.37. 
ill IndoDesia (a}, op.cit. ps. 7 ayut (4). 
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Perseroan memperoleh status badan hokum maka para pemegang saham, Direksi dan 

Dewan Komi saris masih bertanggung jawab secara pnbadj bila Perseroan rnengalami 

kerugian. Perubahan anggaran dasar bagi Perseroan yang belum men<Jup..t 

pengesahan sebagai badan hukum, hubungan-hubungan yang teijadi masih dikuasai 

oleh hokum peljanjian, sehingga kunsekuensinya adalah bahwa segala perubahan 

atas anggaran dasar harus memenuhi syarat sahnya pe:Jjanjian~ yaitu banya boleh 

dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua 

anggota Dewan Komisaris Perseroan seluruh pendirinya, dan mereka semua 

bertanggung jawah secara tanggung renteng atas petbuatan hukum tersebuL 29 

Tahap berikutnya yaitu pada saat Perseroan telah mendapat pengesahan dari 

Menteri, maka Perseroan telah memiliki status badan hokum para pemegang saham 

dapat meiakukan perbuatan hukum antara Jain : 30 

(a) Perbuatan hokum yang dilakukan calon pendiri atau parn pendiri untuk 

kepentingan Perseruan yang belum didirlkan at.au belum mendapat 

pengesahan dati Menteri1 mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi 

badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan 

menerima atau mengambil a1ih semua hak dan kewajiban yang timbul dari 

petbuatan hukum yang dilakukan oleh calon pendiri atau kuasanya. RUPS 

pertama sebagaimana yang dimaksud tadi harus diselenggarakan daiarn jangka 

waktu paling lambat 60 (enarnpuluh) buri setelah Perseroan rnernperoleh 

status badan hukum. Keputusan RUPS pentama sah apabila RUPS dihadiri 

oleh pemegang saham dengan hak suara dan keputusan disetujui dengan suara 

bulat. 

(b) Dalarn hal RUPS pertama kali setelah Perseroan menjadi baden hukum tidak 

diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enampuluh) hari 

setelah Perseroan memperuleh stalus badan hokum atau RUPS tidal< berl!asil 

mengambil keputusan yang dise!ujui secara bulat, maka sctiap calon pendiri 

yang melakukan perbuatan hukom tersebot bertanggungjawab secara pribadi 

29 Indonesia (a),, op.cit. ps. 14 ayat(I) 
"Ibid. ps. 13 ayat(l), (2). (3). (4). 
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atas segala akibat yang timbul. Perseroan Tematas yang telah berstatus badan 

hukum maka hubungan-hubungan hukum tidak lagi dikuasai olah hukum 

pe!janjian melainkan ditentukan oleh anggaran dasamya. Berdasarkan Pasal 

19 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh 

RUPS. Dalam hal ini RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan 

kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam 

UUPT dan/atau anggaran dasar. 31 

2.1.3. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat anggaran dasar yang 

merupaken kesepakatan yang dibuat oleh para pendirinya." Perseroan Tematas harus 

mempunyai makand dan tujuan serta kegiatan usaha yang dieanturnkan dalarn 

anggaran dasamya sesuai dengan ketenb.lan peraturan perundang-undangan. 

Anggaran dasar wajib memuat sekurang-kurangnya: ll 

a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

h. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

c. jangka waktu berdirinya Perseroan; 

d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; 

e. jumlah ~ klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham 

untuk tiap ldasifikas~ hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan 

niJai nomJnai setiap saham; 

f. nama jabatan dan jumlab anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

g. penetapan tern pat dan tala cara penyelenggaraan RUPS; 

h. mill cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggnfll Direksi 

dan Dewan Komisaris; 

1. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. 

31 Ibid., ps. 75 ayat {I). 
n Abdu1kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaatl Iml011.<t11ia (Bandung: PT. Citnli 

Aditya Balcti, 1991 ), him. 32 
n Indonesia {a), op.cil., ps. IS. 
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Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 mengntur bahwa anggaran dasar tidak 

boleh memuat:34 

a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan 

b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada peadiri atau pihak 

lain. 

Perseroan sebagai badan hukum memiiiki nama. dan kedudukan yang telah di 

atur dalam pemndang-undangan. T erkait dengan nama Perseroan terdapat ketentuan 

baru bahwa Perseroan Terbatas tidak boleh mernakai nama yang : 35 

a. Ielah dipakai secara sah oleh Per:seroan lain atau sama pada pokoknya 

dengan nama Perseroan lain; 

b. bertentangan dengan ketertiban umurn danlatau kesusilaan; 

c. sama atau mirip dengan nama lembaga negara. lembaga pemerintah~ atau 

(embaga intemasional~ kecuali mendapat ijin dari yang bersangkutan; 

d. tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau 

menunjukkan mak:sud dan tujuan, serta kegiatan usaha., atau menunjukkan 

maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri; 

e. terdiri atas angka atau :rangkaian angka.. huruf atau rangkaian huruf yang 

tidak membentuk kata; atau 

f. memptniyai arti sebagai Perseroan~ badan hukum, atau persekutuan perdata. 

Terdapat ketentuan baru yaug ditambahkan pada UU No. 40 Tahun 2007 

diantaranya point (c) sampai dengaa point (d)." Hal yang paling penting adalah 

Perseroan tidak boleh memakai nama yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, 

serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa 

nama diri. Pada prinsipnya pemakaian nama Perseroan Terbatas teiah juga diatur 

dalam PP No. 26 Tahun 1998. Dengan berlaknnya PP No. 26 Tahun 1998, 

"lbid., ps. 15 ayat (3). 
31 Ibid., ps. 16 ayat (1). 
}{.Ibid. 
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Departemen Hukum Hak Asasi Manusia harus fokus pada beberapa kegiatan usaha 

yang seharusnya. 

Nama Perseroan terbatas pada dasamya merupakan jati diri dari sua.tu badan 

hukum dan sangat panting artinya dalam lalu lintas perdagangan, ka:renanya 

pengaturan pemakaian nama Perseroan Terbatas dilakukan untuk memberikan 

perlindungan hukum kupada pemakai nama Perseroan yang beritikad baik37 

2.1.4. Perubehan Aoggamo Dasar Perseroan Terbatas 

Aoggamo dasar adalah begian dari akta pendirian dan merupakan salah satu 

unsur dari akta pendirian. Apabila mengubeh anggamo dasar, maka secma otomatis 

rnengubeh akta pendirian Perseroan Terbatas demikian pula sebalikuya. 

Perubahan anggamo dasar dapat teljadi kureoa adanya pe!kemhangan seeara 

intern dari Perseroan Terbatas yang bersangkutan atau kureoa teljadi pelkembangan 

dalam dunia usaha atau tekuologi." Perubehan atas anggamo dasar Perseroan 

Terbatas kemungkinan dapat teljadi ketika Perseroan Terbatas belum disahkan 

menjadi badan hukum maupun ketika Perseroan Terbata.s telah disahkan menjadi 

badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. 

2.1A I. Sebelum Perseroan Memperuleh Status Badon Hukum 

Suatu Perseroan Terbatas yang belum memperoleh pengesahan Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat teljadi perubehan-perubahan, misalnya ada 

pendiri yang ingin mengundurkan diri. Atas hal tersebut maka barus diadukan 

perubehan anggaran dasar. 

Prosadur perubahan anggamo dasar Perseroan Terbetas yang berlangstmg 

sebelum disahkan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukurn dan Hak Asasi 

Manusia dapat dilakukan oleh para pendiri Perseroan yang bersangkutan dengan cara 

menghadap ke Notaris untuk: dibuatkan akta perubahan pendirian Perseroan Terbatas 

31 Rachmadi Usman, S.H., Dimensi Huk:um PeTU$ohaan Per.seroa11 Terbatas, Cet 1, 
(Bandung: Alumni, 2004), hal 70. 

l! Prof. Dr. H. ManS. Sastrawidjaja, S.U, S.U. dan Rai Mantili, S.H., op.cit., h.aL 64. 
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alau anggarnn dasar serta menjelaskan alasan atau Jatar belakangnya. Berdasarkan hal 

tersebut akta perubahan yang dilalrukan sebelum Per.;eroan memperoleh status badan 

hukum rnerupakan kelanjutan dari akta pendiriaanya. 

Seperti telah dikemukakan di alas bahwa anggarnn dasar Perseroan Terbatas 

merupekan basil kesepakatan pam peudir~ sehinggn meugikat sebagai uudang­

undang bagi para pihak (Pasal 1338 ayat l KUH Perdata). Oleh karena ito apahila 

akan dilalrukan perubahan terhadap basil kesepakatan tersebu~ maka harus dengan 

persetujuan yang bersangkutan dan tidak dapat seeara sepihak. Jadi selama belum 

memperoleh pengesahan maka masih berlalru hukum perjanjian sebagaimana 

dimaksud Pasall313 KUHPerdata. 

Sebelum pengesahan diperoleh, Perseroan hanya merupakan suatu 

persekutuan perdata diantara para pendiri dengan para pengurus. Setiap perbuatan 

bukum dengan mengatasnamakan untuk kepentingan Perseroan~ sebelum t>erseroan 

terbatas mernperoleh status badan hukum dapat terjadi. 39 Dalam hal ini perbuatan 

hukum tersebut dapat dilakukan secara bersama-sama oleh semua anggota Direksi, 

semua anggota Dewan Komisaris dan semua pendiri. 

Segala hak dan kewajihan dari perbuatan hokum tersebut dapat diambil alih 

oleh Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum, yang persetujuannya 

dinyatakan secant tegas pada saat RUPS pertama yang dihadiri oleh seluruh 

peroegang sabam, Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila perbuatm hukum tersebut 

tidak disetujui dalam RUPS yang diselenggarakan paling lllmbat 60 (enampuloh) hari 

setelab Perseroan memperoleh badan hukum, maka perbuatan hukum yang telah 

dilakukan tersebut akan menjadi tanggung jawab pribadi atau tanggung renteng. 

Dengan demikian apabila Perseroan te)ah memperoleh pengesahan dari 

Menteri, maka Perseroan Terbatas tersebut telah memiliki hak-hak, kewajiban­

kewajiban dan harta kekaya.an tersendiri serta berwenang dalam hukum . 

'~ Indonesia(a), op.cit., ps. I3 dan ps. 14. 
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2. 1.4.2. Setelah Perseroan Memperoleh Status Badan Hukum 

Perubahan anggaran dasar dalam Perseroan ini harus ditetapkan oleh RUPS 

dengan mencantumkan dengan jelas dalam acara/agenda surat pemanggilan RUPS 

kepada para pemegang saham.40 Perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah 

dinyatakan pailit tidak dapat dilakukan, kecuali dengan persetujuan kurator. 41 

Beberapa prosedur yang harus ditempuh dalam perubahan anggaran dasar 

Perseroan terbatas yang telah disahkan menjadi badan hukum, yaitu dimulai dari 

panggilan dan pelaksanaan RUPS, kemudian pembuatan berita acara atau akta 

Pemyataan Keputusan Rapat dan terakhir mengajukan permohonan persetujuan atau 

pemberitahuan kepada Menteri. 

Perubahan terhadap anggaran dasar dibedakan anlara perubahan yang sifatnya 

mendasar dan perubahan-perubahan Iainnya, yang masing-masing ditentukan sebagai 

berikut: 

I. Perubahan Anggaran Dasar Tertentu 

Perubahan anggaran dasar tertentu harus dinyatakan dalam akta Notaris dalam 

bahasa Indonesia dan mendapat persetujuan Menteri yang kemudian dimuat 

dalarn daftar Perseroan serta diwnumkan dalarn tambahan berita negara. 

Perubahan anggaran dasar tertentu meliputi : 42 

1. nama Perseroan dan/atau kedudukan Perseroan; 

2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

3. jangka waktu berdirinya Perseroan; 

4. besarnya modal dasar; 

5. pengurangan modal ditempatkan dan disetor; 

6. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya. 

Tata cara pelaksanaannya sekarang telah diatur dalam Permenkumham 

No. M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009. Dalam pelaksanaannya untuk memperoleh 

~0 Ibid., ps. 19. 
~ 1 Jamin Ginting., op.cit, hal. 42. 
~z Indonesia (a}., op.cit. ps. 21 ayat (2). 
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persetujuan akta perubahan anggaran dasar Perseroan. selanjutnya Notaris 

mengajukan permohonan kepada Menteri atau pejabat: yang ditunjuk melalui 

SABH dengan earn mengisi DIAN Model II dan dilengkapi keterangan mengenai 

dokumen pendukung.43 

Dokumen pendukung untuk persetujuan akta perubahan anggaran dasar 

tersebut me1iputi : 44 

a) saJinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; 

b) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir oleh Notaris; 

e) bukti pembayru:an pennohonan persetujuan perubehan anggaran dasar; 

d) bukti pembayaran pengumuman dalam Tambehan Berita Negarn Republik 

Indonesia; 

e) bukti setor modal Perseroan dari bank a.tas nama Perseroan atau neraca 

Perseroan jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal 

Perseroan; 

f) pengumuman dalam sural kabar jika perubehan anggarnn dasar mengenai 

pengurangan modal; 

g) sura! ketcrnngan alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau 

surat pernyataan tentang alamat lengkap Perseroan dari Direksi Perseroan 

jika alamat lengkap Petlleroan berubah; dan 

h) dokumen pendukung lain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan 

peruodang-uodangan. 

Perubehan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang 

dibuat Notaris harus dinyatakun dalam akta Notaris paling lambat 30 (tigapulub) 

hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS." Apehila melewati jangka waktu 

.o Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraruran Menteri Hukum dan Hak A$tl;fi 
Manusia RcpubHk indonesk1 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohomm Pengesaflat1 Badan Jlukum 
Perseraan, Persetvjuan Perubahan Anggoran Dasar. Penyampaian Pemberitalruan Perubahtm 
Anggaran Das(.JJ', dan Perubahatl Data Perseroan, Pem~enkumham (a) Nomor: M.HH..02.AH.OLOI, 
tahun 2009, ps. 9. 

44 Ibid .• ps. 12. 
"
1 Indonesia (a)., op.eit., ps. 21 ayat (5). 
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30 (tigapuluh) hari, rnaka perubahan anggaran dasar tidak dapat dinyatakan dalarn 

akta Notaris."' 

Selanjumya perubahan anggaran dasar tersehut harus mengajukan 

permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, paling 

lambat 30 (tigapuluh) hari terilitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat 

perubahan anggaran dasar.'7 Perubahan anggaran dasar akan mulai berlaku ~ak 

tanggal diterili!lomnya Keputusan Menteri menganai persetujuan perubahan 

anggaran dasar. 48 

2. Perubahan Anggaran Dasar Selain Tertentu 

Perubahan anggaran dasar selain tertentu ini tidak diwajibkan untuk 

mendapat persetujuan Menteri, tetapi cukup diberitahukan kepada Menteri,49 

Mulai berlakunya perubahan anggaran dasar selain tertentu adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan angga.ran dasar oleh 

Menteri. 50 Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diajukan kepada Menteri 

paling larnbat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang 

rnemuat perobahan anggaran dasar.51 

Perubahan anggaran dasar (diluar akta perubehan anggarnn dasar selain 

yang telah disebutkan di atas) dan data Perseroan meliputi : 52 

a) perubahan nama pemegang saharn dan jumlah saharn yang dimilikinya; 

b) perubahan nama anggota Direksi dan Dev.ml Komisaris; 

c) perubahan alamat lengkap Perseroan; 

d) pembubatan Perseroan; 

e) berakbirnya status badan hukum karena hukum akibat penggabungan, 

e) pelebatan, peruisahan mumi, dan 

I) telah berakhimya proses likuidasi. 

"
6 lbid .• ps.21 ayat(6). 

u Ibid., ps. 21 ayat (7}. 
•s Ibid,. ps. 23 ay.U (I). 
47 Ibid .• ps. 21 ayat (3). 
so Ibid .• ps. 23 ayat {2). 
~~ ibid, ps. 21 ayaC (3). 
52 Permenkumham (a)., ap.clr., ps. 14. 
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Pemberitahuan akta perubahan anggarnn dasar di luar lretentuan Pasal 8 

ayat (2) Pennenkumham No: M.HH-02.AH.OI.OI Tahun 2009 dan perubahan 

data Perseroan, disampaikan oleh Notaris kepada Menturi alliu pejabat yang 

ditunjuk paling lambat 14 (empatbelas) hari temitung sejak tanggal ijin tursebut 

diterbitkan. S.l 

Pemberitahuan ini diajukan oleh Notaris meialui SABH dengan cara 

pengisian DIAN model ill dan dilengkapi keterangan mengenai dokumen 

peodukung." Untuk dokumen pendukung bagi perubahan anggaran dasar 

rneliputi:55 

a) satinan akta perubahan anggaran dasar Perseroan; 

b) salinan akta penggabungan bagi perubahan anggaran dasar yang 

tidak memerlukan persetujuan; atau 

c) bakti pembayaran pengumuman dalam Tambehan Berita Negara 

Republik Indonesia; 

d) bukti setor modal dari bank atas nama Perseroan atau oeraca persero­

an jika perubahan anggaran dasar mengenai peningkatan modal 

ditempatkan dan disetor dalam raogka modal dasar; dan 

e) dokumen pendukung Jain dari instansi terkait sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Sementara itu dokumeo penduknng pemberitahuan perubahan data 

Perseroan me1iputi:Sf! 

51 Ibid. 

a) perubahan nama pemegang saham. dokumen pendukungnya rneJiputi 

salinan akta perubahan nama pernegang saham dan jumlah saharn 

yang dimilikinya dilengkapi dengan akta pemindahan bak alas 

saham; 

50 Ibid., ps. 15. 
5$ IbM .• ps. 17. 
56 Ibid., ps. 18. 
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b) perubahan susunan nama anggota Direksi dan/ atau Dewan 

Komisaris, dokumen pendukungnya meliputi salinanan akta 

perubahan nama anggota Direksi danfatau Dewan Komisaris 

dilengkapi dengan berita acara RUPS atau notula RUPS atau 

lreputusan pemegang sabam di luar RUPS; 

c) perubahan aJamat lengkap Perseroan, dokumen pendukungnya 

meliputi surat keterangan alamat lengkap dari pengelola gedWlg atau 

surnt pemyataan tentang alarnat lengkap Perseroan dari Direksi 

Perseroan. 

d) pembubaran Perseroan berupa: 

1. Berita Acara RUPS atau notula RUPS dan pengumuman 

pembubaran dalam surat kabar, jika Perseroan bubar berdasarkan 

RUPS; 

2. Berita Acara RUPS atau notula RUPS, jika Perseroan ~rakhir 

karena jangka waktu berdirinya Perseroan yang ditetapkan dalam 

anggaran dasar telah berakhir; 

3. penetapan pengadilan, jika Perseroan bubar berdasarkan penetap­

an pengadilan; 

4. surat keterangan dari likuidator yang menyatakan harta pailit 

Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan, jika 

Perseroan bubar dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan 

putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan 

hukum yang tetap; 

5. surat keterangan dari kurator yang rnenyatakan ba.hwa Perseroan 

yang telah dinyatakan paiiit berada dalam keadaan insolvensi~ 

jika Perseroan bubar karena harta pailit Perseroan yang telah 

dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi; atau 

6. surat keterangan dari instansi yang mencabut izin usaha pesero­

an, jika Perseroan bubar karena dicabutnya izin usaha Perseroan. 
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e) berakhimya status badan hokum Perseroan kurena hukum bernpa: 

L salinan akta penggabungan, jika terjadi penggabungan; 

2. saiinan akta peleburan, jika terjadi peieburan; atau 

3. salirnm akta pemisahan,jik.a terjadi pemisahan. 

f) Ielah berakbimya proses likuidasi Perseroan berupa: 

1. pemberitahuan dari likuiditor ata.u kurator mengenai pertanggung 

jawaban basil akhir proses likuidasi dan pengumuman dalam 

surnt lrabar mengenai pelunasan dan pembebasan kepada 

Hkuidator atau kurator; 

2. pengumuman dalam surat lrabar mengenai basil penggabungan, 

peleburan atau pemisahan. 

Jadi pada prinsipnya perubaban anggaran dasar baik yang harus mendapat 

persetujuan Menteri atau yang hanya diberitahukan kepada Menteri ini terdapat 

ketentuan antara lain : 51 

1. perubaban anggaran dasar yang tidak di muat daiam akta berita ""'"" 

rapat yang dibuat Notaris harus dinyataklm dalarn akta Notaris paling 

!arnbat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS; 

2. perubahan anggaran dasar tidak dapat dinyatakan dabun akta Notaris 

setelab lewat waktu 30 (tigapuluh) hari; 

3. pennohonan persetujuan perubahan anggaran dasar tertentu maupun 

pennohonan dalam rangku pemharitahuan perubaban anggaran dasar 

selain tertentu diajukun atau disampaikan kepada Mentari poling larnbat 

30 (tigapulub) hari terhitung sejak tanggal akta Nntaris yang memuat 

perubaban anggaran dasar; 

4. apabila jangka waktu permohonan persetujuan atau pemberitahuan 

perubaban anggaran dasar selllln tertentu lewat, akibatnya pennohanan 

persetujuan atau pemberitahuan ternebut tidak depat diajukan a1.au 

51 Prof. Dr. H. ManS. Sastrawidjaja, S.H., S.U. dan R.ai Manti!i, S.R, cp.cit., haL 70. 

Univemitas Indonesia 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



28 

disarnpaikan kepada Menter!. Ketentuan terakhir ini merupaka.n sanksi 

administratif alas kelalaian yang bersangkutan; 

5. permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai 

perpanjangan jangka waktu berdirinya Per>eroan sebagimana ditetapkan 

dalam anggaran dasar harus diajukan kepada Menteri paling lambat 60 

(enampuluh) hari sebelumjangka waktu berakhimya Perseroan berakhir. 

6. Menteri memberikan persetujuan alas permobunan jangka waktu 

berdirinya Perseroan. paling lambat pada tanggal terakhir berdirinya 

Perseroan. 

2.1.5. Pendaftaran dan Pengumuman 

Ketentuan perundangan-undangan Perseroan Terbatas yang mengatur 

rnengenai pendaftaran dan pengumuman mengalami perubahan pengaturan. Dalam 

UU No. 1 Tahun 1995 dinyatakan babwa Direksi berkewajiban untuk mendaftarkan 

dalam daftar perusahaan sesuai Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib 

Daftar Perusahaan yang meliputi :58 

1. akta pendirian beserta pengesahan Menteri. 

2. akta perubahan anggaran dasar beserta surat persetujuan Menteri dalam 

hal perubahan tertentu. 

3. akta perubahan anggar.m dasar beserta laporan kepada Menteri dalam hal 

bukan perubahan tertentu. 

Pendaftaran perusahaan harus dilakukan dalam waktu paling lambat 30 hari 

seteJah pengesahan atau persetujuan diberikan atau sete1ah tanggal penerimaan 

laporan.59 Tempat pendaftaran dilakukan di kantor yang ditetapkan oleh Menteri 

Perdagangan. Sementara itu dalam hal pengumuman diatur juga bahwa Direksi wajib 

mengajukan permohonan pengumuman dalam waktu paling lam bat 30 (tigapulnh) 

hari sejak peadaftaran perusahaan. 

u Ibid., haL 55. 
w Ibid. 
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Sedangkan dalam ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 mengenai hal 

pendaftaran dan pengumuman Perseroan Terbatas diselenggarakan oJeh Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan tidak dikaitkan dengan 

undang-undang tentling Wajib Daftar Perusahaan. Pengumuman dilakukan dalam 

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang berfungsi untuk memenuhi asas 

publisitas, sebingga pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui suatu 

Perseroan Terbatas dapat membeeanya dalam Tambahan Berita Negarn yang 

be"-angkatan atau dalam Daftar Perseroan. 60 

Menreri yang memberikan pengesahan bedan hukum dan persetujuan 

perubahan anggaran dasar serta menecima pemberitabuan perubahan anggaran dasar 

ak3n menyelenggarnkan daftar Perseroan dan memasukkan data Perseroan secant 

langsung. 

Demikian pula halnya dengan pengumuman dalam Tambahan Berita Negara 

RI ak3n dilakakrul oleh Menteri dalam jangka waktu paling lambat !4 (empat belas) 

hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menreri mengenai pengesahan 

status badan hukem Perseroan atau persetujuan perubahan anggaran dasar atau 

dengan diterimanya pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perscroan oleh 

Menteri. 

Pengumuman dan Pendaftarnn Perseroan yang berdasarkan UU No. 40 Tahun 

2007 dilakukan oleh Menteri tidak lagi memiliki keterkaitan langsung dengan 

tanggung jawab anggota Direksi, tetapi lebih pada pengumuman kepada para pihak 

lain dan data yang akan dipergunakan oleh Menteci terkait sehubuogan dengan 

pendataan Perseroan di Indonesia, yang ketentuan pendaftaran dan pengumumannya 

akan diatur da1am suabJ perundang-undangan.61 

60 Ibid., hat 56 
61 Jbid., hat 53. 
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2.1.5. L Daftar Perseroan 

Daftar Perseroan diselenggaral:an oleh Menteri. & Dijelaskan pula bahwa data 

Perseroan sehagaimana dimaksud dalarn daftar Perseroan adalah pada ttmggal yang 

bersamaan dengan tanggaJ : 63 

a. keputusan Menreri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, 

persetujuan alas perubahan anggran dasar yang memerlukan persetujuan; 

b. penerimaan pembnritahuan perubahan anggoran dasar yang tidak 

memerlukan persetujuan; atau 

c. penerimaan pemberitahuan perubahan data Perseroan yang bukan 

merupakan perubahan anggaran dasar. 

Tujuan dan sifat daftar Perseroan, yaitu :64 

a) daftar Perseroan hertujuan mencatat dan mengelola data tentang Perseroan 

sesuai dengan peraturan Menteri ini serta merupakan sumber inforrnasi 

resmi mengenai data suatu Perseroan Wltuk pemohon; 

b) daftar Perseroan sebagaimana dimaksud ayat (I) bersifat terbuka untuk 

umum. 

Sedangkau lata cara penca!attul dan penyimpanan daftar Perseroan, yaitu : 65 

I) Menreri menyelenggaral:an daftar Perser<Jan. 

2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh 

pejabat yang ditunjuk. 

3) Pejabat yang ditunjuk wajib membuat Daftar Perseroan yang memuat data 

tentang Perseroan yang meliputi : 

a) nama dan tempat kedudukan Perseroan; 

b) maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; 

61 Indonesia (a), op..cit,, ps, 29. 
<U Ibid. 
~ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia., PerafttrQn Menteri Hulrum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia Tenlang Dqftar Perseroan. Permenkumbam (b) Nomor: M.HH..()3.AH. 
01.01, tahun 2009, ps. 2. 

we Ibid., ps. 3-
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c) jangka waktu pendirian Perseroan; 

d) susunan permodalan Perseroan yang meiiputi: 

I) modal dasar; 

2) modal ditempatkan dan disetor; 

3) jumlah saham dan nilai nominal saham; dan 

4) bentuk setoran saham dan besaran nilainya; 

e) alamat Iengkap Perseroan meliputi: 

31 

1) namajalan,. nomor kantor~ dan nomor Ruknn Tetangga/Rukun 

Warga; 

2) kelurahan, kecamatan, kabupatenlkota,. dan provinsi; dan 

3) kode pos, nomor telepon. dan faksimil. 

f) nomor dan tanggal akta pendirian dan Keputusan Menteri mengenai 

pengesahan badan hukum Perseroan; 

g) nomor dan tanggal akta pcrubeben anggaran dasar dan persetujuan 

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar; 

h) nomor dan tanggal akta pcrubahan anggaran dasar dan tanggal 

penerimaan pemberitahuan oleb Mentert 

i) nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta pendirian 

dan akta perubahan anggaran dasar; 

j) nama lengkap dan alamat pcruegang saham, anggota Direksi, dan 

anggota Dewan Komisatis Perseroan; 

k) nomor dan tanggal akta pembuharan atau nomor dan tanggal 

penetapan pengadilan tentang pembuharan Perseroan yang telah 

diberitahukan kepada Menteri; 

I) berakhimya status badan hukwn Perseroan; 

m) ner&:a dan laporan laha rugi dari tahun buku yang bersangkutan bagi 

Perseroan yang wajib diaudit. 

4) Didam hal terjadi perubahan data Perseroan, maka perubahan tersebut 

harus dimasukkan dalam Daftar Perseroan. 
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Pengolahan data tentang Perseroan dalam Daftar Perseroan dilakukan 

berdasarkan SABH. Setiap Daftar Perseroan diberi nomor urut Daftar Perseroan dan 

setiap awal tahun dimulai dengan nomor urut angka I (satu), dan format Daftar 

Perseroan disusun oleh pejabat yang ditunjuk.66 Sedangkan untuk memperoleh data 

Perseroan, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada pejabat yang 

ditunjuk dengan dilampiri bukti pembayaran biaya Setelah itu pejabat yang ditunjuk 

memberikan jawaban tentang data Perseroan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari 

terhitung sejak permohonan diterima. 67 

2.1.5.2. Pengumuman Perseroan 

Menteri mengumumkan da1am Tambahan Berita Negara Republik 

lndonesia:68 

a) akta pendirian Perseroan beserta keputusan Menteri tentang pengesahan 

badan hukum Perseroan; 

b) akta perubahan anggaran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri beserta 

keputusan Menteri tentang pengesahan badan hukum Perseroan; 

c) akta perubahan anggaran dasar yang telah diterima pemberitahuan-nya oleh 

Menteri. 

Kewenangan Menteri dalam melakukan pengumuman Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum 

Umum. 69 Pengumuman Perseroan dalam Tam bah an Berita Negara Republik 

Indonesia, meliputi : 70 

66 Ibid, ps. 5. 
67 Ibid., ps. 7 dan ps. 8. 
68 Indonesia (a), op.cit., ps. 30 ayat (l). 
69 Oepartemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraluran Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia TenlangPerubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor M02.HT.OI.JO, tahun 2007 Tenl.ang Tata Cara Pengumuman Perseroan Terbatas 
Dalam Tambalum Berita Negara Repubfik Indonesia, Pennenkumham (c) Nomor M.ffi-1-0l.AH.OI.OI, 
tahun 2009, ps. 2 ayat (2). 

70 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asosi 
Manusia Republik Indonesia Ten!ang Tala Cara Pengumuman Perseroan Terbatas Da/am Tambahan 
Berita Negara Repub/ikindonesia, Pennenkumham (d) Nomor M.02.HT.Ol.10 tahun 2007, ps. 3. 
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a) akta pendirlan Perseroan beserta Keputusan Menteri tentang pengesahan 

Perseroan Terbatas; 

b) akta perubaban angga:ran dasar Perseroan beserta keputusan Menteri 

tentang persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas; 

dan/atau 

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Urnum dalam waktu paling larnbat 14 

(ernpatbelas) bari temitung sejak penandatanganan Keputusan Menter! mengenai 

pendirian Perseroan atau perubahan anggaran dasar Perseroan dan/atau surat 

penerimaan pemberitahuan ak.ta perubahan anggamn dasar Perseroan.71 

Pengumuman tersebut dilaksanakan dengan membubuhkan nomor Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia dilakukan berdasarkan nomor urut sebagai Ianjutan dari 

nomor Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebelumnya. Nomor urut tadi 

dilakukan sesuai dengan urutan penerimaau dokumen, kemudian dieatat dalam buku 

agenda Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.. 12 

Sefanjutnya Direktur Administrasi Hukum Umum mencetak Tambahan Berita 

Negara Republik Indonesia dalam rangkap 3 (tiga) dan tambahan Berita Negara 

Repubfik Indonesia disampaikan kepada : 73 

a) Notaris yang bersangkutan; 

b) Direksi Perseroan yang bersangkutan; 

Tambaben Berita Negara Republik Indonesia tersebut disampaikan kepada 

parusahaan parcetakan guna dicetak ulang sebegai dokumen resrni dan atas 

permintaan Perseroan yang bersangkutan, pencetakan ulang dokumen resmi hanya 

dapat dilakukan oleb perusahaan percetakan. 74 Agar terlaksananya ketentuan di atas, 

maka Direktur Jenderal Administrasi Hokum Umum dapat melakukan kerja sama 

71 Pennenkumham (c)., r;p,cit. ps. 5. 
'11 Pennenkumham (d)., op.cil. ps. 6. 
73 Permenkumham (c)., op.cit, ps. 7 ayat (l) dan (2), 
74 Ibid •• ps. 7 ayat (3) dan (4). 
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dengan perusahaan percelakan sesuai ketentuan tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.75 

Dalam ffi) No. 40 Tahun 2007 menentukan mengenai biaya untuk 

pengumuman diatur dalam peraturan pemerintah. Pennenkumbam No. M-02-HT.OI-

10 Tahun 2007 juga menentukan mengenai biaya pengurnuman. yaitu diatur 

berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas 

penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hulwm dun Hak 

Asasi Manusia, sementara peraturan pemerintah tenrebut belum lahir. 76 Dengan 

demikian pengmnuman Perseroan Terbetas masih menggunakan pola lama yaitu 

di!akukan oleh Pereetakan Negara Republik lndonesi .. TI Pengumuman dun Biaya 

pencetakan naskah Tambahan Berila Negara Republik Indonesia kemudian 

dibebankan kepada Perseroan yang bersanglrulan. 78 

2.1.6. Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) 

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud 

dengan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya disebut RUPS adalah 

organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi 

atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau 

anggaran dasar sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 ayat (1).79 

Dalam forum RUPS in~ para pemegang saham bemak untuk mernperoleh 

keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, 

yaitu sepanjang berhubungan dengan mata acara repat dan tidak bertentangan dengan 

kepentingan Perseroan. Di dalam menjalankan operasional sehari~har.i suatu 

Perseroan terbatas1 Direksi mela.kukan kewenangannya di bawah pengawasan Dewan 

Komisaris. 

n Ibid,, ps. 8. 
7~ Permenkumham (d),, ps. 9. 
11 Ibid., ps. 10. 
78 Ibid., ps. 9. 
79 Munir Fuady, S..R, MH, LLM, l'erseroan Terbatas Paradigm a Baru, (B<mdung: PT. Citra 

Aditya Bilii, 2003), hal. 135. 
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Kerentuan Pasal 78 ayat (I) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas mengatur bahwa RUPS terdiri dari 2 ( dua) macam rnpat, yaitu : 

I. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan 

RUPS Tahunan yaitu Rapat Umum Pemegang Saham yang wajib dilakukan oleh 

Perseroan dalarn setiap akhir tahun buku, atau paling lambat dilalrukan dalam 

waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Pembahasanoya adalah 

mengenai Lopornn Tahunan yang merupalean Loporan dati keseluruban 

rangkaian kegiatan Perseroan seJama periode satu tahun atau satu tahun buku 

serta Lopornn Keuangan. Lapornn tersebut sebelumnya telah ditelaah oleh Dewan 

Komisaris untuk selanjutnya memperoleh persetujuan RUPS dan pengesahan 

Laporan Keuangan yang sekurang-kurangnya harus memuat : 80 

a. Laporan keuangan, yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir t.ahun 

bnku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tllhun buku sebelumnya, 

laporan !abe rugi dan tahun buku yang bersangkutan, laporan perubahan 

ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut yang telah diaudit oleh 

akuntan publik berdasarkan standar akutarsi keuangan; 

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan; 

c. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan; 

d. Rincian masalah yang timbul selama laltun bnku yang mempengaruhi 

kegiatan usaha Perseroan; 

e. Laporan rnengenai tugas pengawasan yang telalt dilaksanakan oleh Dewan 

Komisaris selama tahun buku yang lampau; 

f. Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 

g. Gaji, tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris PerSeroan untuk 

talmn yang lampau. 

2. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 

Rapat Umum Pemegang Saharn Luar Biasa merupakan RUPS yang diadalean 

sewaktu-waktu diperlukan oleh Perseroan yang memerlukan keputusan RUPS 

110 Indonesia {a) .. ps. 66 aya! (2). 
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Luar Biasa all!u dianggap perlu oleh Perseroan, misalnya akan diadakan 

perubahan susunan pengurus!Direksi/Dewan Komisaris dan atau perubahan 

anggaran dasar. 

2.!.7. Kedudukan Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham 

Di dalam mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan terbatas, rnaka 

akta Notaris diperlukan sebagai syarat mutlak. Demilcian pula untuk perubahan 

anggaran dasamya. Perseroan rerbatas yang telah menjadi badan hukum, perubahan 

anggaran dasamya ditetapkan oleh RUPS. 

Sehagaimana relah diU111ikan di alas bahwa Anggaran dasar merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari akta peadirian. Dalam Perseroan Terbatas selain berlaku 

UU No. 40 Tahun 2007, juga berlaku Anggaran Dasar dan peratunm perundang­

undangan lainnya yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

keberadaan dan jalannya Perseroan. Dalam melakukan perubahan atas anggaran d.asar 

Perseroan, hams memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan undang-undang. 

Berdasarkan ketentuan Pasall9 dan Pasal2l ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 

bahwa perubahan anggaran dasar harus diretapkan oleh RUPS dan harus dimuat all!u 

dinyatakan dalam akta Notaris. RUPS mengenai peruhahan anggaran dasar dapat 

dilakukan dengan dua cora, yaitu : 

I. RUPS tanpa kehadisan Notaris 

RUPS menganai perubahan anggaran dasar yang dilakaanakan tanpa 

kahadiran Notaris adalah RUPS dihawah tangan. Hal ini dikatakan demilcian karena 

berita acara RUPS perubahan anggaran dasar Perseroan ini dibuat dihawah Iangan, 

yaitu dimuat dalam berita acarn rapat yang dibuat oleh pihak yang ditunjuk atau 

diberi kuasa untuk membuat berita acara rapat Perseroan tersebut., misa.lnya Direksi 

a tau Legal Staff dari Perseroan tersebut 

Selain itu ketentuan perundang-undangan mengatur bahwa RUPS dapat 

dilakukan diluar RUPS, dalam hal ini pengambilan keputusan dilakukan tanpa 

diadakan RUPS secarn fisil<. retapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan 

secara rertulis usul ymg akan diputuakan kepada semua pemegang sahann dan usul 
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tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham. Pengambilan keputusan di 

luar RUPS dalam praktek dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (cin::ular 

resolution), selanjutnya disebut sirkuler. 111 

Berita acara rapat yang dibua.t dibawah tangan atau sirkuler tersebut harus 

dinyatakan dalam akta Notaris dalam waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari 

terhitung sejak tanggal keputusan RUPS, dalarn bentuk Akta Pemyataan Keputusan 

Rapat (PKR), yang rnerupakan akta pam pibak atau partij akta. 

2. RUPS dengan kehadiran Notaris 

RUPS yang dilaksanakan dihadapan Notaris dimuat dalarn akta beri!a acara 

rnpat yang merupakan relaas akta atau akta pejabat, yaitu akta yang dibuat oleh 

Notaris selsku pejabat umum. Sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 90 ayat 

(I) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa seliap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat berita 

acara RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang 

pemegang saham yang ditunjuk dati dan oleh peserta RUPS. 

Setiap perubahan anggamn dasar hams mendapat persetujuan atau 

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM secara online melalui Sistem 

Administrasi Badan Hukum (SABH) yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau 

pemberitahuan perubahan anggaran dasar dalam jangka waktu paling lambat 30 

(tigapuluh) bari terllitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan 

anggaran dasar tersebul Apabila setelah lewat batas waktu yang telah ditentakan, 

maka pennohonan atau pemberitahuan mengenai perubahan anggarnn dasar tersebut 

tidak dapat diajukan a!au disampaikan kepada Menteri Hukam dan HAM. " 

Perubahan anggaran dasar tertentu atau perubahan anggaran dasar yang hams 

mendapat persetujuan Menteri, mulai berlsku ~ak tanggal diterhitkannya Keputusan 

Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. sedangkan perubahan 

anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak 

11 lndonesia(a)., cp.cit. penjelasan ps. 9L 
n Indonesia (a), op.cit., ps.21 ayat (J) dan ayat (9). 
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tanggal diterbitkannya sural: penerimaan pemberitahuan perubahao anggaran dasar 

oleh Menteri. 33 

2.2. Notaris Dan Kewenangannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 

Taboo 2004 Tentang Jabatan Notaris 

2.2.1. Notaris sebagai Pejabat Umum 

Berdasarkan Pasal I ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 TahWl 2004 tentang 

Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa : 

Notaris adalab pejabat umum yang berwenang unruk membuat akm otentik 
dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.ini. 

Pada ketentulln di alas kala berwenang (bevoegd) badJUbungan dengan 

ketenruan Pasal 1868 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan: 

"Suatu akm otentik ialah suatu akm yang di dalam bentuk yang ditentukan 
oleh undang-undang. dibuat oleh atau dihadapan ;egawai umum yang 
berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya." 

Dalam pelaksanaan dari pasal terSebu~ maka pembuat undang-undang harus 

mernbuat pernturan perundang~undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itu para Notaris ditunjuk 

sebugai pejabat yang sebagaimana tercantum da!am Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris 

(PJN) yang kemudian dikonstantir dalam Pasal I ayat (I) Undang-Undaag Jabalan 

Notaris (UUJN). "Dengan demikian PJN dan UUJN merupakan pemturan petaksana 

dari Pasal 1868 KUH Perdata. 

Notaris diangkot sebal!"i pejabat umum oleb penguasa/negara untuk 

melaksanakan rugas pub!ik dalam penl!"rtian memberikan pelayanan kepada 

masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dengan demildan pejabat umum 

dapat diartikan kedudukannya sama dengan pejabat negara akan tetapi bukan berarti 

bahwa Notaris ada.lah seorang pegawai negeri. 

31 Ibid .. ps. 23 ayat (l) dan ayat (2). 
ll4 Kitab Undanft'Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), dit~cmahkan oleb R. 

Subekti dan R. Tjitmsudibjo, (Jakarta:; Ojambatan., 200l),ps. 1868. 
45 G.H.S. Lumban Tobing., PeraturtJtJ Jabman Notaris, {Jakarta; Erlangg.a. 1996), hat. 33. 
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Jabatan Notaris bukan suatu jabalan yang digaJi, Notaris tidak menerima gaji 

dari pemeriutab sebagimana halnya pegawai negeri. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, 

Notaris adalah pegawai pemerintah tanpa gaji pemerintah, Notaris dipensiunkan oleh 

pemerintah tanpa mendapat uang pensiun darl pemerintah. 86 

22.2. Togas, Wewenang dan Tanggung Jawab Notaris 

Pada dasarnya inti tugas Notaris adatab mengatur secara tertulis dan otentik 

hubungan hukum antara para pihak yang seeara mufakat meminta jasa Notaris. Dalam 

Pasal 1 ayat (I) UUJN tidak menyatakan secara lengkap mengenai ural an tugas 

Notaris. Dengan demikian tugas Notaris selain membuat akta-akta otentik. Notaris 

juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerken dan 

lega!iseren) surat-sUiat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga 

mernberikan nasehat hukum daH penjelasan mengenai undang-undang serta akibat 

hokum kepada pihak-pihak yang akan membuat atau meminta bantuan pembuatan 

suatu akta Notaris. Dalam kenyataannya tugas Notaris berkembang ben;amaan 

dengan berk.embangnya wak:tu~ sehingga sulit untuk memberikan definisi yang je1as 

mengenai tugas dan pekeljaan Notaris.87 

Sedangkan mengenai kewenangan Notaris telah secara tegas diatur dalam 

Pasal 15 (I) UUJN yaitu membuat akta otentik, mengenai semua perbuatan, 

perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan 

danlatau yang dikebendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta 

otentik. meJUamin kepastian tanggal pembua~ menyimp.an akta, mernberikan 

grosse, salinan dan kutipan akta, scrnua itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak 

ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan 

undang-undang. 

Menurut G.H.S, Lumban Tohing, dari ketentuan tersebut di atas, dapat 

diketabui dengan jelas bahwa wewenang Notaris adalah bersifat regel (umum), 

sedangkan wewenang pejabat lainnya adalah ''pengecualian", maksudnya adalah 

M ibid., hal. 36. 
87 Ibid., bal. 37. 
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wewenang dari pejabat lainnya itu untuk membuat akta sedemikian hanya ada apabila 

oleh undang-undang dinyatakan secara tegas, bahwa selain Notaris, mereka juga turut 

berwenang membuamya atau untuk suatu pembuatan akta tertentu mereka oleh 

undang-undmtg dinylllakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu. 

Akta-akta yang pembuatannya juga ditugaskan kepada pejabat lain selain 

Notaris atau oleh undmtg-undang dikeeualikan pembuatan kepadanya, antara lain: 

I. akta pengakuan anak di luar kawin (Pasal 281 KUH Perdata); 

2. berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpanan hipntek (Pasal 1227 KUH 

Perdata); 

3. berita acano tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 14{)5 

dan Pasal 1406 KUH Perdata); 

4. akta proteswesel dan cek (Pasal143 dan Pasal218 KUH Perdata); 

5. akta Catatan Sipil (Pasal4 KUH Perdata) 

Untuk membuat akta-akta yang dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4, 

Nota.ris berwenang membuatnya bersama-sama pejabat lain, sedangkan untuk 

pembuatan akta yang disebut pada angka 5, Notaris tidak berwenang untuk 

membuatnya, akan tetapi hanya oleh pegawai Kantor Catatan Sipil. 88 

Sementara itu wewenang utama Notaris sebagai pejabat umum adalah untuk 

membuat akta otentik. Suatu akta Notaris memperoleh stempel otentisitas, menurut 

ketentuan pasal 1868 KUH Perdata jika akta yang bersangkutan memennhi 

persyaratan : 

1. Akta itu hams dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum. 

2. Akta itu horus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. 

3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mernpunyai 

wewenang untuk membuat akta itu. 

" Ibid., hal 3&. 
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Pejabat umum yang dimaksud disini adalah pejabat yang dinyatakan dengan 

undang-undang: mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik, yang salah 

satunya adalab Nowis. Seo!'1lng Notaris hanya boleh melakukan atllU menjalankan 

jabatannya di dalam seluruh daerah yang direntukan baginye dan hanya di dalam 

daerah hukum itu ia barwenang. 

Adapun wewenang Notaris ito meliputi empat hal~ yaitu : 89 

a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuatnye itu; 

Maksudnya tidak semua akta dapat dibaat oleh Notaris, banya akta-akta tertentu 

yang ditugaskan atau dike<:ualikan kepada Notaris benlasarkan peratul'1ln 

perundang-undangan; 

b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-Qrang untuk kepentingan 

siapa akta itu dibuat; 

Notaris tidak benvenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Di dalam 

Pasal 52 ayat (1) UUJN miualnya, direntukan bahwa Notaris tidak diperbolehkan 

membuat akta untuk Notaris sendiri, suamilisteri, atau orang lain yang memiliki 

hubungan keluarga sedarah atau keluarga semenda dengan Notaris daiam garis: 

!urns tanpa pembatasan derajat dan dalam gacis kesamping sampai derajat ketiga, 

baik secara pribadi maupun melalui kuasa,. menjadi pibak, Maksud dari ketentuan 

ini adalah untuk mencegab terjadinye tindnkan memihak dan penyalahgunaan 

jabatan. 

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat; 

Bagi setiap Notaris ditentukan daerob hukunmye ( daerob jabatannya), 

sebagaimana telab ditentukan dnlam Pasal I& ayet (I) dan ayat (2) UUJN, tempat 

kedudakan Notaris adalah di daerob kabupaten atau kola, dan wilayah jabatannye 

meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya. Notaris banye 

berwenang membuat akta di dalam wiiayeh jabatannya tersebut Akta yang dibuat 

oleh no tar is diluar wilayab jabatannye tersehut adalah tidak sah; 

~9 Ibid., hal 50. 
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d. Notaris berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. 

Notaris tidak boleh membuat akta selama masih euti alau dipeeat dari jabatannya, 

demikian juga Notaris tidak holeh membuat akta sehelum memangku jabatannya 

(sehelum diamhil sumpab). 

Apabila salah satu pernyaratan lrewenangan tidak terpenuhi maka akta yang 

dihuat oleh atau dilmdapan Nolaris itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai 

kekualan seperti akta dihawah Iangan, apabila akta itu ditandatanganl oleh para 

penghadap sehagaimana temyala dalam Pasal 1869 KUH Perdata, bahwa: 

Suatu akta yang karena tidak herkuasa alau tidak cakapnya pegawai dimaksud 
di alliS, atau karena cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sehagai 
akta otentik., narnun demikian mempWlyai kekuatan sebagai tulisan dibawah 
tang an j ika ia ditandatangani oleh para pihak. 

Adapun keweoangan Notaris lainnya sebagaimana dimuat dalam ketentuan 

Pasal !5 ayat (2) dan ayat (3) UUJN, yaitu : 

a) Mengesahkan tanda Iangan dan menetapY.an kepastian tanggal sural hawab 

Iangan dengan meudaftar dalam bukn khusus; 

b) Membuknkan sw:at-sumt dihawah tangan dengan mendaftar dalam bukn 

khusus; 

c) Membuat kopi dari asli sw:at-surat dibawah tangan berupa salinan yang 

memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang 

ber.;angkutan; 

d) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; 

e) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; 

f) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanaban; atau membuat akta barila 

acara Ielang, dan 

g) Kewenangan laln yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam menjalsalom jahatannya, baik undang-undang maupun kude etik 

menghendaki agat Notaris melaksanakan tugasnya dengan sehaik-baiknya. Notaris 

sebagai pejabat umum dituntut untuk hertanggung jawab dalrun mengamhan 
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tugasnya, baik tanggung jawab Notaris berdasarlom hukum maupun tanggungjawab 

Notaris berdasarkan moral.. artinya ; 90 

1. Notaris dituntut melaknkan pembuatan akta dengan baik dan benar, ardnya 

akta yang dibuat itu mellllruh kehendak hukum dan permintaan pihak 

herkepentingan karena jabntannya; 

2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuat itu 

sesuai dengan aturan hukum dan kebendak pihak yang herkepentingan dalarn 

art! sebenarnya, bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak 

berkepentingan kebenaran lsi dan prosedur akta yang dibuatnya; 

3. Berdarnpak penitit; artinya semua orang akan mengakui bahwa akta Notaris 

tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempwna. 

Bentuk langgung jawab Notaris dalarn menjalankan jabalanoya adalah dengan 

melaksanakan kewajibannya berdasarkan kode etik. organisasi maupun berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam rangke menjaga dan 

memelihara citra serta wibawa lembaga notariat dan menjunjung tinggi keluhuran 

harkat dan martabat Notaris. 

Kewajiban Notaris herdasarkan ketenluan Pasal 16 UUJN menyalakan bahwa 

Notaris dalam rnenjalankan jabatannya berkewajiban : 

a) Bertindak jujur, seksarna, mandiri, tidak herpihak dan menjaga kepentingan 
pihak yang terkait dalam perhlllltan hukurn; 

b) Membuat akta dalam hentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian 
dari Protokol Nolaris; 

c) Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan 
Minuta Akta; 

d) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan da1am undang-undang ini 
kecuali ada aiasan untuk menoJaknya; 

e) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala 
keterangan yang diperoleh guna pernbuatan akta sesuai dengan sumpahljanji 
jabatan, kecuaii undang-undang menentukan lain; 

f) Menjilid akta yang dibuatnya dalam I (satu) bulan menjadi buku yang 
memuat tidak lebih dari 50 (limapuluh) akta, danjika jumlah akta tidak dapat 

!)() AbduJkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, {Bandung.: PT. Citra Aditya Baldi, 2001}, 
hal, 64. 
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dimuat dalam l (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dad satu 
(satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tabun 
pembuatannya pada sampul setiap buku; 

g) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidal< dihayar atau tidal< diterimanya 
surat berharga; 

h) Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu 
pembuatan akta setiap bulan; 

i) Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dengan wasiat ke Daflar 
Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabuya dibidang 
kenotatiatan dahun waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan 
barikutnya; 

j) Mencatat dalam repertorium tangga1 pengiriman daftar wasiat pada setiap 
akhit bulan; 

k) MetnPunyai caplstempel yang memuat larnbang negara Republik Indonesia 
dan pada ruang melingkarinya ditulis nama, jabatan dan tempat kadudukan 
yang bersangkutan; 

I) Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 
( dua) orang saksi dan ditandatangani pad a saat itu juga oleh penghadap, saksi 
dan Notaris; 

m) Menerima magang Notaris. 

Bentuk tanggung jawab Notaris dalam menjalankan jabatannya juga terlihat 

dari sikap, perilak.u) tindakan dan perbuatan Notaris untuk tidak melakukan 

perbuatan~perbuatan yang disebut pelanggaran terhadap peraturan Kode Etik Notaris 

yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga notariat ataupun keluhuran harkat 

dan martabat jabatan Nota.ris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran­

pelanggaran terhadap : 91 

l) Ketentuan-ketentuan dalarn Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notatis; 

2) Penjelasan Pasa119 ayat (2) UUJN; 

3) lsi Sumpah Jabatan Notaris; 

4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumab Tangga 

danlatau Keputosan-keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi 

lkatan Notaris Indonesia tidal< boleh dilakukan oleh anggota 

91 Ikatan Notaris lndonesia.Anggm-an Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Elik 
Notaris, (Jakarta: Sekretariat PP-JNI, 2005), Ps. 15. 
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2.2.3. Bentuk Aleta, Golongan Aleta Dan Bagian-Bagian Aleta Notaris 

Di dalam Undang-Undang Jabotan Notaris terdapat beberapa Pasal yang 

mengatur mengenai bentuk dari akta Notaris. Tujuan dari diadakannya pengaturan 

mengenai bentuk dari akta Notaris dimaksudkan untuk meningkatkan kejelasan dari 

al<ta dan untuk mencegah pemalsuannya sehingga terjamin kapastian hukum. 

Akta Notaris harus dibuat sedemikian rupa sehingga merupakan suatu 

keseluruhan tanpa ado ruangan-ruangan atau sela-sela kosong dianta:ra petkataan­

parkataan yang rerdapat dalam al<ta memberikan kemunglcinan untuk melakukan 

pemalsuan dengan menambahkan atau menyelipkan perkataan-perkataan lain di 

dalam ruangan--ruangan atau sela-sela kosong itu. 

Aleta Notaris harus dibuat dalarn bahasa Indonesia-" Apahila pengbadap tidak 

mengerti bahasa yang dipergunakan dalam akt:a. maka Notaris wajib menterjemahkan 

dalam bahasa yang dimengerti oleb para penghndap. Jika Notaris tidak dapat 

menterjemahkan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pangbadap, maka Notaris 

dapat meminta untuk diterjernahkan Qleh penerjemah resml. 

Sering teljadi dalam praktek rndaksi dan suatu aktn yang telah disusun dan 

dibuat oleh notaris harus diadakan perubahan atau trunbahan-tambahan, baik alas 

pannintaan dan kehendak dan para penghadap maupun disebahkan adanya kesalahan­

kesalahan atau kekurangan-kakurangan guna memperbaild redaksinya. 

Untuk mengantisipasi hal ini UUJN mengatur bagaimana carnnya untuk 

mengadakan pembahan-perubahan atau tambahan-tambahan (Pasal 49 UUJN), 

mengatur tentang tempat dimana harus dilakukan perubahan-perubehan dan 

tambahan-tambahan yang diperlukan dalam akta, tentang larnngan-larangan untuk 

daJam akta menulis tindih, menyisipkan atau menambah kata-kata atau huruf~huruf 

dan tentang bagaimana cara melakukan pencoretan kata-kata atau huruf-huruf dalam 

al<ta (Pasal48 UUJN). Hal-hal termaksud dalam praktek disebut renvooi. 

Setiap perubahan dan trunbahan yang dibuat disisi akta hanya sah apabiia 

masing-masing ditandatangani atau disahkan dengan paraf oleh para penghadap yang 

-------
92 Indonesia (b). Undang-Undang JabaJan Notaris, UU No. 30 Tahun 2004, LN Rl N"o, t 17 

tahun 2004, TI..N R1 Nomor4432, ps. 43 ayat{l}. 
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menandatangani akta, para saksi dan Notaris. Jwnlah dari perkataan-perkataan, huruf­

buruf dan angka-angka yang ditambah harus dinyatakan pada tambahan alau 

perubahan itu. 

Apahila perubahan atau tambahan yang terlalu panjang untuk dimuat di sisi 

akta, maka perubahan atau tarnbahan itu dapat dibuat pada akhir akta, sebelum 

penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar 

tambahan. Notaris masih berwenang untuk melakukan pembetulan terbadap 

kesalahan tulis dan/atau ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang Ielah 

ditandatangani dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal 

tersebut pada Minuta Akta Asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita 

acara pembetulan dan salinan akta berita acam re..ebut disampaikan keparia para 

pihak . ., 

Paria penutup akta harus diterangkan mengenai jumlah dan cara perubehan. 

Apahila terdapat perubahan berupa coretan, coretan dengan penggantian atau 

tambahan, maka harus disebutkan jumlah peruhahan-perubahan dan tambahan dalarn 

akta ternebut. 

Manfaat dari suatu akta oteutik dijelaskan dalam Pesal 1870 KUH Perdata. 

yaitu bahwa suatu akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak 

dalam akta beserta ahli waris mereka dan pihak-pihak yang mendapatkan bak dari 

mereka tentang apa yang dimuat dalam akta ten;ebut. 

Terdapat dua golongan akta yang dibuat oleh Notaris yaitu:94 

!. Akta yang dibuat o/eh (door) Notaris atau yang dinamakan akta relaas a tau akta 

pejahat (ambtelijke akten). 

Akta relaas merupakan suatu akta yang menguraikan secara otentik sesuatu 

tindakan yang dilakukan alau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh 

pembuat akta ini yakni Notarls sendiri. Penandatanganan para penghadap di 

delam akta relaas atau pejabat bukan mempakan suatu keharusan bagi otentisitas 

dari akta. Termasuk dalam akta relaas ini antara Jain berita acara rapat para 

91 Ibid., ps. 51 
94 G.H.S. Lumban Tobing, op.cit. Hal. 51. 
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pemegang saham dalam Perseroan terbatas, berita acara pembukaan undian dan 

akta-akta lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) UUJN. Dalam 

semua akta ini, Notaris menerangkan dalam jabatannya sebegai pejabat umum 

kesaksian dari semua apa yang dilihat, disaksikan dan dialaminya yang dilakukan 

oleh pihak lain. 

2. Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris yang dinamakan akta partij 

(partij akten) atau akta pihak, merupakan suatu akta yang berisikan suatu eerita 

dari apa yang tetiadi, karena perbuatau yang dilakukan pihak lain dihadapan 

Notaris. Di dalam suatu akta partij diterangkan atau dieeritakan oleh pihak lain 

kepada Notaris. Untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang dihadapan 

Notaris dan memberikan keterangan ini atau melakukan perbuatan itu dlhadapan 

Notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikonstatir oleb Notaris di dalam suatu 

akta otentik. Termasuk dalam akta ini adaleh akta hiba!J, akta jual bali (tidak 

tennasuk penjualan di muka wnum atau lelang). akta wasiat, kuasa dan lain~lain. 

Di dalam akta partij ini dicantumkan seoara otentik keterangan dari orang yang 

bertindak sebagai pihak dalam ak:ta. disamping relaas dari Notaris sendiri, yang 

menyatakan kehendak sebagaimana dinyatakan dalam akta. Oleh sebab itu pada 

akta partij undang-undang mengharuskan ditandataugani oleh pem pihak yang 

bersangkutan atau setidak-lidaknya di dalam akta diterangkm apa yang menjadi 

alasan tidak ditandatanganinya akta itu oleh pihak atau para pihak yang 

bersangkutan. 

Berdasarkan Pasal 38 UUJN, akta Notaris terdiri atas tiga bagian yaitu awal 

akta atau yang disebut juga kepafa akta, merupakan bagian dari akta yang memuat 

judui~ nomor, keteranga.n-keterangan dari Notaris rnengenai waktu (jam, hari; tanggal, 

bulan dan tahun) dan tempal: akta dibuat serta keterangan-keterangan dari Notaris 

mengenai nama Iengkap dan tempat kedudukan Notarisnya. Badan akta memuat 

identitas fengkap para penghadap, keterangan-keternngan dari Notaris mengenai hal­

hal yang disaksikannya atas permintaan para penghadap dan identitas lengkap saksi 

pengeoal. Penutup atau akhir akta, merupakan bagian dari akta yang memuat uraian 
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rentang pembacaan akta, uraian rentang penandatang011an dan tempat 

penandatanganan atau penerjemah apabila ada, identitas lengkap setiap saksi akta 

serta uraian lentang ada atau tidaknya perubahan yang reljadi dalam pembuatan akta 

atau umian tentang adanya peruba.han yang dapat berupa penambahan) pencoretan 

atau penggantian. 

2.2.4. Kekuatan Pembuklian Akla Notaris 

Dalam hal pembuklian pada dasamya merupakan masalah kepetrlataan, 

namun hal ini berkaitan dengan Notaris. Pada akta-akta Notaris dapet menimbulkan 

alat pembuktian tertulis yang mempenyai sifilt orentlk. 

Membuktikan artinya meyakinkan hnkim rentang kebenaran dalil atau dalil­

datil yang dikemuknkan dalam suatu persengketaan. Oleh kanena itu pembuklian 

hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hnkim. 

Menurut Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 164 RIB, Reglement Indonesia 

yang diperbaharui (Staatsblad Nomor 44), alat-alat bukti dalam perkara petrlata terdiri 

atas: 

I. bukli tulisan; 

2. bukti dengan saksi~sa.ksi; 

3. persangkaan; 

4. pengnkuan; 

5. sumpah. 

Dari kelima alat bukti di alas, bukti dengan surat-surnt dalam bal ini depet 

dipersamakan dengan akta, merupakan alat bukti utama. Bukli surat atan akta 

merupakan alat bukti yang utama dikru:enakan dalam lalu lintas kepetrlataan para 

pibak sangat mengutamakan adanya suatu tulisan yaug dapet dipakai sebagai alat 

bukli apabila timbul suatu perselisiban atau guua pembuklian kepada pihak ketiga 

lainnya. 95 

95 Subekti, Hukum Pambu!rtian, cet. Ke-7, (Jakarta: Pradnya Panunita, 198S). hal. 27. 
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SuraL yang merupakan akta terdiri dari : 

I. Akta otentik (1868 KUH Perdata); 

2. Akta dibawah. tangan, yaitu akta yang bukan termasuk akta otentik. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, akta otentik yang dibuat olen 

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan salah satu bukti tulisan yang mempunyai 

kekuatan pembuktian yang sempwna. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, kekuatan 

pembuktian akta otentik, demilcian juga akta Notaris adalah alcibat langsung yang 

merupakan kebacusan dari ketentuan perundang~undangan babwa harus ada akta..a.kta 

orentik sebagai alat pembuktian dan akta otentik itu merupakan basil dari tugas yang 

dibebankan oleh undang.-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu. 

Dalarn pemberian tugas tersebut terletak pemberian tanda kepercayaan kepada pera 

pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta yang mereka bust. 

Ada beberapa alasan akta hams dibuat secara otentik, yaitu : 96 

1. sebagai syarat untuk menyatakan suatu perbuatan hukum. Dengan kata lain, akta 

merupakan suatu syarat mutlak untak adanya suatu perbuatan hukum tertentu, 

sehingga dengan tidak adanya atau tidak dibuatnya akta tersebut berarti perbuatan 

hukum tersebut tidak teJjadi; 
.. 

2. sebagai alat bukti atas kehendak para pihak agar peljanjian dibuat seelll1i notariil. 

Menurut pendapat yang umum dianu4 pada setiap akta otentik terdapat tiga 

macam kekuatan pembuktian, yaitu : 97 

I. Kekuatan pembuktian Formal (Formele Bewijsktacht) 

Dalam arti formal, adalah bahwa dalam akta otentik membuktikan di antara pera 

pihak sudah menerangkan apa yang ditulis dalarn akta tersebut dan pejahat umum 

yang bersangkutan te1ah menyatak:an dalam tulisan itu sebagaimana tercantum 

96 Tegub Semudra. Hufwm Pe.mbuktian dalam Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1992). 
hal. 46. 

~ G.H.S. Lumban Tobing. op.cit., haL S:S. 
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dalam akta tersebut dan juga kebenaran yang telah diuraikan oleh pejabat itu 

sebagai yang dilakukan dan disaksikan di dalam menjalankanjabatannya. 

2. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht) 

Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan diantara para pihak yang 

bersangkutan bahwa peristiwa yang diterangkan tersebut sungguh-sungguh telah 

teljadi, baik para pihak tersebut, maupun pejabat umum telah melakukan dan 

menyatakan seperti apa yang dimuat dalam akta. Dengan demikian, pembuktian 

materiil menyangkut pembuktian tentang materi suatu akta. 98 

3. Kekuatan Pembuktian Keluar!Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige 

Bewijdracht) 

Akta otentik membuktikan sendiri keabsahannya, atau dalam bahasa latin disebut 

"acta publica probantsese ipsa:'. Akta otentik membuktikan tidak saja di an tara 

para pihak yang bersangkutan, tetapi juga kepada pihak ketiga bahwa pada 

tanggal tersebut dalam akta itu pam pihak yang bersangkutan sudah menghadap 

dihadapan pejabat umum. 

Dalam kaitannya dengan kekuatan pembuktian tersebut di atas, pada akta 

Notaris dalam golongan akta pejabat/relaas akta dan dalam golongan akta pihak/partij 

akta, sepanjang mengenai pembuktian lahiriah atau pembuktian keluar, baik relaas 

akta maupun partij akta memberikan bukti yang sarna, yaitu dapat membuktikan diri 

dari luar dan dari kata-katanya sebagai suatu akta otentik. 99 

Pada akta yang termasuk golongan partij akta, pembuktian fonnil 

membuktikan bahwa para pihak adalah sungguh-sungguh telah menerangkan seperti 

yang diumikan dalam akta kepada Notaris, namun kebenaran dari keterangan­

keterangan itu sendiri hanya ada pasti diantara pihak-pihak itu sendiri. 100 

Dalam pembuktian materiil, suatu relaas akta pada umumnya tidak 

mempunyai pembuktian materiil, karena Notaris hanya menyaksikan dan melihat 

98 Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang. Grosse akla do/am Pembuklian dan 
Eksekusi, cet. l, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993}, hal. 112. 

99 Ibid., bal. 55. 
100 G.H.S. Lumban Tobing, op.cit., hal 57. 
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serta tidak ada keterangan dari para pihak. 101 Pengecualian terhadap hal ini hanya 

pada relaas yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil. 

2.2.5. Kedudukan Aleta Notaris Dalam Perseroan Terbatas 

Dalam hubungannya dengan akta Notaris dalam Perneroan terbatas, maka akta 

yang diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 yaitu dibuat dengan akta Notaris yaitu 

akta pendirian dan akta perubahan anggarnn dasar. Kedudukan dari akta-akta tersebut 

selain sebagai syarat mutlak juga sebagai alat bukti. 

Salah satu kewenangan Notaris adalah membuat akta otentik mengenai semua 

perbuatan, peljanjian dan ketetapan yang dibaruskan oleh peraturan perundang­

undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang herkepentingan untuk dinyatakan 

dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, 

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta. semua itu sepanjang pembuatan akta­

akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau Otl!Ilg lain 

yang ditetapkan oleh undang-undang. 102 

Perjanjian para pihak untuk membentuk Perseroan terbatas merupakan 

pernyataan kehendak para pihak yang berdasarkan asas kehebasan herkontrak yang 

dialur dalam Pasal 1338 KUH Perdala, di dalam ketentuan ini para pihak dapat 

mengadakan peljanjian sesuai dengan kebutuhannya asal tidak melanggar undang­

undang, kesusilaan? dan ketertiban umum. 

Akta pendirian suatu Perseroan terbatas yang di dalamnya terdapat anggaran 

dasar yang merupakan peratutl!Il intern Perseroan yang berlaku sebagai undang­

undang bagi semua pibak dibarapkan dapat mengantisipasi keadaan yang akan dntang 

manakula timbul masalah yang herhubungan dengan suatu Perseroan terbatas. Dalam 

hal ini peranan Notaris dalam hokum perusahaan diperlukan karena Notaris sebagai 

pejabat yang memiliki pernn dalam )ahimya suatu Perseroan terbat:as dan membuat 

akta-akta scltubungan dengan aklivitas Perseroan termasuk perubahan anggaran 

rtn Victor M. Situmorang dan Cormentya Sitanggang, op.cit .• haL 112. 
JO: Indonesia (b), qp.cit., ps. 15 ayat (1 ). 
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dasamya yang diharapkan dapat merumuskan aturan main Perseroan yang tidak 

bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban wnum. Dengan 

berkembangnya waktu, hal-hal yang kemudian dialami Perseroan semuanya sudah 

dapat diantisipasi. 

Tugas Notaris adalah jika ada pihak yang datang kepada Notaris hendak 

mendirikan Perseroan Terbatas maka Notaris akan melakukan tindakan sebagai 

berikut: 

1. menampung semua kehendak dari para pihak termasuk di dalarnnya 

perjanjian-perjanjian yang diajukan oleh masing-masing pihak yang hendak 

melakukan kerjasama; 

2. memberikan advis dan penyuluhan hukum kepada para pihak mengenai 

syarat-syarat dan langkah-langkah yang harus ditempuh oleh para pihak dalam 

pendirian Perseroan Terbatas. 

Notaris bertanggung jawab agar pendirian Perseroan terbatas memenuhi 

peraturan yang berlaku sehingga dapat memperoleh pengesahan dari Menteri Hokum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Pengesahan ini merupakan saat 

diperolehnya status badan hukum Indonesia dan pendiriannya telah memenuhi 

peraturan yang berlaku. 

Setelah memberikan advis dan penyuluhan hukum serta memberikan 

penjelasan secara menyeluruh kepada para pihak mengenai tata cam pendirian 

Perseroan Terbatas maka akan dibuatkan akta pendirian. 

Untuk menilai keabsahan akta pendirian Perseroan Terbatas harus dapat diuji 

keabsahannya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adaoya kesepakatan para 

penghadap untuk mengikatkan diri, kecakapan bertindak dalam hukum, adanya hal 

tertentu dan adanya sebab yang halal. Selain itu dalam pendirian Perseroan Terbatas 

harus dipenuhi pula persyaratan dalam UU No. 40 Tahun 2007. 
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2.2.6. Peranan Nolllris Dalam lkatan Nolllris Indonesia (INI) 

Ekaistensi organisasi Noll>ris ditegaskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang­

Undang No. 30 Talmo 2004 Tentang jabatan Nolllris. Organisasi Notaris adalab 

organisasi profesi jabatan Noll>ris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan 

hulrum. Menurnt data di Dhekterat Jendaral Administrasi Hukum Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia, lkatan Notaris Indonesia (lNI) adalab organisasi 

perkumpulan berbadan hukum yang telab disabkan berdasarkan Sural Keputusan 

Menteri Kehakimandan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenolllriatan 

No. M-QI.HT.03.0l Tabun 2003, tanggal 17 Januari 2003 sebagai orgoisasi profesi 

yang berbadan hukum, pemerintah mengajak INI untuk meningkatkan etika dan 

moralitas Notaris dalam memberikan pelayanan prima. sesuai dengan tuntutan 

masya:rakat. J03 

Keputusan pemerintah untuk mengakui INI sebagai satu-satunya organisasi 

profesi Nolllris yang berbadan hukum merupakan langkab tepat untuk menjamin 

kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum di masyarakat. 

Profesi jabatan Notaris inl lahir dari kebutuhan masyarakat dan 

ketidakmarnpuan negara meiayani langsung kebutuhan masyarakat., sehingga negara 

menyetahkan sebagian wewenangnya kepada Notaris untuk melaksanakan sebagian 

tugas negara tersebut. Artinya Notaris labir bukan untuk diri Notaris sendiri, 

melainkan untuk kepentingan masyara.kat. 

Dari segi sosial budaya. budaya masyarakat pragrnatis telah menciptak:an 

budaya instan di segala bidang, termasuk ketika mereka melakukan aktivitas 

kenotariatan. Masyarakat menuntut pelayanan yang cepat, efisien, murab namun tetap 

berkualitas» oleh karena itu Notaris Indonesia dituntut untuk responsif. Notaris harus 

mulai berpikir dan sadar akan pentingnya aspek kualitas pelayanan karena kualitas 

peJayanan yang baik juga menentukan kepuasan k:Jieo, meskipun demikian pelayanan 

yang dimaksud tidak boleh melanggar koridnr Koda Etik Nolllris yang telab 

digariskan organisasi. 

l!ll Anke Dwi Saputro. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, JtJ.ti Diri N<JI(lf'is Jlffiqnes,·a, 
Cet. 1, (Jakarta: Gramcdie.. 2009). hal. 10. 
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Notaris adalah pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara 

dalam hukurn privat yang dlharapkan tidak hanya mampu memberikan solusi alas 

pennasalahan klien namun juga mampu rnemberikan pelayanan prima. 

INI lahir sebagai wadah tunggal yang meneruakan visi misi para pendahulu 

Notaris tersebut. INI adalah wadah bagi setiap Notaris Indonesia yang ingin 

mendedikasikan dirinya untuk mengubah kondisi bangsa dan negara ke arab yang 

leblh baik. INI seiama ini selalu menjadi mitra fungsioual pemerintah dalam 

rnenyelesaikan pennasalahan kebangsaan khususnya berkaitan dengan hukum privat. 

Konteks jaman yang semakin pro pelayanan menuntut para Notaris belajar 

melayani klien, belajar memimpin diri sendiri dan orang lain, serta belajar 

menggunakan pernngkat teknologi modem untuk meningkatkan akselerasi tugas 

kenotariatannya.. 

Ide-ide baru yang kadang diluar pakem adalah modal bagi para Notaris di era 

sakanmg agar lebih fleksibel dan kreatif menyikapi kerasnya jarnan, narnun tidak 

mengorbankan idealisme. 

Komitmen para Notaris dalam menJUDJtmg Kode Etik Notaris dalam 

kehidupan sehari-hari dan ketika menjalankan jabatan otomaUs te1ah menjaga 

Notaris dari penodaan keluhunm dan martabat profesi. Kode Etik yang bedaku dan 

diakui sakarang adalah Kode Etik Notaris INI yang merupakan basil Kongres Luar 

Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Bandung, 27 Januari 2005. 

Dengan adanya Kode Etik tunggal ini maka dapat memudahkan masyarakat untuk 

mengontrol sikap dan prilaku Notaris dalarn pelaksanaan tugasnya. 

2.3. Prmes Peogurusao Perubahan Anggarao Dasar Perseroan Terbatas 

Perubahan anggaran dasar Pen;eroan Terbatas hams dilakakan berdasarkan 

hasH keputusan RUPS atau RUPSLB dan semua perubahan-perubahan tersebut 

dituangkan ke dalarn suatu berita acara tapa! yang dibuat oleh notaris atau berita 

acara napal dihawah tang an atau herupa sirkuler. 

Berdasarkan berita acara rapat dibawah tangan atau sirkuJer~ selanjutnya kuasa 

dari pihak P=eroan akse menghadap kepada Notaris untuk menuangkan basil 
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keputusan-kepurusan RUPS tersebut dalam suatu akta Pemyataan Keputusan Rapat 

(akta PKR). Perubahan anggaran dasar yang tidak di muat dalam akta berita a<ara 

rapat yang dibuat olah Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris atau PKR paling 

lambat 30 (tigepuluh) hari terbitung s(ljak tanggal kepurusan RUPS. '04 Apabila berita 

a<ara rapat dibawah tangan atau sirkuler tersebut telah lewat batas wakta 30 

(tigapuluh) hari, maka tidak bolah dinyatakan dalam akta Notaris;05 

Akta PKR yang telah diboat olah Notaris, selanjutnya diajakan pennohonan 

persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri mela1ui sistem elektronik atau 

SABH. Pennobonan tersebot diajakan kepada Menteri paling lambat 30 (tigapuluh) 

hari terhitung sejak tanggal akta Notaris atau akta PKR. 106 Apabila pennohonan 

persetujuan a tau pemberitahuan kepada Menter! lewat batas wakta 30 (tigapuluh) 

hari, maka pennohonan yang berupa akta PKR tidak depat diajukan kepada 

Menteri. 107 

Perubahan anggaran dosar tertentu mulai beriaku sejak tanggal diterbitkannya 

Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. tos Sedangkan 

perubahan anggaran dasar selain tertentu mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya 

swat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oteh Menteri. 109 

2.3. t. Faktor-Faktor Kendala Dalam Proses Perubaban Anggaran Dosar 

Pada prakteknya banyak faktor yang sering menjadi kendala dalam proses 

perubahan anggaran dasar suatu Perseroan Terbatas. Faktor-faktor kendala yang 

sering terjadi di dalam praktek adalah sebagai beriknt: 

I. Kendal a yang bersumber dari Sistem Admioistrasi Badan Hukum (SABH) 

Sistem Adminiabnsi Badan Hukum atau yang disingkat dengan SABH, 

scbelumnya dikenal dengan singkntan SISMINBAKUM adalah jenis pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat dalarn proses pengesahan badan huknm 

ll11 Indonesia (a)., op cit.ps. 21 ayat (S)­
Jo5 Ibid,, ps. 21 ayat {6). 
'"'ibid, ps. 21 .,.. (7). 
107 Ibid, ps. 21 ayat (9). 
103 Ibid-. ps. 2) ayat (1 ). 
lt>l' Ibid, ps. 23 ayat (2). 
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Perseroan, pemberlan pernetujuan perubahan anggaran dasar, penerimaan 

pemberitahuan pembahan anggaran dasar, dan pembahan data Perneroan serta 

pemberian informasi lainnya secara elelctronik yang diselenggarakan oleh 

Direktom Jenderal Administrasi Hukum Umum Departernen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. 110 

Berdasarkan surat dari lim Restrukturisasi Sistem Administrasi Badan 

Hulrum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia diheritahukuu bahwa sejak 

tanggal 27 November 2008 Ielah leljadi gangguan pada Sistem Administrasi 

Badan Hukum (SABH). Pada tanggal tersebut selurah peralatan yang diguuakan 

dalam rangku pendirian, pembahan, penyesuaian atau pengesahan anggaran dasar 

Perseroan Terbatas disita oleh pihak Kejaksaan Agung sehingga sistem 

administrasi badan hukum tidal< beljalan seperti sehelumnya. 

Pada tanggal 5 Januari 2009 pihak Tim Restrukturisasi Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Ielah mengupayakan langkah-langkuh darurat 

agar pelayanan publik tetap temelenggarakan dengan baik. Namun sejak tanggal 

6 Januari 2009 Menteri Hukum dan HAM dan Tim Restrukturisasi telah disomasi 

oleh Tim Pemhela (>1". Sarana Rekatama Dinamiku (PT. SRD) untuk tidal< 

menggunakan barang sitaan (herdasarkan pasal 40 KUHAP) tersebut walaupun 

untuk melakaanakan pelayanan publik 

Setelah waktu 3x14 jam dari somasi terakhir yang diterima pada tanggal 

16 Januari 2009, harus menghentikan selurah sistem dan pe1ayanan. Sejak 

disomasi maka istilah "PPBH" (Pengadministrasian Pendaftaran Badan Huku.m) 

diganti menjadi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), dengan penggantian 

istilah "FIAN" menjadi "DIAN" (Daftar Isian Administrasi Badan Hukum). Pada 

akhimya sejak tanggal 19 Januari 2009 SABH tidal< dapat di akaes dan yang 

keluar daJam layar monitor adalah tulisan: "this is an illegal access". 

Dalarn upgrading dan Kongres lkatan Notaris Indonesia di Surahaya 

tanggal 28 Januari 2009, Direktur Perda!a dari Departemen Hukum dan Hak Asasi 

110 Permenlrumbam {a} .. op.cit .• ps, 1 butir2. 
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Manusia menerangkan bahwa "'\iak tanggal tersebut PPBH yang semula akan 

dijadikan sebagai pengganti dari SISMINBAKUM serentak dirnatikan. Hal ini 

disebabkan kru:ena terdapat somasi dari kuasa hukum PT. SRD yang Ielah 

mendaftarkan SISMINBAKUM pada Direktorat Jendtak Hak alas Kekuyaan 

Intelektual (HAKI). Apabila yang digunakun masih berupa SISMINBAKUM, 

walaupun sekarnng dengan nama PPBH, namun alamat akses masih tetap di 

h!tp:/lwww.sisminbakum.go.id dengun menggunakan istilah-istilah yang sama, 

yaitu FIAN I, FIAN 2, FIAN 3 serta proses yang sam a, maku hal tersebut telah 

melanggar hak cipta dari PT. SRD rersebut. 

Selain kendala non teknis dari sistem yang tersedia, jugu terdapat kendala 

teknis yaitu dari sumber daya manusia yang terbatas mesltipun sudah dilakukan 

rekrutmen dan pelat11Jan yang sistematis, juga mengenai masalah penafsiran dari 

suatu undang-undang. 

Disamping itu terdapat kurancuan dan rnenirnbulkan perbedaan pendapat 

mengenai masalah jangku waktu 30 (tigapuluh) hari yang telah ditentukun oleh 

undang-undang, karena pada waktu berhadapan dengun mesin perllitungun jangka 

waktu rersebut menjadi tidak bisa mempenimbangkan hal-hal lain di luar waktu 

baku yang sudah ditetapkun oleh undang-undang. Kemudian permasalahan timbul 

peda waktu berhadapan dengen sistem eletronik dalarn SABH, kurena jangka 

waktu tersebut mulai dihitung sejak penandatanganan akta tetapi tidak jelas 

mengena.i sejak kapa.n jangka waktu terse but bemkhir.111 

2. Kendala yang bersumber dari kelalaian pihak Notaris 

faktur kendala dari pihak Notaris pun sanget dimungk:inkan terjadi, 

misalnya kelalaian dalarn pengecekan kelengkupan dokumen sebingge 

membutubkan waktu lebih lama lagi atau kelalaian untuk ak.ses data dalarn SABH 

dengan menunda-numda waktu yang akhimya mengakibatkan akta menjadi lewat 

hatas waktu dari waktu yang ditentukun dalam undang-undang. 

111 lrma Devita, "Balas Waktu Penda.ftarnn PT Verws Kendal., Dalam Sistem Di 
Depkumham Rr' <hhp:J/lrmadevitacom/categorylartikel/page/2[>, 3 Desemher 2008. 

Univ&r$itas Indonesia 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



58 

3. Kendala yang bersumber dari kelalaian pihak klien atau Perseroan 

Faktor kendala ini sering pula teijadi akibat pihak Perseroan tidak 

mengetahui adanya batas wakto yang Ielah ditentukan di dalan peraturan 

perundang-undangan. Hal tersebut dapat teijadi, apabila Direksi atau orang yang 

diberi kuasa dalam Rapat Umum Pemegang Sabam dalang mengbadap Notaris 

untuk membuat Akta Pemyataan Keputusan Rapat dengan membawa berita """"' 

dibawah umgan atau sidwler yang Ielah lewat wakto 30 (tigapuluh) heri sejak 

tanggal RUPS diselenggerakan. 

Berita acara rapat yang dibuat dibawah tangan tersebat barus dinyatakan 

dalam akta Notaris dalam wakto paling lambat 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak 

umggal keputusan RUPS.U2 Setiap perubahan anggaran dasar tersebut harus 

mendapat persctujuan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Republik Indonesia, melalui Sistem lnFormasi Badan Hukum (SABH) 

yang dalam hal ini permohonan persetujuan atau pemberitahuannya juga 

dikuasakan kepada Notaris. 

Kendala-kendala lainnya yang dalam praktek seringkali teljadi barupa 

guhungan diantarn kendala seperti yang Ielah disebutkan di atas. Hal ini jelas sangat 

mengganggu ldneija para Notaris yang harus berhadapan dengan pihak klien atau 

Perseroan. 

2.3.2. Resiko dan Solusi Notaris Dalam Mengbadapi Masalah Akta Perubahan 

Anggaran Daser Yang Telah Lewal Batas Wakto 

Resiko yang akan teljadi apabila jangka wakto yang Ielah ditentukan oleh 

undang-undang tidak dapat te<penuhi, maka akta perubahan anggaran dasar yang 

akan dirnintakan persetujuan atau pemberitahuan ke Departemen Hukum dan Hak 

Asasi Manusia menjadi lewat batas wa.ktu atau jangka waktu yang telah ditentukan 

oleh peraturan perundang-undangan tidak tercapai. 

112 indonesia (a) .• op.clt ps. 21 ayat (5). 
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Dalam menghadapi permasalahan tersebut bauyak pendapat untuk meneari 

solusi yang berbeda-beda dalam penyelesaian masalah akta yang lewat balas waktu, 

sahingga dapat mengakibatkan ianidakpastian hukum. Hal ini akan menjadi lebih 

rumit apabila RUPS Luar Biasa tersahut diadakan dalam agenda jual beli saham dan 

para pemegang saham yang lama merasa sudah tidak berkepentingan lagi dengan 

Perseroan dimaksud karena sudah menjual saharnnya sahingga tidak mau hadir. 

Masalab Notaris untuk pengadaan RUPS dengan agenda menganai penegasan 

kembali dari keputusan RUPS sebelulllll)la dengan disetujui oleh para paraegang 

saham merupakan salah satu solusi yang tedaaik, tetapi dalarn praktek sering 

mendapatkan kendala sahingga pada akhimya hanya Direksi yang melakukan 

penegasan dan dituangkan dalam akta penegasan yang dibuat oleh Notaris. 

Ikatan Notaris Indonesia {lNI) menooba pula untuk menjembatani 

permasalahan tersebut dengan mengadakan pertemuan dengan para Notaris yang 

tergabung dalam organisasi IN! dan pihak dari Departemen Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Tujuan dari perternuan tersebut adalah untuk membuat pernamaan persepsi 

mengenai masalab jangka waktu dalam mengbadapi kendala-kendala yang timbul di 

lapangan pada proses pendaftarnn di Sistem Administrnsi Badan Hukum. 

Hasil dari seminar/pertemuan tersebu4 terdapat hal-hal yang disepakati yang 

intinya ada1ah seba.gai berikut : 1 u 

1. Dalam proses pembuatan akta Notaris sampai dengan pendaftaran aktanya pada 

Departemen Hukum dan llak Asasi Manusia, harus dipisahkan antara: 

a. perbuatan hukumnya 

b. perbualml administratifuya. 

Apabila suatu akta RUPS misalnya yang sudah dibuat secara sah, memenuhi tata 

cara pemanggilan yang sah sesuai dengan undang-undang, dan memenahi jumlah 

kuorum yang dipersyaratkan, maka akta tersebut adalab sah dan tetap berlaku 

(mengikat para pihak). Akta tersebut memiliki fungsi konstitutif yang merupakan 

alat bukti telah terjadinya suatu perbuatan hukum, meskipun batas waktu 
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pengajuannya menjadi berakhir akibat masalah administratif. Jadi, apabila jangka 

waktu pengajuannya telah berakhir, hanya syarat administratif yang tidak 

terpenuhi, maka akta tersebut tetap sah dan tidak batal begitu saja Jika harus 

dibuatkan RUPS baru, maka akta yang dibuat adalab berdasarkan hasil RUPS 

yang menegaskan keputusan RUPS sebelumnya, dengan mencantumkan alasan 

dibuatnya RUPS tersebut 

2. Berbeda dengan jangka waktu untuk RUPS perubaban (baik yang membutuhkan 

pengesahan atau pemberitahuan) untuk akta pendirian, jika jangka waktu 60 hari 

sudah Lewat, maka tidak bisa dibuatkan akta penegasan mengenai pendirian 

Perseroan Terbatas, melainkan harus dibuatkan akta pendirian yang baru. Hal ini 

disebabkan akta Perseroan Terbatas yang sudah bubar tidak bisa ditegaskan 

kembali, sedangkan untuk nama dapat dipakai nama Perseroan Terbatas yang 

sebelumnya Dalam pelaksanannya cukup dilakukan dengan cara pemesanan 

nama dan seterusnya seperti halnya pendirian Perseroan Terbatas yang barn. 

3. Pengbitungan batas waktu 30 hari untuk pengajuan akta perubaban suatu PT yang 

semula berakhimya terhitung sejak tanggal diperolehnya DIAN selesai (selesai 

melakukan entry data DIAN). Namun, sejak tanggal 17 Nopember 2008 yang lalu 

di ubah menjadi berakhimya terhitung sejak tanggal pengajuan (tanggal akses 

DIAN). Artinya pada saat Notaris sudah mendapatkan nomor kendali DIAN, 

maka batas waktu 30 hari tersebut sudah terpenuhi, sehingga selanjutnya tinggal 

proses administratif saja. 

4. Untuk penyesuaian anggaran dasar yang diikuti dengan materi Rapat yang 

membutuhkan pemberitahuan kepada Menteri, seperti: perubahan susunan 

pengurus ataupun perubahan susunan pemegang saham, dahulu harus dilakukan 

akses DIAN-2 yang dilanjutkan dengan DIAN-3. Hal ini sering mengakibatkan 

ditolaknya tanggal akta oleh sistem, karena berakhimya jangka waktu. Padahal 

untuk mengakses DIAN-3 tersebut, Notaris harus menwtggu DIAN-2 

memperoleh Tidak Keberatan Menteri (fKM). Sekarang, untuk mencegah hal 

tersebut teijadi dan mempermudah dari sisi administrasi, maka cukup dilakukan 

satu kali akses saja pada DIAN-2. DIAN-2 merupakan pengesahan anggaran 
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dasar, dapat sekaligus mengesahkan perubahan susunan pengurus ataupun 

perubahan susunan pemegang S3ham. tersebut. 

Pada upgrading dan Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Surabaya tanggal 

28 Januari 2009 dijelaskan pula mengenai akta perubahan anggaron dasar PetSeroan 

Terbatas baik yang nkan diproses, sedang diproses, maupun yang sudah terlanjur 

diproses atau ditanda tangan. Dalam mengatasi apahila akta sudab terlanjur lewat 

betas waktu akibat adanya lrendala dari sistem sedangkan para pemegang saham 

sudab tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maka pada setiap RUPS barus menyebutkan 

lreasa kepada Direkal untuk membuat perubahan, pengukuban kembali acara -rapat 

untuk mengajukan permohonan kepada Departemen Hukwn dan Hak Asasi Manusia. 

Kuasa tersebut akan febih sempuma lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk: 

lampiran. Jadi tiap lewat dari 30 (tigapuluh) hari, Direksi tinggal membuat 

pengukuhan kembali atas RUPS yang sebelumnya. Demikian pula jika RUPS yang 

terlewatkan terdiri dari beberapa RUPS (misalnya RUPS pertama tentang 

peningkstan modal, RUPS kedua tentang perubahan maksud dan tujuan RUPS ketiga 

tentang perubahan pengurus). Untuk hal demikian maka Direksi cukup membuat satu 

kali lagi RUPS bam yang sekaligus mengul<uhkeu semua mata acara RUPS pertama, 

RUPS kedua dan RUPS ketiga tersebu~ sekaligus mengesahkan seluruh perbuatan 

hukum yang dilakukeu oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebelum 

mendapatkan persetujuan atau penerimaan pemberitahuan dari Departemen Hukum 

dan Hak Asasi Manusia. Jadi kalimat pada akhir RUPS scbaikaya ditambahkeu 

berupa: 114 

"memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk 
menyatakan kembali lreputusan sebagaimana tersebut di atas ke dalam akta Notaris, 
dan untuk selanjutnya memberitahnkan kepada Menteri Hukam dan Hal: Azasi 
Manusia RepubHk Indonesia serta melakukan segala sesua.tu yang disyaratkan oleh 
hukurn dan ketentuan perundang-<llldangan. 

114 Irma Devita, .. Lagi-{Lagi) Sisminbakum,"<htqJ://irmaa'evila,com/20091 02103/lagi·lagi­
sisminbakuml>, 3 Februari 2009. 
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Menyetujui, dalam hal keputusan yang Ielah diarnbil dalam Rapat ini dikarenakan 
satu dan lain hal tidak dapat dinyatakan dalam akta Notaris dan/atau tidak dspat 
diajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Azasi Menusia Republik Indonesia dalam 
jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang 
Perseroan terbatas, maka masing~masing pemegang saham Perseroan rnernberikan 
kuasa dengan hak substitusi kspada Direksi dan untuk bertindak baik bernama-sama 
maupun masing-masing untuk dan atas nama serta mewakili masing~masing 

pemegang saham Perseroan yang hadir dalam dan menyetujui keputusan Rapat ini 
khusus untuk mengadakan, menghadiri serta mengambil keputusan RUPS atau 
menand!H:angani suatu keputusan di luar RUPS yang rnemutuskan dan mengukuhkan 
kembali keputusan yang telah diambi! dalam Rapat ini (bentuk dan isi sural kuasa 
sebagaimana terlampir) dan berkenaan dengan hal tersebut melakukan segala 
tindakan yang diperlukan tanpa ada yang dikeeualikan demikian dengan 
memperhatikan ketentuan perundang~undangan .. " 

Menurut pendapat penulis akta yang lewat batas waktu te!ah C~acat hukum~ 

akan tetapi perbuatan hukum mengubah anggaran dasar oleh pam piltak tidak menjadi 

hatal. Hal tersebut berlaku apabila kaputusan-keputusan yang Ielah disepakati oleh 

pam pemegang sahara dalam RUPS telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang 

ditelapkan oleh undang-ondang dan angganm dasar Perseroan mengenai tata earn 

pengadaan RUPS_ Selanjumya untuk melakukan proses pengajuan penmohonan 

persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri diperlakan penegasan kembali atas 

basil keputusan yang telah diambil melalui keputusan RUPS. Hal ini dilakukan 

mengingat Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 telab secara tegas dan jela' 

mengatur mengenai masalah bat.as waktu pengajuan pennohonan ini. Jadi tindakan 

yang seharu:mya dilakukan Notaris adalah membuatkan akta penegasan berdasarkan 

basil keputusan RUPS yoog menegaskan kembali segala keputusan-keputusan RUPS 

yang telah disepakati secara musyawarah dan mufakat pada RUPS sebelumnya. 

2.3.3. Analisa Kasus Akta Yang Menjadi Lewat Batas Waktu 

2.3.3. L Kasus Posisi 

PT. X bermaksud untuk melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran 

dasarnya beroasarkan ketentuao Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terhatas. Umuk melaksanakan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar 
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tersebu~ PT X telah mengadalam RUPS Luar Biasa secara sirkuler pada tanggal 

l 0 Nopember 2008. 

PT. X dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, datang menghadap kepada 

Notaris A untuk menyotalam keputusan diluar RUPS tersebut ke dalam akta Notaris. 

Kemudian pada tanggal24 Nepember 2008 ditandatangani akta pemyataan keputusan 

diluar RUPS PT X yang berupa akta pernyataan keputusan rapat {PKR). 

Sesuai ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbalas, maka 

Notaris A kemudian mengsjakan permobonan persetujuan peruhahan anggarsn dasar 

tersebut melalui jasa teknologi infonnasi Sistem Admini>.1tasi Badan Hukum (SABH) 

secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

(Menteri). 

Pada saat proses melakakan akses data pada SABH melalui DIAN 2, terdapat 

kendala yaitu adanya ketenmgan pada layar monitor yang menyatakan bahwa "Nama 

PT X sudah terpakai", sehlngga proses pengisian data tidak dapat dilakukan lcbih 

lanjut. Mengingst bahwa PT X merupakan Perseroan Terbatas yang sudah lama 

didirikan dan setiap perubahan anggarsn dasamya telah mendapat persetujuan dari 

Menteri, maka sangat kecil kemoogkinan apabila terdapat peru.~ lain yang 

memiHki nama sama dengan PT X tersebut. Kernudian terbadap masalah ini pihak 

Notaris A melakukan konsultasi dangan bagian penerang-.m Departemen Hukum dan 

Hak Asasi Manusia Rcpublik Indonesia, dan kemudian diperoleh keterangsn bahwa 

akses Sisminbakum PT. X sedang dalam poaisi masih dipakai oleh Notaris B. 

Seteleh diteliti lebih lanjut, temyata Notaris B sedang melakukan akses SABH 

PT.X melalui DIAN 3 yaitu dalam rangka pemberitabuan kepada Menteri mengenai 

perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X, dan sampai dengan saat 

Notaris A melakukan Akses SABH untuk mendapat persetujuan dari Menteri 

mengenai perubahan anggaran dasar PT X, Menteri belwn menerbitkan sumt 

penerimaan pemberitahuan mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan 

Komisa.ris PT. X. 

Selanjulnya Notaris A memberitabukan hal tersebut di allis kepada kuasa dari 

PT X untuk kernudian ditindaklanjuti dengan memberitahukan kendala di atas1 dan 
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agar segera melanjutkan proses memperoleh surat penerimaan pemberitahuan 

mengenai perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. X dari Menteri. 

Setelah masalah akses SABH Ielah dibuka dan dapat dipergunakan temyata 

akta PKR yang telab ditandatangani tanggal 24 Nopernber 2008 oleb kuasa PT. X 

tersebut menjadi lewat batas waktu (lewat dari 30 hari dari sejak ditandallmganinya 

akta tersebut) dan kendala ini menjadi lebih rumit dikarenakan pada saat yang 

bersamaan diberitahukan oleb Tim Restruturisasi Sistem Administrasi Badan Hukam 

dari Depmemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bahwa untuk 

sementara akses SABH karena sualu hal tidak dapat diperganakan, sebingga proses 

penyesuaian PT. X semak.in terbambaL 

Sehubuagan dari Akta PKR yang telah ditandatangani oleb kaasa PT. X telah 

lewat betas waktu, Notaris A mengeeek kembali akta PKR tersebut dan temyata ada 

kestdahan redaksi pada akta PKR yang telah lewat betas waktu. Akhimya Notaris A 

berinisiatif untuk mengambil soiusi dengan cara dibuatnya akta perbaikan PKR 

PT. X yang mengaeu pada akta PKR yang Ielah lewat betas waktu tersebut. Pada 

akbimya dengan tetsendat-sendat karena SABH sedang dalam masalab, No!aris A 

berhasil mcngakses sistem dan mengisi data-<lata yang diperlukan pade DIAN 2. 

2.3.3.2. Analisa Krums 

Pada kasas di atas akta yang dibuat oleb Notaris A merupakan akta pernyataan 

keputusan rapat yang dibuat berdasarkan keputusan yang Ielah disepakati diluar 

RUPS PT X (sikuler), hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 91 UU No. 40 Tahun 

2007 yang menyatakan hahwa : 

"Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar 
RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak smua menyetujui 
secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan, ,, 

Permasa.lahan kemudian timhul pada saat alcta PKR tersebut menjadi lewat 

batas waktu yang sebagian besar diakibatkan dari kelalaian dari pihak Notaris, 

ditambah lagi dengan adanya masafah non teknis dari Sistem Administ:Iasi Badan 
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Hulrum. Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa kelalaian Notaris yang teljadi pada 

kasus inl adalab sehagai berilrut : 

L Nolaris B telah melalrukan proses perubahan susunan Direksi dan komisaris pada 

PT. X tidak tuntas da1am pekerjaannya schingga menghambat kinerja klien untuk 

melakukan perubahan-perubahan anggaran dasar pada Perseroannya. 

2. Notaris A tidak teliti dalam pengecekan dolrumen, dimana sebelum pembuatan 

Akta PKR Notaris A tidak menanyakan terlebih dahulu kepada lruasa PT. X 

mengenai keberadaan swat keputusan dari Menteri dalam rangka perubahan 

susunan Direksi dan DewWl Komisaris yang terakhir. Di dalam komparisi akta 

PKR penyesuaian, Notaris A hanya menyebutkan nomor dan tanggal dari akta 

perubaban susonan Dirkom yang dibuat dihadapan Notaris B dan telab 

ditandataogani oleh lruasa PT. X. Di dalam ketentuan Pasal23 ayat (2) UU No. 40 

Tabun 2007 ditentukan babwa perubahan anggaran dasar yang memerlukan 

pemberitahuan Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat 

penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar o1eh Menteri Akihatnya 

setelah akta PKR mengenai penyesuaian anggaran dasar PT, X seiesai 

ditandatangani dan akan mengakses DIAN 2 melalui SABH ternyata akses 

tersebut tidak dapat dipergunakan karena surat keputusan mengenai 

memberitahuan perubahan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris tersebut be!um 

diterbitkan oleh Menteri sehingga akses SABH masih rertutup untuk PT. X. 

Pada akbimya dalam menyelesaikan masalab akea PKR yang menjadi lewat 

batas waktu ini, Notaris A menemukan kesalahan redaksi pada akta PKR nya yaitu 

pada Pasal 1 l Anggaran Dasar ketentuan mengenai anggota Djreksi yang seharusnya 

tertulis 5 (lima) angguta Direksi tetapi pada akea PKR tertulis 2 (dua) orang anggota 

Direksi. Oleh karena itu Notaris A berinisiatif untuk membuat akta perbaikan dan 

menganggap bahwa kuasa yang diherikan oleh RUPS sirkular PT. X kepada peuerima 

kuasanya yang tertera dalam Akta PKR PT. X yang telab lewat batas waktu culrup 

untuk dijadikan dasar dibuatnya akea perhaikan. Kuasa yang terdapat dalam akea PKR 

tersebut berbunyi : 
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"Selanjutnya para pemegang saham dengan ini memberikan kuasa kepada 
Direksi dan/atau ....... baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak 
untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk memohon persetujuan dan 
menyampaikan laporan serta mendaftarkan pada instansi yang berwenang atas 
Resolusi tersebut dan menyatakan serta menyusun perubahan-perubahan 
dan/atau penambahan-penambahan hilamana diperlukan, untuk itu menghadap 
dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh 
membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, 
memilih tempat kedudukan dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang 
dianggap perlu dan berguna untuk itu tidak ada yang dikecualikan." 

Dalam hal ini Notaris A mencoba mempergunakan celah hukum dengan 

adanya kesalahan pengetikan redaksi pada Aleta PKR PT. X. Hal tersebut dilakukan 

agar kliennya tidak perlu mengadakan RUPS kembali dengan agenda penegasan 

keputusan RUPS sebelumnya, karena akan memakan waktu yang lebih lama lagi. 

Pada dasamya Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur apabila terjadi 

kesalahan redaksi pada akta Notaris yaitu dengan melakukan renvooi, sesuai 

ketentuan Pasal 49 UU No. 30 Tahun 2004, yaitu : 

(1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta 
(2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan 

tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan 
menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar 
tambahan. 

(3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah 
mengakibatkan perubahan tersebut batal. 

Hal tersebut diatur karena dalam praktek sering kali redaksi dari suatu akta 

yang telah disusun dan dibuat oleh Notaris harus diadakan perubahan atau tambahan­

tambahan, baik atas permintaan dan kehendak dari para penghadap maupun 

disebabkan adanya kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan guna 

memperbaiki redaksinya. Akan tetapi kesalahan redaksi pada kasus ini barn disadari 

oleh Notaris setelah minuta Akta PKR PT. X ditandatangani oleh kuasa PT. X, telah 

lewat batas waktu dan telah dikeluarkan salinannya . 

Menurut pendapat penulis secara hukum ketentuan yang sudah dinyatakan 

dalam undang-undang, maka ketentuan tersebut yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 

21 ayat (5) dan ayat (7) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : 

Universitas Indonesia 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



67 

(5) Perubahan anggru:an dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat 
yang dibuat oleb Notaris horus dinyatakan dalam akta Notaris paling 
lambat 30 (tiga puluh) bari terhitung sejak langgal keputusan RUPS. 

(7) Pennobonan persetujuan perubahan angganm dasar sebagaimana di 
maksud pada ayat (2) diajukan kepedu Menteri, paling lambat 30 (tiga 
puluh) hari terhitung sejak tanggal akta Notaris yang memuat perubahan 
anggamn dasar. 

Jadi apabila Akta PKR telah lewat waktu atau lewat batas waktu, maka barns 

dibuat penegasan kembali atas basil keputusan-kepotusan RUPS yang telah 

dituangkan dalam akta PKR yang telah lewat batas waktu rernebut melalui suatu 

RUl'S. 

Sedangkan kuasa yang telah diberikan oleb para pamegang saham tidak bisa 

digunakan sebagai kuasa untuk melakakan penegasan kembali terhadap keputusan­

keputusan yang tertuang dalam akta PKR yang telah lewat batas waktu. Notaris A 

sebarusnya bukan rnembuat akta perbaikan yang isinya hanya menerangkan adanya 

kesalahan redaksi, tempi horus meminta kepada pihak Perseroan untuk melakukan 

penegasan kembali melalui suatu RUPS terhadap basil keputusan-kepuU!san yang 

tertuang dalam sirkuler sebelumnya Apabila pihak Perseroan telah rnembuat 

penegasan terhadap keputusan-keputusan sebelumnya melalui RUPS, maka Notaris 

dapat membuat akta penegasan yang di dalam akta retsebut sekaligus mcnemngkan 

adanya kesalahan redaksi dan alasan dibuatnya akta penegasan. 

Untuk permasaiahan akta yang menjadi lewat batas waktu ini sebaiknya 

Notaris berhati-hati da1am mencari solusi perrnasalahannya. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari pennasalahan di masa mendatang yang akan merugikan pihak 

Perseroan. 

Berdasarkan kerentuan Pasal !6 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris 

dalam menjalankan jabatannya berkewajiban : 

a) Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga 
kepentingan pihak yang terkait dalam perhuatan hukum; 

Notaris sebagai orang yang mengerti bukum dan dipercaya untuk 

menyelesaikan permasalahan hukum ini harus bertindak seksama atau teJiti daiam 

Universitas Indonesia 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



68 

setiap tindakan dan keputusannya. Pihak Departemen Hukum dan Hak Asasi manusia 

baru-baru ini mendapat gugatan dari salab seorang lawyer yang mernpermasalabkan 

mengenai penerbitkan surat keputusan untuk Perseroan Terbatas yang sudah lewat 

jangka waktunya.1 15 

ns Ibid 
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3.1. Kesimpulan 

BAB3 
PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan 

berdasarkan kasus yang ada, maka kesimpulan penulis mengenai pecan notaris dalam 

proses perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut : 

1. Kendala-kendala yang sering teljadi dalam praktek sehuhungan dengan proses 

perubahan anggaran dasar, khususnya dalam rangka untuk memenuhi ketentuan 

mengenai jangka waktu pelaksanaannya berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, 

antara lain bersumber dari : 

a. Masalah Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) baik secara teknis 

maupun non teknis; 

b. Kelalaian dari pihak notaris yang telah diberi kuasa oleh pihak perseroan 

untuk melakukan proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar; 

c. Ketidakpahaman dari pihak perseroan atau klien mengenai ketentuan yang 

berlaku. 

Kendala yang bersumber dari masalah sistem dan kelalaian pihak Notaris dapat 

berakibat akta notaris yang hendak diajukan pennohonan persetujuan atau 

pemberitahuan kepada Menteri Hokum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia menjadi lewat batas waktunya atau kadaluarsa Pada dasamya kendala 

yang paling berpengaruh adalah adanya kelancaran dalam penggunaan sistem 

elektronik. Perkembangan teknologi dan infonnasi telah menjanjikan proses 

pelayanan dan pendaftaran online dapat dilaksanakan secara mudah dan cepat, 

sehingga mendorong Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk 
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menernpka.n sistem komputerisasi dalam proses pengesahan pendirian maupun 

proses perubahan-perubahan anggaran dasar suatu badan hukum. Tujuan utama 

ditempkannya teknologi ini adalah dalam rangka peningkatan pelayanan terbadap 

masyarnkat. Oleh karena itu perlu saling menduknng antara perangknt huknm 

dengan penerapan telmologi yang tersedia. Pada kasus yang telah penulis uraikan 

di alas, akta notaris dalam rangka penyesuaian dan perubahan data Perseroan 

menjadi la!daluarna sehagai akibat dari adanya kelalaian pihak notaris yang diiknti 

oleh kendala dari Sistem Administrasi Badan Hokum (SABH}. 

2. Peron nolruis dalam menghadapi masalah akta perubahan anggaran dasar yang 

teleh melampaui batas waktu adalah notaris tetap harus berpegang kepada 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyarankan 

kepada piliak perseroan untuk meiakukan penegasan kembali mengenai basil 

keputusan-keputusan tersebut melalui RUPS. Dalam hal ini kewajiban notaris 

tidak semata-mata merumuskan atau memformulasikan segala sesuatu yang 

dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan kemudian menuangkannya dalam 

suaru akta otentik, akan tetapi Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan 

kewenangan dan kepercayaan oleh undang-undang harus Jebih teliti dan berhati­

bati dalam mencennati sega1a sesuatu hal yang berkenaan dengan keabsahan 

prosedur pengajuan permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan 

anggaran dasar kepada Menteri. Apabila terbukti bahwa proses pelaksanaan 

pengajuan perubaban anggamn dasar perseroan terbatas tersebut tidak memenuhi 

syarat atau prosedur sebagaimana ditentukan undang~undang dan atau anggaran 

dasar perseroan, maka akan rnenimbulkan akibat hukum bagi perseroan tersebut. 

Semua tindakan pengajuan 

hukum. Sementara dalam 

perubahan anggaran dasar tersebut menjadi cacat 

kasus di atas bahwa tindakan 

mengajukan permohonan persetujuan dan pemberitahuan 

notaris dengan 

perubahan data 

Perseroan kepada Menteri yaitu dengan membuat akta perbaikan sebagai 

pengganti dari akta yang kadaluarsa tidak dapat dibenarkan dan Ielah melanggar 

ketertuan perundang-undangan. Akta yang telah lewat batas waktu menurut 
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penulis telah cacat hukum. akan tetapi perbuatan hokum mengubah anggaran 

dasar oleh para pihak tidak batal. Keputusan-keputusan yang tertuang dalam akta 

notaris tersebut harus ditegaskan kembali melalui basil keputusan RUPS. Dalam 

hal ini seharusnya Notaris membuat akta penegasan berdasarkan basil keputusan 

RUPS yang menegaskan kembali segala keputusan-keputusan yang telah 

disepakati dalam RUPS sebelumnya dan sekaligus memperbaiki kesalahan 

redaksi. Selanjutnya Notaris dapat mengajukan pennohonan persetujuan dan 

pemberitahuan kembali ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia berdasarkan akta penegasan tersebut Akta perbaikan tidak: dapat secara 

langsung dibuat oleh notaris berdasarkan akta yang telah lewat batas waktu yang 

kemudian dijadikan sebagai dasar pengajuan permohonan kepada Menteri. Dalam 

menyelesaikan permasalahan akta yang lewat batas waktu ini telah teijadi 

perbedaan pendapat, oleh karena itu para notaris yang tergabung dalam organisasi 

INI (Ikatan Notaris Indonesia) dan pihak instansi pemerintah yang terkait 

berinisiatif memberikan solusi dalam mengatasinya Dalam so]usi tersebut antara 

lain, apabila akta sudah terlanjur lewat batas waktu, sedangkan para pemegang 

saham sudah tidak bisa hadir lagi untuk rapat, maka pada setiap RUPS harus 

menyebutkan kuasa kepada direksi atau pihak lain yang telah dikuasakan dalam 

RUPS untuk membuat perubahan, pengukuhan kembali acara rapat, ataupun 

mengajukan kepada Departemen Hokum dan Hak Asasi Manusia Kuasa tersebut 

akan lebih sempuma lagi jika bisa dibuat secara terpisah dalam bentuk lampiran. 

Jadi setiap lewat dari 30 (tigapuluh) hari, direksi tinggal membuat pengukuhan 

kembali atas RUPS yang sebelumnya Penulis berpendapat bahwa masalahjangka 

waktu proses pengajuan permohonan perubahan anggaran dasar ini telah secara 

tegas di atur dalam perab.lran perundang-undangan sehingga tidak dapat diubah 

langsung oleh pihak-pihak tertentu karena akan mengakibatkan ketidakpastian 

hukum. Segala perubahan atau penyimpangan aturan yang telah ditetapkan oleh 

undang-undang hanya dapat diubah oleh peraturan yang setara dengan undang­

undang. 
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3.1. Saran-Saran 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat dikemukan 

beberapa saran yang diharnpkan dapat menjadi bahan pemikirnn guna memberikan 

solusi bagi pennasalahan yang dihadapi, antara lain : 

l. Agar pemerintah meninjau kembali dan mengubah ketentuan dalarn UUPT, 

khususnya ketentuan mengenai pelaksanaa:n pengajuan pennohonan persetujuan 

atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri, sehingga dalarn 

pelaksanaannya masih dapat dilakukan melalui sU.1em elektronik atau secara 

manual ApabUa ketentuan tersebut diterapkan) maka pemerintah harus lebih 

mempersiapkan sumber daya manusia agar dapat menunjang kelancaran waktu 

sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. 

2. Kebijakan yang dibuat oleb pihak dari Departemen Hokum dan Huk Asasi 

Manusia dengan organisasi INI da1arn penyelesaian masalah akta-akta notaris 

yang menjadi lewat bab>s waktu sebagai akibat dari siatem yang bermasalah, 

maka penyelesaiannya harus segera dikembalikan herdasarkan ketentuan yang 

berlaku pada waktu kondisi telah normal. Hal ini dilakukan agar kepastian hokum 

dapat terwujud. 

3. Notaris harus lebih hati-hati dalam penerapan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, karena notaris sebagai pihuk yang dianggap lebih mengetahui 

hukum harus mampu menganr.isipasi beberapa kemungkinan yang teljadi 

mengenai akta yang sedang atau telah dibuatnya. Notaris juga harus mulai 

beipikir dan sadar akan penlingaya aspek knalitas pelayanan yang tidak 

melanggar koridor Kode Etik Notaris yang telah digariskan organisasl maupun 

peraturan perundang·undangan yang berlaku. Jangan hanya karena ingin segera 

menyelesaikan perkara yang sedang dihadapinya, tetapi menjadi menimbulkan 

perkara lain yang lebih besar, misalnya berupa gugatan dari pibak Iowan. Dukun 

hal ini peran notaris sangat diperlukan terutarna pada saat peraruran perundang­

undangan yang sedang berlaku tidak dapat mengakomudir kebutuhan al.au 

pennasalahan yang ada di masyarakat. 
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. . 

di ba\·:ah ~angan can ditandatangani terakhir tangga_ 

yang 

dimeterai ke'lf.-.:ldiar. yang aslinya dilekatkan pada -

;minuta akt~ ir1i. ----------------------------------

Peoghadap ::ersebut rr.enerangkan terlebih dahulu ~ 

' 

IBa;,,.," t.e 1 ah di tandatangan i "CIRCULAR 
• 

' i 
sebagsi 

!per.gganli Rapa:. Urnum P€!rnegang Saham PT 

be.t keduduke.:1 di Jakarta----

disebut Resolusi), Jiimg anggata 

-dasa r beri kut peruDailan-pe::-u:Oahannya Lelnh--­

i 
idL.!m·...t.:nk<J~l be;r:...:_rut-tl.,';ruL dalam: ------~--- ----· 

No: 

r Tam'oahan )lor:"'or 

.b. Berita Negara R.cpubl.ik ,'nYones:.a, ·tangga. 

Norr.o~· 

Tambahan Nomor · . ---------------------· ' 
i 

c. Ber:.ta ~egara Republik Indonesia, tangga. 

' 

Nomor 

Tambahan Nomur -~ ---'- --~-------

Ber::. t.?.. t~egara Republi~ 1-:1donesia, tangga_ 
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Nomor 

Tambahan Nomor ; -~-------~-~--------~-

,e. Berita Negara Republik Indonesia. tanggal -

Nomor 

, Tambahan Nornor ; ------------------

Nomor, Tambahan Nomor ; 

yang susunan Direksi dan Komisaris terakhir 

diubah dengan akta tanggal 

yang dibuat di 

hadapan Sarja:1a ----

Hukum, pengganti dari 

, Sarjana Hukuro, Notaris 01 Jakarta.--­

\selanjutnya disebut Perseroan; --·----- - ··----~-­
jii. :Sahwa Resolusi tersebut telah ditandatangan:i. --­

joleh seluruh pemegang saham Pe:r:seroan yang------

' ' merupakan seluruh saharn yang telah dikeluarkan 

oleh Perseroan saropai dengan hari ini, sehingga 

dengan demikian berdasarkan ketentuan da1am ----

anggaran dasar Perseroan, kep4tusan~keputusan --

' ' mengenai segala hal yang dibicarakan dalam ----~ 

Resolusi tersebut adalah sah sesuai dengail -----

jagenda Resolusi tersebut. --------------------­

Bahwa penghadap yang bertinC.ak sebagaimana ----­

tersebut di atas bermaksud hendak menyatakan 

Resolusi tersebut ke dalam suatu akt:a notaris. -

lrv. Bahwa dalam Resolusi tersebut telah diputuskan-­
; 
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keputusan sebagai berikut: --·- ___________ ...._._ __ _ 

A. r-tenyetujui 'lintuk menerima pengunduran dir 

!Nyonya selaku---

Presiden D:J._rektur dalam Perseroan terhit· 

jsejak ditandatqnganinya Resolusi terse· 

!dan mengucapkan terirnakasih atas sumbang, 

yang telah diberikan pada Perseroan sel. 

masa jabatannya, dan memberikan pelunasan 

dan pembebasan tanggung j awab sepex:uh: 
i 
atas pengurusan yang telah dilaksanakan, 1 

sekaligus mengangkat Tuan 

selaku Presiden D~ektur dalam ---

Perseroan, untuk peripde 5 {lima) tahun -· 

. kedepan; ---------------------- - -····· ·· ----

jB. Menyetujui untuk mernberhent ikan dengan hort 
I 

seluruh Direksi dan Komisaris Perse.roan Y• 

;lama, serta mengucapkan terimakasih atas· 

jsumbangsih yang telah diberikan pada---­

Perseroan selama masa jabatannya, dan---, 

memberi kan pel una san dan pembebasan tangg1 

jawab sepenuhnya kepada para ar..ggota Dire: 

Perseroan atas pengurusan yang telah 

dilaksanakan dan kepada Dewan Kornisaris -· 

Perseroan atas per.gawasan ya:7lg telah 

dilaksanakan sejauh ti.:1dakan-tindakan ----

tersebut tercennin dalam laporan tahunan c 

!laporan keuangan tahunan Perseroan, yaitu 

terhitung sejak tanggal 
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lditut:upnya Rapat umuru Pemegang Saham Tahunan 

IPerseroan untuk tahun buku yang berakhir 

;pada tangga'l 

------------------
jc. Berdasarkan ketentuan dalarn anggaran dasar -­

:Perseroan, seluruh anggota Direksi dan -----

Komisaris mengundurkan diri dan telah------~-

diangkat kembali, sehingga terhitung sejak--

tanggal 

sampai penutupan Rapat Umum Tahunar. /· 

Para Pemegang Saharn Perseroan --------------· 

diselengg"arakan untuk tahun buku yang ------

berakhir pada tanggal 

sehingga------

susunan Direksi dan Komisaris Perseroan ---

adalah menjadi sebagai berikut: 

[Presiden Komisar is: Tuan ; 

' :Komisar is Tuan 

Presiden Direklur : Tuan 

r 
;-----------------

jDirektur 
I 

Wa.nita · 

~D- Menyetujui untuk merubah selur:uh Anggaran-- --

1 
Dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan------

Undang-unddng Nornor 40 Tahun 2007 Cduaribu---

tujuh) tentang Pe::::seroan Terbatas, ----------

(selanjutnya disebut UUPT) yang selanjutnya -
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berikut, ------------------------------ .. ___ _ 

------------ NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----------· 

--------------------- PASAL 1 ---------------------

1. Perseroan Terbatas ini bernama ''PT 

I u {selanjutnya cukup Cisingkat 

I"Perseroan"}, herkedudukan di Jakarta 
I 
Perseroan dapat membuka kantor cabang 

denga-:1 

Pusat .. -· 

atau kan· 

jperwakilan, baik didalam maupun diluar--· 
' ' 
'wilayah Republik Indonesia sebagairnana--~--

ditetapkan oleh Direksi dengan persetuj1 

dari Rapat Umum Pemegang Saham. --~----~---· 

1--------- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -------
' 1---------------------- PASAI... 2 -------------------
' ' fPerseroan didirikan untuk jangka waktu yang ti 

terbatas, satu dan lain dengan n:.emperhatikan Unda 

Undang Nornor 25 'l'ahun 2001 {duarib'J tujuh_t '!'entang 

Penanaman Modal -------~----------~---------~------1 • • _. 

------ MAKSUP DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----
• ' 

-----M--------~-~----- PASAL 3 --~----------~-----M 

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan-·· 

jus aha 

Untuk 

.. 
dalam bidang real estat.-----------------· 

. l " 
mencapai maksud dan tuJuan tersebut diata: 

Perseroan melaksanakan kegiatan usaha .sebagai-

berikut :------~-- ---------~------~------------

.memberikan Konsultasi dan saran dalam hal:-----

ia. Mernbangun rurnah-rumah susun; --- ------------

b. Menge lola dan menyewakan satuan-satuan rumah· 

,susun;-----~--------------------------------
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jd· Melaksanakan setiap kegiatan rian usaha lain---~ 

!yang berhubungan dengan maksud dan tujuan-----
' 
!tersebut di atas.-----------------------------

--------------------- MODAL ---------------~--------- J 

---------------~----- PASAL 4 -----------------------

1. Modal dasar Perseroan berjumlah 

terbagi atas 

saharn, masing-masing-

saharn bernilai nominal Rp. 

;------~-----------------------------------

12- Da::.-i modal dasar te~sebut tclah ditempatkan dan---
1 

disetor sejumlah 

saham dengan nilai--~·--

nominal sel_uruhnya sebesar Rp .. 

telah disetor penuh dengan uang tunai--·--· 

jkepada Perseroan oleh masing-rnasing pemegang saha!TI 

Perseroan, dengan rincian serta nilai r.ominal-~--~ 

saham yang disebutkan pada akhir sebelum penutup 

akta akta ini.---------------~--------------------

Jika Direksi mengusulkan untuk meningkatkan modal-

dasar dan mengeluarkan saham selanjutnya-, maka :--

;a. Pe:1geluaxar: saham-se1ham tambahan tersebut hanya 

dapat dilakukan dengan persetujuan dari Rapat 

Umum Pemegang Saham dengan atemperhatikan ----

pemenuhan pernyataan kuorum dan hak suara 

sesuai Pasal 17 Anggaran Dasar ~n~. Rapat Umum 

7 
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' ; ,. 
;harga saham-saham yang akan dikeluarkan 

:syarat-syarat lain yang dianggap pe.::-lu un 
' 
lpengeluaran saham-saham tersebut.----------­

Para Pemegang Saham yang namanya tercatat da: 

Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terle 

\dahulu untuk mengambil bagian atas saham-sa 

yang akan dikeluarkan dalam jangka waktu 

:{empatbelas) hari sejak tanggal penawaran 

;masing-masing seimbang dengan jumlah sa 

/yang mereka rniliki !Proporsionall .---------· 

Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak tanggal penawa 

masih ada sisa saham yang t idak diambi l ba~ 

oleh pemegang saham, Direksi harus --------

:menawarkannya kepada karyawan Perseroan :y 

imeropunyai hak terlebih dahulu untuk memt 

lsaham-saham tersebut dan bila setelah lewa 

-jangka waktu 14 (empatbelas} hari terhitung 

!sejak penawaran pada karyawan Perseroan it 

masih ada sisa saham yang tidak diambi1 

:bagia.n. Direksi berhak secara bebas menawa:r 

sisa saham tersebut kepada pihak lain.-----

setiap pengeluaran saham lebih lanjut ha.rus 

;disetor penuh pada saat penge2..uarannya. ---­
' 
lketentuan sub-ayat 3 a sampai dengan sub-c 

:3 c di atas t.idak berlaku untuk pengeluarar 

'saham yang dilakukan oleh Perseroa.n sebagaj 

akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu ) 
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berlaku terhadap pcmbayaran harga saharo -

diambil bagian, dengan ketentuan bahwa --

kompensasi tersebut harus juga disetujui oleh 

;Para Pemegang Saham dan harus diumumkan dalam 

1 {satu) surat kabar harian yang be:rperedaran 

nasional. ~ ---------------------------------- ---

Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut 

:di atas hanya sah jika persyaratan untuk -----
' 
'kuorurn dan pengambilan keputusan yang diat:ur -

dalam Pasal 17 Anggaran Dasar ini telah ------

dipenuhi. ----------------------------------- ·- ---

----------------- --- SAHAM -------------------------

--------------- --- -- PASAL 5 -------------------··---

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah 

lsaham atas nama. - -------------------------------­

' Yang boleh rr.exr.iliki dan roempergunakan hak atas-----

: saham adalah ~'.larga Negara Indonesia dan/a tau Badan 

Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Asing-------

dan/atau badan hokum Asing. ----------------~------

Bukti pernilikan saham dapat berupa su~at saham----

at.au surat kolektif saham yang bentuk dan isinya-·-

ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh --

Direktur Utarna dan seorang anggota Dewan----~-·~---·-

Komisaris.-----------------------------------------

Dalam hal Perseroan Lidak mene:cbltkan surat saham--

jatau surat kolektif saham kepemilikan saha'TI dapat­
i 
I dibuktikan dengan surat keterangan at au cat a tan 

!yang dikeluarkan oleh Perseroan. -----------------

9 

I 
I 
r 
' 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



,. ,. 

•• 
•• • 

Dalam hal 1 (satu) saham dimiliki oleh lebih de 

.1 {satu) orang, maka hak yang timbul da:;:i sahan 

' 
1 tersebut digunakan dengan car a menunjuk 1 (sat" .. 

Iorang sebagai wakil bersama. -----~----~ ------
' 

~--~------------ PENGGANTI SURAT SABAN ------------

·-·----------------------- PASAI.. 6 --- -------------

1. Dalam hal surat saham rusak, tidak dapat dipaka: 

atau hilang, Direksi mengeluarkan surat saham--

pengganti dengan syarat, biaya dan :ata cara--

,sebagaimana ditetapkan berdasarkan keputusan R~ 

Direksi. ---------------------------

kolekti f sa ham· pengganti . - ~----- ---------- ·-- --

------------- PEMINDAHAN HAK ATAS SABAN ----------

--------······------------- PASAL 7 -------- -------

1. Pemindahan hak atas saharn, harus berdasarkan ak 

pemindahan hak atas saham yang ditandatangani c 

yang memindahkan dan yang mener:ima pemindahan a 

kuasanya yang sah. -----------------~----------

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas 

sw1~~ harus menawarkan terlebih dahulu kepada-

pemegang saharr. lain.-----------------------------

l?emindahan hak atas saham hanya diperkenankan--

dengan Perset.uj uan Rapat Umum Pemegang Saham. -

Pemegang saham yang hendak memindahkan hak a 

saham, harus mengajukan permohonan secara tertu 

kepada Rapat Umum Pemegang Saharn. -------------

10 

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



sampai dengan hari dilaksanakan Rapat Umum----~ --

Pemegang Saham, pemindahan hak aLas saha~ tidak--­

diperkenank.an. ------------------------------------

1------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -------------

---------------------- PASAL 8 --------------- ------

1. Dalam Anggaran Dasar ini, Rapat Umum Pemegang-----

j3-
I 

!Saham lselanjutnya disebut RUPSJ adalah : --------

a. RUPS Tahunan; ----------------------------------

b. RUPS lainnya, yang selanjutnya disebut juga---­

RUPS Luar Biasa biasa kecuali dengan tegas---

:ditentukan lain.---~----------~----------- -- ~--
i 

t-fata acara RUPS dapat diusulkan ol.eh 1 (satu) -----

orang atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 

(satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh 

saham dengan hak suara. ~---~----~-- -------~-----

Dalam RUPS Tahunan: --------~--~---------- -------

Direksi menyampaikan laporan tahunan sesuai ---

ldengan ketentuan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 

68 UUPT: ----------------------- -------------

Ditetapkan penggunaan laba, sesuai dengan ----

71 UUPT- ---------------------

lc. 

lketentuan Pasal 

Diputuskan mata acara lainnya yang telah-------
' 

diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan 

ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar. ------·-----

~4. Persetujuan Laporan 'fahunan dan pengesahan Laporan 
I 

Keuangan oleh RUPS 'l'ahunan bera.rt.i membe~ikan ----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya 

kepada anggota Direksi atas pengurusan dan Dewan--

11 
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,, 
selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan--

tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan--

Laporan Keuangan Perseroan. -------------------· 

RUPS Luar Biasa ciapat diselenggarakan sewaktu­

lwaktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan 
i 

{memutuskan mata acara RUPS kecuali mata acara R 
' 
jyang d:'.maksud pada ayat (3) huruf a dan huruf 

dengan memperhatikan ketentuan UUPT dan Anggara 

1

oasar. --- ---------------- -~ ··------- ---------- -· 

~-------- '!'EI!IPAT, PEMANGGILAN DAN PII<PJ:l>IAN RUPS ---

----------------------- PASAL 9 -------------------

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroa~ ata1 

12. 

lditempat Perseroan melakukan kegiatan 

Tempat RUPS s€bagaimana dimaksud pada 

usaha- --

ayat (1)-

\harus terletak di wilayah Republik Indonesia. -· 

.3. Jika dalarn RUPS hadir dan/atau diwakili seroua -· 

pemegang saham dan semua pemegang saham menyetu 

diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS--

dapat diada~an dimanapun dengan rnemperhatikan­

ketentuan sebagaimana diroaksud pada ayat {2). -

RUPS diselenggarakan dengan rnelakukan pemanggili 

lsesuai dengan ketentuan Pasal 82 UUPT. --------· 

Pemanggilan RUPS tidak diperlukan jika semua 

jpemegang saham hadir semua menyet.ujui agenda ra. 

' !dan kep~tusan disetujui dengan suara bulat. ----

;6. RUPS dip imp in oleh Presiden Direktur 

!Oalam hal Presiden Direktur tidak ada atau-----· 

;berhalangan karena sebab apapun yang tidak pe 
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I 

--- ' 
' ~"!_' • 

fsalah seorang anggota Direksi. -------------------

17. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau­

lberhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu-­

ldibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh 

IPresiden Komisaris. -----------------------------
18. Oalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak-----
1 

!hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang--­
i 
'tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS 
i 
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan------

1 

diantara mereka yang hadir dalam RUPS.--------·----
1 

j9. RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media----­
' 

jelektronika sesuai dengan ketentuan Pasal 77 UUPT. 

1------- KUORUM, 1!AK SUARA, DAN .KE!?UTUSAN RUPS -------

i----""--------- -------- PASAL 10 -------------"----- ---

11. a. Dengan mengingat ayat 7 Pasal ini, RU?S de;pat--
1 

;dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili 

loleh pernegang saham yang mewakili lebih dari 

i112 tsatu per dua) bagian da:ri jumlah seluruh 

1saham. dengan hak suara yang sah yang telah 

!dikeluarkan Perseroan kecuali apabila----~---

lditentukan lain dalaro Anggaran Dasar ini.-----

!b. Dalaro hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam----

1ayat l.a tidal< tercapai, rnaka dapat diadaka!: 

'panggilan RUPS kedua. ------------------------

c. Panggilan scbagairoana yang dimaksud daldQ ayat-

'l.b harus di lakukan paling lambat 7 (tujuh) ---

·harJ sebelum RUPS kedua diselenggarakan, tidak 

1termasuk tanggal panggilan dan tanggal RUPS, 
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• 
• 

' 
lbahwa RUPS pertarna telah dilangsungkan dan~-

jtidak mencapai kuorurn. --"-----··~----··-----~ 

! 
ld. RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10---

i (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapul• 

' 
:satu} hari terhitung sejak RUPS pertama----

ldilangsungkan. ---------------- ------------­

,e. RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil--­

jkeputusan yang mengikat apabila dihadiri a 

·diwakili oleh pemegang saham yang mewakili-

!paling 

ijumlah 

sedikit 1/2 (satu per dua) bagian d 

seluruh saham dengan hak suara y 

/sah. ---------------------------------------

Dalarn hal kuorurn RUPS kedua tidak tercapai~-

' :maka at as permohonan Perseroan kuorum--

ditetapkan oleh Ket.ua Pengad.ilan Negeri yan 

jwilayahnya tneliputi tempat kedudukan ------

' 'Perseroan. ------ ··- --------- ~ ------------ -~-

1 
Pernegang saham dapat diwakili oleh pemegang sah 

!lain atau orang lain berdasarkan surat kuasa. -

&"lggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan~---

karyawan Perseroan, boleh bertindak selaku ku 

dalam RUPS, narnun suara yang dikeluarkan se1 

kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungt; 

1
suara. -----------------------------···------·------

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-

dengan surat tertutup yang tidak ditandatanf 

!dan mengenai hal lain secara 1 is an, kecual i -~ 

apabi la ketua RUPS menentukan lain tanpa ada-
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.:.-
IRUPS . 

!':!. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap~-'-

tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan----~ 

jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. --------

;6. a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah-

[untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan 

·musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka 

]k.eputusan diambil dengan pernungutan suara----­

!berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu 

.per dual bagian dari jumlah suara yang-------­
' 
ldikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali----

!apabila dalarn Anggaran Dasar dite~tukan lain.-

.b. Apabila jurnlah suara yang setuju dan tidak----

!setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. 

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1 ---

!sampai ayat 6 Pasal ini yang menentukan lain, hal 

hal berikut mernerlukan persetujuan RUPS, pada----

Rapat mana lebih dari 85 % {delapanpuluh lima ---
1 
lperseni jumlah seluruh saharn yang telah-~-------

ldikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah 

:diwakili dan disetujui oleh lebih dari 85 % 

fdelapanpuluh lima persen) dari jumlah seluruh 

saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak 

1suara yang sah:---------------- -------------------

! ja, persetujuan untuk Direksi untuk melak'tlkan hal-

!hal ya~g disebutkan dalam ayat 2 Pasal 12: dan 
' 
pembelian kP...rnbali saham--saham yang telah ------
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' 
lsaham yang telah dibeli oleh Perseroan; 

,8. Pemegang saharn juga dapat mengarnbil keputusan yc 

!rnengikat di luar RUPS dengan syarat sernua pemegc 

!saham dengan hak suara menyetuj ui secara tertu: 

1

-dengan menandatangani usul yang bersangkutan. -~ 

Keputusan yang diambil dengan cara demikian~ ---· 

lmempunyai kekuatan yang sarna dengan keputusan y< 

ldiarnbil dengan sah dalam RUPS- ----------------· 

1

'----------------------- DXREKSI ------------------

--------------------- -- PASAL 11 ------ ---------

11. Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdir: 

ldari ,2 (dua) anggota. ----------------------··----

1-susunan Direksi adalah sebagai berikut:-~----­
/a. Presiden Direktur ;------------------------­

lb. Seorar.g Direktur;---------------------------

-Jika terdapat lowong dalam Direksi, Di::-:e 

terdiri dari sisa anggota Direksi, sampai seor 

.pengganti diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal 

ldengan tidak mengurangi persetujuan dari pi 

lyang berwenang, jika disyaratkan. -------------
1 

,2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan 

!ketentuan bahwa : ·-----------------------------~ 

!a, Pr~siden Direktur harus diangkat dari calon-

jcalon yang diajukan oleh Pte Ltd; dar 

lb. seorang Direktur harus diangkat dari calon 
I 

;calon yang ditunjuk oleh Pte Ltd. --· 
' 

-pencalonan tersebut mengikat RUPS yang rnengant 

para anggota Direksi.----- ------~ -----------· 

16 
Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



------------------------ I?ASAL 12 ---------------·· 

1. Direk.si berhak rnewakili Perseroan di dalam dan 

)lua~ Pengadilan tentang sega:la hal dan dalam-­

: segala kejadian, me_r1gikat Perseroan dengan piha 

lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta--~· 

rnenjalankan segala tindakan, baik yang menge 

jkepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembata 
' 
bahwa untuk : ---------------------------------

a. t-fembeli atau .rnenyewa barang-barang bergerak-

juntuk jumlan yang melebihi US$ 
' 

[ 
ekuivalennya dalam Rupiah atau dalam mata u 

lain.--------------------------------------- ~-
' 

jb. Membeli atau mernperoleh barang-barang modal-
' 

untuk jumlah yang melebihi 

1 ekuivalennya dalam Rupiah a tau dalam mata t. 

lain.----------------------------------------

membuat pernberitahuan (pengumuman) kepada ur 

i rnengenai hal-·hal yang berhubungan dengan---

Pe~seroan yang berpengaruh secara berarti 

terhadap Perseroan; ----- ~ -------- ··- ------

,d. menentukan cara, penanganan dan penyelesaia1 

: kasus litigasi yang penti.ng. ---------- -------· 
i 
Menj ual a tau dengan car a lain memindahkan -· 

lbarang-barang berg-erak unttuk jurnlah yang--~ 

I melebihi US$ 
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Rupiah atau dalam mata uang lain.-------------

harus dengan persetujuan terLulis atau surat------

surat/akta-akta yang berkenaan turut----~------­

lditandatangani oleh Dewan Komisaris.- -----------­

Direksi membutuhkan persetujuan terlebih dahulu---

ldari RUP8 sesuai dengan ketentuan ayat 7 Pasal 10 

; untuk hal-hal sebagai berikut: -------------·-------

keikutsertaan Perseroan dalam suatu usaha-----

j badan hukum lain;--------~--~------------------

b. pembagian deviden;--~-------------------------

c. mengajukan pernyataan pendaftaran dan --------

permohonan untuk pendaftaran surat berharga 

.yang dikeluarkan Perseroan;-------------------, 

jd. memindahkan, rnengalihkan hak, atau menyewakan­

\ semua a tau sebagian besar us aha Perseroan---­

kepada pihak lain a tau menerima pengaJ ihan- ·-

I e. 
I 
' 

:usaha pihak lain, selain dalam usaha Perseroan 

jsehari-hari;-----------------­

membuot perjanjian pengelolaan yang baru untuk 

I pengelolaan Ferseroan; ~--- ----------- ------· --~ 

menerbitkan surat berharga yang dapat---------

diperjualbelikan atau pertukarkan, ops1 dan 

war an, at.au obligasi. surat l:utang dan setiap 

jenis sur at hutang; dan--·---------------------

jg. kecuali usaha Perseroan sehari-hari dalam~ --
1 

:tindakan-tindakan berikut, setiap penjualan 

atau dengan cara Jain pelepasan, mengadaikan 

atau rnemberikan hak tanggungan atau dengan 
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t 

I 
jbergerak dengan imbalan melebihi US$-------, 

cOO, 000.00 (seratus ribu Dollar Amerika 

Serikat) atau ekuivalennya dalam Rupiah a 

jdalam mata uang lain, pada satu kali perist 

:atau sebagai tambahan pada suatu penjual 

.Pelepasan, pengadaian, hak tanggungan a 

lpembebanan yang dilakukan dalam, suatu ta 

jbuku.---------------------------------------

Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan h 

a tau rnenjadikan jaminan utang seluruh a tau le 

dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekay 

bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik da 

satu transaksi atau beberapa transaksi y ' 

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu s 

lain, harus mendapat persetujuan dari RUPS y 

dihadiri atau diwaki::.i para pemega::1g saharn y 

·memiliki paling sedikit 3/4 {tiga per emp 

I bag ian dari jurnlah seluruh saham dengan hak su 

yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 

{tiga per empat) bag ian dari jumlah seluruh su 

yang dikeluarkan secara sah dalarn RUPS. ------~ 

Presiden Direktur berhak dan berwenang untuJ.! 

dan atas nama Direksi serta mewakiJi--~----

Perseroan. ---- --------------- ------ -------
1 

Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir: atau 

bcrhalangan karena sebab apapun juga, yang-

tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, 

rnaka setiap Direktur yang ditunjuk sec 
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beJ:"'Nenang bertindak untuk dan atas nama ------

Di:reksi ser:ta mewakili Perseroan. ------------

Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi maka--

!segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada--­

jPresiden Direktur atau anggota Direksi yang lain­

' lctalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya. ---

~--~-------------- ---- RAP AT DIREKSI -------------- ----

~----------------------- PASAL ~3 --------------------

11. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan-----
1 

!setiap waktu apabila dipandang perlu : -----------
1 
;a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi; ------

' lb. atas permintaan tertulis dari seorang atau-----
' 

mewakili 1/10 {satu per sepuluh) atau lebih---

dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. --
' . 12. Panggi lan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-··--

\Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama 

(Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar 

Jini_ ---------------------------------------------
~3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat-­

~tercatat atau dengan surat yang disampaikan--~-·· 

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan----

-mendapat tanda terima paling lambat 3 {tiga) hari 

isebelum rapat diadakanl dengan tidak-------------~ 

jmemperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal-----

1 rapat. --------- ~ ------------ --···--- ~-- -----------

2: 
Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



i tanggal. waktu dan tempat rapat. ------~--------
' 

15. Rapat Direksi diadakan ditempot kedudukan------­

j Perseroan a tau tempat kegiatan usaha Perser~~ 

' 
! P.pabi la semua anggota Di reksi hadir a tau diwakil 

;panggilan terlebih dahulu tersebut tidak-------

disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan---

!dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan y~ 

' . [sah dan mengJ.kat. ---------------~--------------~ 

,6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalarr 

!hal Direktur Utarna tidak dapat hadir atau-----~ 

!berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepc 

jpihak ketiga, Rapat oireksi dipimpin olel1 seorc 

! anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari ante 

[anggota Direksi yang hadir,--------~------------

Seorang anggota Direksi dapat diwa~ili dalam Ra' 

1 Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya---~--~ 

lberdasarkan surat kuasa. 

Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengarnbil---

keputusan yang mengikat apabila lebih dari % {sc 

per dual dari jumlah anggota Direksi hadir at 

diwakili dalam rapat.---~-- ----~--------------­

\9. Keputusan Rapat Direksi harus diambi 1 berdasarka 

jmusyawarah untuk mufakat. Apabila tidak te:rcat 

lmaka keputusan diambil dengan pemungutan sm 

lberdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (salu ' 

ldua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dalarn--

iRapat Direksi. ----~--~--------------- --------­

llO.Apabila suara yang setuju dan yang tldak setuju-
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I 
)11. a_ Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ------

mengeluarkan 1 (salu) suara dan tambahan 1 

{satu} suara untuk setiap anggota Direksi lain 

yang diwakilinya. -~------- ------~---- ------ -·--

Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-

l dengan sur at suara tertutup tanpa tandatangan 
i 
lsedangkan pemungutan suara rnengenai hal-hal---

lain dilakukan secara lisan kecuali Ketua 

Rapat Direksi menentukan lai~ tanpa ada-------

keberatan dari yang hadir. -~---~-------------

!c. Suara blanko dan suara yang tidak sah, dianggap 

tidak ada serta tidak dihitung dalam----------

semua anggota Direksi menyetujui secara-------

tertulis dengan menandatangani usul yang----

bersangkutan. -----·----- --------- --·- ----------

Keputusan yang diambil dengan cara demikian, 

mempunya::.. kekuatan yang sarna dengan keputusan 

yang diarnbil dengan sah dalam Rapat Direksi. -
; 

1-------------------- DEWAN KOMISARIS -------- -------
; 

a. Presiden Komisaris ;---------------------------

:b. 4 (empatl Komisaris i----~ -------------- -----­

IJika terdapat lowong dalam Dewan Kornisaris, Dewan-
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'Komisaris, sampai seorang pengganti diangkat --

sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, dengan tic 

mengurangi persetujuan dari pihak yang berv;enar 

jika disyaratkan. --~-----~---------------------

'2. Para anggota Dewan Komisris diangkat oleh RUPS, .­

jdengan ketentuan bahwa : -------------- --· -- -~---
1 
;a. Presiden Kornisaris dan 3 (tiga} Kornisaris---
' 

iharus diangkat dari calon calon yang diaju}! 

Pte Ltd; dan -- -----------------

·b. seo=ang Komisaris harus diangkaL dari calon--

lcalon yang ditunjuk 
I 

j-pencalonan tersebut mengikat RJPS yang mengang~ 
' 
:para anggota Direksi.---------------------~ ----

-Jika sebelurn atau pada RUPS tidak ada colon ya 

diajuka~ un~uk suatu jabatan Rapat tersebut bert 

:untuk mengikat siapapun juga.----------------~-·· 

\4. Yang bcleh diangkat sebagai anggota Dewan------­

Komisaris hanya yang merr.enuhi persyaratan yang--

~ditentukan peraturan perundang undangan yang----
' i 
;berlaku. ~------------------------- ------------

-~ 5. Anggota Dewan Komisar· is diangkat. oleh RUPS ur.tuk 

:_ jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak-------~ 

jmengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewakt 

:waktu. ----------------------

Dalam hal jabatan anggota Dewan Komisax-is lowong 

!oleh sebab apapun, maka dalam jangka waktu 30---

; (tiga pu1uh} hari sejak terjadinya lowongan, har 

diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu-
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.in1.-- --------------·------------------------ ----
1 
Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri--

[dari jabatannya dengan memberitah~kan secara---~-­

jtertulis rnengenai maksud tersebut kepada Perseroan 

1 sekurangnya 30 {tigapuluh} hari sebel':Jlil tanggal 

,pengunduran dirinya, -----------------------------

Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:­

[a. rnengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 

16; -------
tidak lagi memenuhi persyaratan perundang- ---

jundangan dan/atau anggaran dasar; -------------

1 c. meninggal dunia; ---- ~------·----------------­

!ct. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS. ----­

!--------- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMrSARIS ---- ---

1----------------------- PASAL 15 --------------------

11. Dewan Komisaris bertugas mengawasi kepengurusan -­

)Perseroan yang dijalankan oleh Direksi, memberikan 
I 
; nasehat kepada Direksi sepanjang dipandang perlu 

joleh Dewan Komisaris. ----- ~----­

Dewan Komisaris setiap waktu. dalam jam kerja------

kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan-----

:halaman ac.au tempat lain yang dipergunakan atau 

yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa 

semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,----

memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan----

lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala 

tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. ----~-­

!3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk--~-
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ldi tanyakan 

Berdasarkan 

oleh Dewan Komisaris. ---------------

pasal 11 (5) Anggaran Dasar dan-----

lberdasarkan RUPS, Dewan Komisaris dapat rnelaku} 

,tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan---

tertentu dan untuk jangka waktu tertentu rnaka--

.berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang C 

kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pit 

.ketiga. ------------------------ -----------------
I 15. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan----~--

~Komisaris, segala tugas dan wewenang yang--­

jaiberikan kepada Komisaris Utama acau anggoca --

Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini be7"la 

.pula baginya. ---- · ----------------------------

,---------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS ------------

\----------------------- PASAL 16 -------------------· 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13--

mutatis-mutandis berlaku bagi rapa~ Dewan------

Komisar is. --------------- ·· ----------- -· ----- -~ --

1-------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ------------

---------------------- PASAL 17 --------------------

1. Perubahan Anggaran Dasar dit.etapkan oleh RUPS, --

dihadir:i atau diwakili ol eh pemegang sah 

~yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tig 

·bagian dari jumlah seluruh saham yang telah--­

ldikeluarkan yang mempunyai hak s~.:ara yang sah d 

keputusan disetujui oleh paling sedikit 2/3 (d· 

per tiga) bagian dari jurnlah suara yang-~----

ldikeluarkan dengan sah dalam RUPS, kecuali bah' 
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11 ayat 2, Pasal 12 ayat 2, Pasal 14 ayat 2, Pasal 

110 ayat 8, Pasal 17, Pasal 18 ayat 1 Anggaran 

Dasar ini, harus diputuskan oleh RUPS yang 

dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih 

dari 85 % (delapanpuluh lima persen) dari jumlah 

seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan 

,dengan hak suara yang sah dan keputusan mengenai 

hal tersebut harus disetujui oleh lebih dari 85 % 

( delapanpul uh lima per sen) jumlah suara yang 

dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ---- ~·--------

-Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat 

dengan akta notaris dan dalam bahasa Ir:donesia.~-­

/2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana -­

; di tentukan pada ayat 1 Pasal ini t idak tercapai, 

maka paling cepaL 10 {sepuluhi hari dan paling----

' 
llambat 21 tduapuluh satul hari setelah RUPS------

pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan 

;syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan 
i 
'untuk RUPS pertama, kecuali untuk jangka waktu 

l
panggila..""l harus dilakukan paling lambat 7 

hari sebelurn RUPS kedua, tidak termasuk 

[ tujuh I 

tanggal 

!panggllan dan tanggal RUPS. ---------------------­

IRUPS kedua berhak untuk mengambil keputusan-----

apabila dihadiri atau diwaki1i oleh pemegang saham 

' [yang mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima 

persen) bagian dari seluruh saham yang telah 
; 

! dike I uarkan yang mempunyai hak suara yang sah dan 

keputusan disetujui olet lebih dari 85 % {delapar. 
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ldikeluarkan dengan sah dalam RUPS. -----------­

Dalam hal kuorum pada RUPS kedua sebagaimana 

di tentukan pada ayat 2 Pasal ini tidak tercapa 

maka atas permohonan Perseroan kuoru.111 ditetapk 

oleh Ketua Pengadilan Negeri yang wilayahnya--­

!meliputi tempat kedudukan Perse.roan. --~--------
1 

1-PENGGABUNGAN f PELEBURAN r PENGAMBI:LALIMAN 1 PEMISA.HA:t 

-------------------- DAN PEMBUBARAN ----------------

-------------------------- PASAL 18 -------------------

l 
jl. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undanga 

' lyang berlaku, penggabunga:J, peleburan, pengamb 

·alihac, pemisahan, dar: pembubaran Perseroan ha:1 

dapat dilakukan berdasarkan perset.ujuan RUPS ya 

•dihadiri atau diwakili oleh pemegang saham ya 

mewakili lebih dari 85 % (delapanpuluh lima 

persen) bagian dari seluruh saham yang tel 

dikeluarkan yang mempunyai hak suara yang sah d 

keputusan disetujui lebih dari 85 % (delapanpul 

lima persen) bagian dari jurnlah suara yang --­

ldikeluarkan dengan sah dalam RUPS. ----------~--

:2. Dalam hal kuorum pada RUPS pertama sebagaimana--

ditentukan pada ayat 1 Pasal ini tidak tercapa 

maka paling cepat 10 (sepuluhl hari dan paling-­

;lambat 21 (duapuluh satu) ha"i setelah RUPS-----

pertama, dapat diselenggarakan RUPS kedua deng 

l 
syarat dan acara yanq sama seperti yang diperluk 

'untuk RUPS pe:r:tama, kecuali untuk jangka wak 

panggilan harus dilakuk:an paling lambat 7 (tuju: 
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panggilan dan tanggal RUPS. ----------------------

RUPS kedua berhak untuk mengambi 1 keputusan------

apabila dihadiri atau dhvakili oleh pemegang saham 

yang mewakili paling sedikit. 2/3 (dua per tigaj 

bagian dari seluruh saham yang telah dikeluarkan 

yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan 

disetujui oleh paling sedikit 3/4 {tiga per empat) 

bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan 

sah dalarn RUPS. --------------~---~---------------

maka at as perrnohonan Perseroan kuorum di tetapkan 

oleh Ketua Pengadi lan Negeri yang wilayahnya--·--

meliputi tempat kedudukan Perseroan. ---------··-

-- RENCJUIA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN Tlll!UNAN 

:----------------------- I?ABAL 19 -- • ----- --·- ---------

!1- Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat----

juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan----­

Komisaris untuk mendapat perseLujuan, sebelum-~---

tahun buku dimulai.-------------------------------

12. Rencana ke!:'ja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1/-­

harus disampaikan paling lambat 30 (tigapuluhi---

hari sebelurn dimulainya tahun buku yang akan-·------

datang. --------------------------------------------

Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1------

1\Satu) Januari sampai dengan tanggal 31 {tiga----­

lpuluh satuJ Deserr.ber. Pada akhir bulan Deserr.ber---

;tiap tahun, buku Perseroan ditutup. --------------
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di Kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh-T 

para pemegang saham terhit.ung sejak tanggal--· 

/panggilan RUPS Tahunan. -----------------------· 

J---- ·-- PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN - • -- • 

I 
~---------------·-----·- PASAL 20 ·-----------·------

1. Laba bersih Perseroan dalam satu tahun buku-----

jseperti tercantum dalam ne=aca dan perhitungan-· 

! laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan· 

·dan merupakan sal do laba yang positif, dibagi-

menurut cara penggunaannya yang di tentukan oleh· 

RUPS tersebut. ------~ -----------------------~ 

Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan--------· 

penggunaannya, laba bersih sel:.e1ah dikurangi--· 

dengan cadangan yang diwaj ibkan Undang-undang-· 

dan/atau anggaran dasar Perseroan, dibagi seba~H 

dividen kepada pemegang saham seimbang---------

(proporsional} sesuai dengan jumlah kepemilikan-

saham masinq-rnasing dalam Perseroan. ---------~-~ 

I 
Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun bukt 

;menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup-· 

dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan te· 

dicatat dan dimasukkan dalarn perhitungan laba r1 

!dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroa~-----· 
' 
: dianggap U dak mendapat laba selama kerugian y, 

-tercatat dan dimasukkan dalam perhicungan laba-

rugi itu bel~~ sama sekali tertutup. ----------· 

4, Perseroan dapat membagikan divider. interim sebel-
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t 

\ keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan--

)newan Komisaris, apabila jumlah kekayaan bersih---

Perseroan tidak menjadi lebih }>.eci1 dari paOa----

jurnlah modal diternpatkan dan disetor ditambah----

cadangan waj ib serta t idak boleh mengg-anggu a tau 

menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi-----­

lkewajibannya pada kreditor atau mengganggu atau-­

rnenyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi------

kewajibannya pada kreditor atau mengganggu-------

kegiatan Perseroan. --------------~---------------

Dalarn hal setelah tahun buku berakhir ternyat.a----· 

!Perseroan menderita kerugian, dividen ir.terim yang 

ltelah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang 

saham kepada Perseroan, dalam hal pemegang saham 

tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut 

\maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab 

lsecara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.--

Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak-~~·­

!diambil dalam jangka waktu 5 (lima} tahun setelah 

disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam 

dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itur 

Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat 

diarnbil oleh pemegang sah~m yang berhak sebelum 

lewatnya jangka waktu 10 (sepuluh} tahun dengan-·--

menyampaikan bukti haknya atas div~den lersebut~--

yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan; -----­
' 
lnividen dala1n dana cadangcm khusus yang tida~----
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Perseroan. --~ ---------------------------------

~~~~~------ ----- PENGGUNAAN CADANGAN -------------

---------------------- PASAL 21 -------------------

1. Bagian laba yang disediakan untuk dana cadangan--

di tentukan cleh Rapat Urnum ?emegang Saham dens 

:mengindahkan peraturan perundang-undangan yang-~ 

lberlaku.---- ------------------ --------------- .. 

' 12. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang­

ikurangnya 20% (duapuluh persen) dari modal ye 

ditempatkan hanya digunakan untuk menutup kerugi 

yang diderita Perseroan.--------~---------------

!3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi juml 

sekurang-kurangnya 20% (duapuluh persen) terseb~ ~ 

Rapat Umum Pemegang Saham dapaL memutuskan a~ _ 
' 
Jjumlah dana cadangan yang telah melebihi ju.T.J 

,sebagaimana ditentukan dalam ayat 2 diguna} 

untuk keperluan Perseroan.----------------------

4. Cadangan sebagairr.ana dimaksud pada ayat 2 yang -

~belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan-

lkelebiha:1 cadangan sebagaimana dimaksud pada a:} 

13 yang pengunaannya belum diten::ukan oleh ~at: 
Umum Pemegang Saham rrarus dikelola oleh Dire:· 

dengan cara yang tepat rnenurut pertimbangan----

Direksi, sctelah me:mperoleh persetujuan Dewan---

Komi saris dan memperhati kao peraturan perundar 

undangan agar memperoleh laba.------------------

----------------- KETENTUAN ~N-LAIN -------------

--------------------- PASAL 22 --------------------
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dalam Anggaran Dasar ~n1, akan diputus dalam RU?S.---

Akhirnya, para pemegang saham yang bertindak dalam --

kedudukannya sebagaimana tersebut di atas rnenerangkan 

bahwa: ----------------------------------------------

I. Dari Modal Dasar tersebut telah diambil bagian dan 

jdisetor penuh dengan uang tunai melalui kas----­

Perseroan sejumlah .. ~-

saharrl atau seluruhnya 

Jctengan nilai nominal Rp. 

I 
i 
yaitu oleh para pernegang saham: --~---------------

a. PTE.~TD. sebanyak 

saharr. 

;atau dengan bernilai nominal sebesar 

;-------

Jb. 'l'uan sebanyak 
' 

saham 

·atau dengan bernilai nominal sebesar --~---~--

/Sehingga seluruhnya berjumlah 

I 
!· .· sa ham a tau--·---

;dengan bernilai nominal sebesar-----------------

Rp. 

. ;---------------------------
III. Selanjutnya susunan Direksi dan Komisaris--------­

' 
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Presiden Komisaris 

!Komisar is 
I 

'• 

34 

adalah sebagai beriku~ 

Tuan lahir 

di tanggal 

satu). Warga Nega 

Swasta. -------

bertempat tinggal di 

I 
; -

lpemego.ng Paspor Nomor 

I· 
Tuan 

lahir di 

t.anggal 

_ , J;.'\farga Negara-----

swasta, 

bertempat tinggal di 

Pemegang Paspor Nomor --
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llahir di 
l 

Jtanggal· 
' 

vlarga Negara-------

S'VJasta. -~----·· 

bertempat tinggal di-~-~--

Jakarta, Ja,lan 

N!ornor 

Kelurahan 

Kecamatan 

Kotamad}ra 

Pemegang Paspor Nornor-----

JDirektur wanita lahir 

di tanggal 

Warga---~ 

Negara '. Swasta, -

• • 
bertempat tinggal di ------
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' 
I 

Selanjutnya PARA PEMEGANG SAHAM dengan ini mernbero 

kuasa kepada Direksi dan/atau 

;baDe be:rsama-sama maupun sendiri-sendirL dengan r_ 

untuk memindahkannya kepada pihak lain, untuk------

memohon persetujuan dan menyampaikan laporan serta-

mendaftarkan pada Intansi yang berwena.ng atas----

Resolusi tersebut dan menyatakan serta rnenyusun---
~ ' . 

,perubahan-perubahan dan/atau penambahan penambahan-

:bilamana diperlukan, untuk itu menghadaP dinS.na--

perlu, memberikan-keterangan dan J:aporarl, m€mbuat-

atau surub rnembuat serta menandatangani semua sur 

atau akt.a yang diperlukan, rnemilih tempat dudukan C 

selanjutnya melakukan se,aala sesuatu yang diang<;; 

perlu dan berguna untuk itu, . tidak ada yang------

1dikecualikan. --- ~ ~ ~ ------------------- ~---- _____ _ 

Penghadap saya, Notaris kenal, ~-~---------~-------

------------------ DEMIKIANLAH AKTA INI -----------

Dibuat sebagai minuta dan di1angsungkan di 0akarta, 

,pada hari dan tanggal serta dimulai pada pukul ----
' ' 
tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh: -

sarjana Hukum 

pada tanggal 

bertempat tinggal da,Jakarra, Jaia~-

nomor Rukun Tetangga 
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Kecamatan Kotamadya Jakarta ------

pemegang Kartu Tanda Penduduk nornor ----·· 

yang berlaku hingga tanggal 

Warga Negara Indonesia; ----------------------·---

Nyonya Sarjana Hukum, lahir di 

!Pada tanggal 

bertempat tinggal 

:di 

Rukun tetangga Rukun ltJarga Kelurahan ----

I Kecarnatan 

!Kabupaten p~negang Kartu Tanda Penduduk 

nom or . ·yang berlaku hingga ----~-

:tanggal 

, Warga-Nega~a Indonesia, untuk ---~---

.sementara berada di Jakarta;-·---·---------------- -

keduanya karyawan Notaris, yang saya, Notaris kenal -

sebagai saksi-saksi. --------------------------------
i 
;segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan ------

kepada penghadap dan saksi-saksi sesuai permintaan --

penghadap. berhubung penghadap dan saksi-saksi telah 

mengetahui . dan rnemahami isi akta in~, rnaka akta ini 

;diparaf tiap halaman dan ditandaLangani oleh---------

:penghadap, saksi-.. saksi dan saya, Notaris. -----------

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -------·--------

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna . 
'. '. • 
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AKTA PERBAIKAN 
"PERNYATAAN KEPUTUSAN D[ LUAR RAPATUMUM 

PARAPEMEGANG SAHAM 
PT' 

Nomor.;;. 

1·Pada hari ini, Selasa, tanggal, -----

1 sembilan). ----------------:...-------·-····--·--

1-Pukul WII!(Waktu Indonesia Barat).----------------------·-

1-Berhadapan dengan saya, Sarjana !lukum, Notaris di­

I.J'l\rnrta, dengan dibadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenai dan-
I I yang nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akul ini:--·-

i'· Tuan lahir di Bukit Tinggi, tanggal-·--­

, 129-01-1972 (duapuiuh sembilan Januari seribu sembifanratus tujuhpu!uh 

1 dua}, Swasta, bertempat tinggal di llekasi, 

j K-2 Nomor 10, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 0!2, Keturnban 

I Keeamatan Pondol<1 , Kota Bekasi; --------------

1- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor yang-­

\ berlaku hlngga tangga129-o1·20t3 (duapuluh sembilan .Januarl duaribu­
I I tigabelas}, Warga Negara Indonesia; -------~--------------
' 

/ -memmn keterangan penghadap ten;ebut di alas dalam bal ini bertindak-

j selaku Kua.sa dari dan selaku demikian berdasarkan kuasa -~----------

1 sebagaimana ter<antum <ilalarn ~CIRCULAJ!t ----------

I 
I 
j ~dibuat~bawah tangan dan ditandatangani ternkhir 

I tanggal , yang dim"""rai----

' / kemudian yang aslinya dilekatkan pada minuta akta saya tertanggal ---- . 

' 

I , NomQr 

~n l<etentuan pasal 28 Akul Pemy-ataan Keputusan Diluar Rapat-

Peran Notaris..., Amalia, FH UI, 2009



Umum Para Pemegang Saham perseroan terbatas PT 

yang dibuat dihadapan saya, Notaris pada tanggal 

; Nomor .- dengan­

j demikiun sah mewakiH dari oleh karena itu untUk l!an atas nama~--------­
' 1 perseroan terbatas FT '.-~----~-------------------

: 
~-Para panghadap terlebih dahulu menerangkan bahwa untuk mcmohon --

l perset<yuan dari pihak yang berwcnang dan bilmnana pcrlu mengadakan 

I perubahan dan/atau ponamhahan atas Akta Pcmyataan Keputusan Diluar-
' I Rapat Umum Para Pemegang Saham perscroan terbatas PT 

I' _ terse but yang diperlukan, maka -------------------------------

1-Pcnghadap scnantiasa dcngan bertlt\dak sepcrti tersebut di atas,----------

1

, menerangkan dengan ini bcrmaksud untuk mengubah Akta Pcmyataan ---~ 

Keputusan Diluur Rapat Umum Para Pcmegang Sab.am perscroan tcrbatas --
1 
\ fYf tersebut di atas yang akan din;yat-dkan ----

1 a:~:::::~~l-hal t.:.ebut.~atas.-muka :::~:~dap-:::-=--=-
1 senantiasa dengan bertindak seperti tersebut di atas dengan ini ----~-­

! mengadakan peruhahun atas Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat ----
1 

\ Umum Par<l. Pemegang Saham perscroan terbatas PT 

I 
tersebut di atas sedemikian rupa sehingga selanjutnya Akta -~-

j Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham pe~seroan 

\ terbatas PT. yang djubah tersebut berbunyi---­

j dan harus dibaca sebagai berikut: --------------------­

~ A. Pasal u ayat (1) dan (2) diubah sedemikian rupa sehingga selanjutnya 

berbunyi sebagai berikut: -----·---------------------
---------------- DIREKSI -------------------------
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.-------
.1 ------:-------------- ··- PASAL tt ------------------·-·--------

~ 1. Perseroan diunL<> oleh .suatu Direksi yang terdiri dari·s-(lhmr) anggnm .... 

! susunan Direksi adalah sebagai berikut:-----------------------------

. a. Presiden Direktur :~-----~--------------~~~--------------------

.Jika terdapat lowong dalam Direksi, Direksi terdiri dari sisa anggota 

Direksi. sampai seorang pengganti diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal 

I ini dengan tldak mengurangi pers<tujuan dari pihak yang berwenang, 

I jika disyar.rtkan. -~------------------------------------
1 2. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa :---

r a. l'residen Direktur dan 3 (tiga) orang Direktur harus diangkat dari -­
! 

1 calon-ffilonyangdiajukanoleh Pte Ltd; dan···------------

' . b. Seorang Direktur harus diangkat dari calon-calon yang ditunjuk ---

1 oleh Pte Ltd.-------------------------------------
1 . I :I_Jika sebelum atau pada 'RUPS tidnk ada calon yang diajukan untuk 

j suatu jabatan, Rapat tersebut berhak untuk mengikat siapapun juga.--­

lll. Pasal 14 ay-.it (1) dan (2) diuhah sedemikian rupa sehingga selanjutnya--
1 

i berbunyi scbagai berikut: ----------------------------

1-------------- DEWANKOMISARIS --------------

' -------------------- PASAL 14 --------------------·--

! n- K · · d' 'da' (1' ) : ~. vc~ om1sans ter m n 5 una anggota.-------~~-F~----

~- susunan Dewan Kotnisaris adalah sebagai berikut:--------·-----

1 a. Presid~ Komisaris ;---------------------------
. . 
: b. 4 (empat) Komisaris ;----------------------------

I-Jika terdapat lowong dalam D~'Wan Komisaris, Dewan Komisaris --

1 terdiri dari sisa anggota Dewan Komisaris~ sampai seorang pcngganti 

diangkat sesuai dengan ayat 5 Pasal ini, dengan tidak mengurangi -----

persctujuan dari pihaky-•ng berwenang,jikadisyaratkan. ----------

12. Para anggota Dewan Komisaris diangkat olch RUPS, dengan ketentuan -

~-~--------------------------------------
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~en Komisaris datt 3 (tiga) Komisaris hams diangkat dan eaton-. . 
I calon yang diajukan olch Pte Ud; dan ------------

~ b. seorang Komisaris harus diangkat dari calon-calon yang ditunjuk oieh 

~ Pte Ud. -----~~-------~~----------------~~-
! 

I -pencalonan tersebut rnengikat RUPS yang mcng-:dngkat para anggota ----

Dev.-on Komisaris.-------------------------~----

-Jika sebelurn atau pada RU ~S tidak ada calon yang diajukan untuk suatu 

j jabatan Rapat tersebut berbak untuk mengikat siapapunjuga.----­
i J- Ketentuan lain yang tidak diubah dalam akta ini tetap berlaku ------

1 sebagaimana adanya semula dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang 

j mengikat.--

j -Direksi dan/atau bail< bersama-sama maupun sendiri-sendiri dcng;an hak-
' ' -
I untuk memindahkan kckuasaan ini. kepada orang lain dikuasakan untuk ---

! memohon pengesahan atas AnrJ!;aran Dasar ini darl instansi yang bcrwenang 

I dan untuk membuat paruhahan dan/ a tau tambahan dalam bentuk yang --

1 bagaimanapun juga yang diparlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut 

J dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan----­

' J dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudul<an dan untuk --------

j melaksanakan tindakan lain yang mung kin diperlukan. ----------­

\ - Para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut di atas dcngan ini 
' ' J menyatakan dan menjamin kebenaran identita.s para penghadap sesuai --
; 
! dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -------

. bertanggung jawab sepenuhnya ata.s hal tersehut serta selanjutnya par-a---­

\ pcnghadap juga menyatakan tclah mengerti dan memahami isi akta ini. -----' . . 
\- bahwa apabila di kemudian hari ternyata tetjadi perselisihan dan atau 

' I sengketa dan atau pelaperan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau -

I oleh penghadap maupun pihak lain dari sega]a sesuatu yang ---------­

~ dengan akta ini dan atau tindak ianjut dengan akta ini maka ---
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~mn Notaris selnlru Pejaoot Umum maupun pejaoot yang----------

1 tcrkait dan saksi-saksi dari segala tuntutan dan a tau gugatan hukum dan atau 

llaporan, paik perdatal tnta usaha negara. maupun pidana, termusuk akan 
I i tctapi tidak tcrhatru; pada tuntutan yang rulakukan melalui kuasanya atau ----

1 pcngacam; -----------------------~--------------------------
1 - bah""' apabila ternyata pcnghadap !alai dan tidak memenubi maksud----

1 tersebut di alas dan tetap mclakuknn pcnuntutan dan atau pclaporan --
1 I tcrhadap Notaris dan atau pejabat yang terknit maks pengbadap dengan ini -

memberi kuasa kepada Notaris dan atau pc:jabatyang terkait dan saksi-saksi, -

untuk dan atas nama pcnghadap mclakukan pcncabutan tcrhadap tuntutan -

dan atau gugatan dan atau laporan tcrsebut di atas pada in.stansi yang--------

.. mirnlt~ ~kt:t..f.!iktao.te't\._\iku.~\.~-, 
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--------1-Warga ooB, Kelurahat 
l 

.Kecamatan 

! · Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor -··· · 

, ynng berlaku hinggn tanggnl 

• 1 Warga Negara Indonesia; -----~ 

1 "· Nyonya ,lahir di · 

' 1 Pada tanggal 

tujuhpuluh satu), bcrtempat tinggal diTangcrang, 

' 10 nomor 22, Rokun tetanggu o6, Rukun Warga 07, Kclurahan 

. Kccamatan · Kabupatcn .pemcgang 

Kartu Tanda Pcnduduk nomor yang berlaku hingga --

1 tanggal ---------

1 Warga Negara Indonesia1 ---------------- ____ _ 

1-untuk sementara berada di Jak.arta;---------------------

1 kCduanya k.acyaw-•n Notaris, yang saya, Notaris kenalsebagai sakai-saksi. -

I Segera setelah akia ini saya, Notar:is bacakan kepada penghadap dan ---­

. saksi-sakai sesuai permintaan penghadap, berhubung pcnghadap dan-----
1 
• 

j sak."Ji-:Saksi telah mengetahui dan rnemaharn.i isi akta ini, maka aki:a ini ---

1 dlparaf tiap halaman dan ditandatangani oleh penghadap, saksi.-sakai dan-

i say-a, Notaris. ----------~----~--------F-----~------~--
1 ! -Dilangsungkan dengan satu perubahan semuanya karena ooretan tanpa ---

gantian. ---~-------------------------~-----~---------

Minuta ak"ta ini tdah ditandatangani dengan sempurna. -----------

- DIBRRIKAN SRBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-

------- .JAKARTA 
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